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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi, maka perlu membuat Rencana
Kerja Pemerintgh Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun
2023;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2023,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827);

Undan_g—Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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13.
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Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 201.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N_egara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Pembangunan Kerja Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifiksi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan FEvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Ind i
Tahun 2022 Nomor 590); P onesia

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran
Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 46);

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 01);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2022 Nomor 22);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2011 Nomor 01);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh
Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012 Nomor 02);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2019 Nomor 474);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2019 Nomor 513);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 79 Tahun 2019
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan

Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2019 Nomor 514);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2022 Nomor 579);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2022;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur
penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri

dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.

. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya

disebut DPRK adalah lemabaga legislatif Kabupaten Aceh
Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat

SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
sealku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang

selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta
ditetapkan dengan peraturan.

. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat
PPA adalah program prioritas dan patokan batasan
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk
setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-
SKPK setelah disepakati dengan DPRK.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut PPAS adalah rencana program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam
menyusun RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2023 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil

untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
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Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpim oleh Sekeretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalem rangka
penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat:.
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH
SINGKIL

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL

BAB VI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB VII PENUTUP

Uraian secara rinci RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 yang
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan (RPK) Kabupaten Aceh Singkil
2023-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RPK) Aceh Singkil Tahun
2023-2026.

RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi:

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(SKPK) dalam Penyusunan Renja Tahun 2023;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
APBK Tahun Anggaran 2023 dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran
2023. _
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Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan RKPK
Tahun 2023 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2023 bersama DPRK Aceh Singkil.

(2) Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang
memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah
Daerah dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut
menjadi landasan penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 5

(1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan APBK Tahun
Anggaran 2023, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KUA dan PPAS.

(2) Seluruh program dan kegiatan dirancang haruslah bersifat
lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang

dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan
daerah.

(3) Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil
Minyak dan Gas Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum
dalam RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 merupakan sumber
pendapatan lain-lain yang sah pada pendapatan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan
tertuang dalam APBK dengan program/kegiatan khusus.

Pasal 6

TAPK menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK)
Tahun Anggaran 2023 dengan hasil pembahasan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II1
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku ad tan
diundangkan. T =



o

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

ada tanggal 1 Juli 2022
. 2 Dzulhijjah 1443 H
AT] ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2022
_—2-Dzulhijjah 144
TAH P

RIS DAERAH K7 PATEN ACEH SINGKIL,

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 526
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Lampiran

PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen
perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran
dari RPJM Kabupaten serta mengacu pada RKP Aceh dan RKP Nasional.
Penyusunan RKPK merupakan tahapan sistem  perencanaan
pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten (RPJMK). Penyusunan RKPK ditujukan sebagai upaya
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2022 maka pemerintah kabupaten Aceh Singkil telah menyusun Rencana
Pemerintah Aceh Singkil (RPAS) Tahun 2023-2026 yang akan dijadikan
pedoman penyusunan RKPK tahun 2023. Dengan demikian, maka
substansi RKPK Tahun 2023 mengacu kepada RPAS, RPJP Kabupaten,
Rencana Pembangunan Aceh (RPA), RPJM Nasional, serta RKP.
Penyusunan RKPK merupakan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,
serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang

daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
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Kerja pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun 2023 merupakan Tahun pertama

dari Rencana Pembangunan Aceh Singkil (RPAS) Tahun 2023 - 2026.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, proses penyusunan RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 dilakukan

melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan RKPK Tahun 2023 tanggal, 22 November s/d
10 Desember 2021;

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPK Tahun 2023 tanggal, 31
Desember s/d 11 Maret 2022;

3. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK Tahun 2023 tanggal, 22
Maret 2022;

4. Penyempurnaan Draft Rancangan Awal RKPK Tahun 2023 tanggal, 22
s/d 23 Maret 2022;

S. Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan
Awal Renja Perangkat dan Penyampaian Rancangan Awal RKPK
Tahun 2023 tanggal 23 Maret 2022;

6. Penyampaian Draft Rancangan Renja SKPK Kepada Bappeda untuk
diverivikasi tanggal, 23 s/d 24 Maret 2022;

Verifikasi Rancangan Renja SKPK tanggal, 24 s/d 25 Maret 2022;
Penyampaian/Penginputan Pokok-Pokok Pikiran DPRK Sesuai Hasil
Reses tanggal, 08 Februari s/d 25 Maret 2022;

9. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten tanggal, 29 Maret 2022;

10. Pembahasan Rancangan Akhir RKPK dalam Forum SKPK tanggal 30
s/d 31 Maret 2022;

11. Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPK Hasil Forum SKPK 01 s/d 29
April 2022;

12. Penyampaian Rancangan Akhir RKPK Tahun 2023 ke Inspektorat
untuk review APIP tanggal 20 Juni 2022;

13. Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Tentang RKPK Kepada
Gubernur melalui Bappeda Aceh Untuk Difasilitasi tanggal 21 Juni
2022;
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14. Fasilitasi RKPK Tahun 2023 oleh Bappeda Aceh tanggal, 27 Juni s/d
01 Juli 2022;

15. Penetapan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang RKPK Aceh Singkil
Tahun 2023 tanggal, 01 Juli 2022.

Proses penyusunan RKPK Aceh Singkil disusun menggunakan

pendekatan perencanaan sebagai berikut :

1. Top Down, yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat
kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.
Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPK berupa adanya: a)
Sinergi dengan RKPK dan RENJA SKPA, RKP dan Renja
Kementerian/Lembaga; b) Konsistensi dengan RPAS maupun RPJPD
Kabupaten Aceh Singkil; c) Konsistensi dengan RTRW Kabupaten.

2. Bottom Up, yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan  yang diselaraskan melalui penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa,
tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan
ini tercermin dari adanya : a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program
Kabupaten Aceh Singkil; b) Memperhatikan hasil proses Musrenbang
dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan
daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPK.

3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan
pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh
diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi
pembangunan.

4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi
kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan,
yang ditunjukan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil.

5. Demokratis dan partisipatif, yaitu peran serta berbagai pihak dan
pemangku kepentingan terhadap pembangunan serta mengakomodir
hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap

kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus
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komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat
yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Hal ini
bertujuan agar diperoleh gambaran aspirasi setiap elemen

masyarakat.

6. Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek social
dan budaya masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dan nilai- nilai
kearifan lokal.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ini merupakan
dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses
penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi sebuah keharusan
dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut,
diharapkan dokumen RKPK ini harus dapat diakses oleh semua
stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
dan evaluasi. Penyusunan RKPK merupakan suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah
Kabupaten Aceh Singkil dalam jangka waktu satu tahun. Gambaran
tahapan kegiatan penyusunan RKPK sebagaimana terlihat pada bagan

alir berikut.

Gambar 1.1. Alur Proses Penyusunan RKPK Aceh Singkil Tahun 2023

Persiapan o SE. .
B 4D

Benta Acarn
Musrenbang
- Kecamatan
-
Review Pokot-gokek

RPJMD P oikaran DPRD Fenyuzupan
B KatiKota Rancsngan
| Renja SXPD
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Penetapan PERBUP

Konsultast
Pubdik

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Kabupaten, RKPK mempunyai
kedudukan yang strategis yang menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran

tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
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pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), yang selanjutnya
sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK). Berdasarkan acuan dan
kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPK yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Singkil serta berbagai
pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan
partisipatif, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai
komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten
sehingga dapat terwujud keselarasan antara perencanaan dan

penganggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan RKPK Aceh Singkil tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);

Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2022;

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun
2022 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022
Nomor 22;

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Aceh Singkil (RPAS) Tahun 2023-2026.
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1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 relevan dengan RKP Pemerintah
Pusat dimana Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah,
Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Penyelarasan
Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah Penyelarasan

Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.

RKPK Aceh Singkil Tahun 2023 selaras juga dengan RKP
Pemerintah Aceh yang mencakup Penyelarasan Isu Strategis
Pembangunan Daerah, Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Daerah, Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah, Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan

Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

RKPK Aceh Singkil Tahun 2023, disusun sebagai arah dan acuan
Pemerintah Daerah dalam pembangunan yang termuat dalam RPK Aceh
Singkil Tahun 2023-2026 dan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil dalam penyusunan KUA, PPAS dan R-APBK Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2023, serta untuk memberikan arah dan
pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

1.4.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK) Aceh Singkil Tahun 2023 adalah:

1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2023- 2026; dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun
Anggaran 2023;

2) Menjadi pedoman dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2023,
karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu
tahun;

3) Terwujudnya Sinergisitas, keselarasan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan,;

4) Tercapainya sasaran Pembangunan sebagaimana yang sudah
diamahkan dalam RPJP Aceh Singkil 2005-2025, RPK Aceh Singkil
2023-2026 dan RTRW Aceh Singkil 2013-2033.

EEEE—,———
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1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun

2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan serta Sistematika Penyusunan RKPK.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH SINGKIL
Menjelaskan tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah dan
evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu. Juga berisikan gambaran
umum kondisi daerah baik itu geografis, demografis, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, fasilitas infrastruktur,

investasi dan sumberdaya manusia.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan target pembangunan
yang direncanakan berdasarkan prioritas dan permasalahan daerah yang
sudah dirumuskan dengan mengacu pada RPK Aceh Singkil, sebagai
payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai
kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan

pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2023
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

EEEE—,———
10




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

pelaksanaan RKPK tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPK Aceh Singkil, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPK) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPK Aceh Singkil. Rencana program dan kegiatan

prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RKPK, sebagai bagian penegasan Pemerintah
Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH SINGKIL

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Aceh Singkil

Gambaran umum kondisi Kabupaten Aceh Singkil diuraikan dalam
beberapa aspek yang meliputi : aspek geografi dan demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan
wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi,

dan sosiologi.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas daerah 1.857,88 Km? yang
terbagi kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim dan 116 Desa yang terdiri dari

dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kecamatan Simpang Kanan

merupakan kecamatan yang terluas yaitu 289,96 Km? atau 15,61 Persen

dari luas wilayah kabupaten sedangkan yang paling sempit adalah

Kecamatan Pulau Banyak dengan luas 15,02 Km2. Kabupaten Aceh Singkil

memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi :

sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Subulussalam
sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia
sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon

Kabupaten Aceh Selatan

Secara geografis Kabupaten Aceh Singkil terletak 2°02’-2°27°30”
Lintang Utara dan 97°04’-97°45°00” Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil
merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota diProvinsi Aceh
yang berada pada perbatasan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera
Utara, diantaranya berbatasan dengan Kabupaten Pak-pak Bharat,
Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kepulauan Nias. Kabupaten Aceh Singkil
terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Pada bagian daratan
berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Selatan
dan Kota Subulussalam, sedangkan Kepulauan yang menjadi bagian dari

Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak yang berbatasan
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langsung dengan Kepulauan Kabupaten Simeulue dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara. Peta wilayah administrasi Kabupaten Aceh

Singkil tecantum dalam Gambar 2.1:

lH[ '
1
¥l

' l”l'!: .

d0 i

|
|

Tt

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Aceh Singkil
Secara rinci luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Aceh

Singkil dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4 5
1 Pulau Banyak 15,02 0,81 3
2 Simpang Kanan 289,96 15,61 25
3 Singkil 135,94 7,32 16
4 Gunung Meriah 224,3 12,07 25
5 Singkil Utara 142,23 7,66 7
6 Kota Baharu 232,69 12,52 9
7 Danau Paris 206,04 11,09 6
8 Suro Makmur 127,6 6,87 11
9 Singkohor 159,63 8,59 6
10 Kuala Baru 45,83 2,47 4
11 Pulau Banyak Barat 278,63 15 4
Jumlah 1.857,87 100 116

Sumber : RTRW Kab. Aceh Singkil 2012-2032
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Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan
keluarnya Undang-Undang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999.
Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2002’-2027°30”
Lintang Utara dan 97004’-97045°00” Bujur Timur.

2.1.1.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil berada di daerah pesisir dan daerah
sebelah Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8 %.
Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang
berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-30%. Dengan kondisi
kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk pengembangan

perkebunan.

Kondisi ketinggian lahan menunjukan bahwa Kabupaten Aceh
Singkil berada di antara ketinggian 0-100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah
Selatan dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 m
dpl. Sedangkan pada daerah di sebelah Utara memiliki kondisi yang relatif
berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Adapun Kecamatan
di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki ketinggian wilayah diatas
permukaan laut (DPL) yang terbesar adalah Kecamatan Suro Makmur
dengan tinggi 74 meter sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan

Kuala Baru yaitu 6 Meter.

2.1.1.1.3. Geologi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan fisiografi wilayah
perbukitan yang didominasi oleh sistem perbukitan berupa bukit lipatan.
Diantara bukit-bukit terdapat sungai dan anak-anak sungai yang bermuara
ke Samudera Hindia. Pada bagian selatan, fisiografi terdiri atas dataran
aluvial sungai dan endapan pasir laut yang sebagian besar merupakan
ekosistem rawa yang unik. Disamping itu, terdapat juga bahan induk tanah
berupa bahan organik yang sebagiannya telah terdekomposisi membentuk
gambut. Pada bagian selatan juga terdapat daerah kepulauan yang

umumnya didominasi oleh bahan induk bukit kapur dan endapan pasir.

Sebagai daerah yang dilalui oleh patahan aktif maka wilayah
Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam daerah dengan resiko bencana
yang tinggi sebagai akibat dari proses geologis, terutama pada bagian

selatan yang merupakan daerah pesisir pantai. Salah satu bencana
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paling besar dan paling akhir adalah terjadinya gempa bumi pada tanggal

28 Maret 2005 yang menyisakan banyak kerusakan sarana dan prasarana.

Kabupaten Aceh singkil dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko
yang diperkirakan bergeser sekitar 11 mm/thn. Konsekuensinya, wilayah
Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah rawan gempa dan longsor.
Disamping itu, bagian utara wilayah kabupaten merupakan daerah yang
rawan erosi karena sebagian besar material pembentuk tanah terdiri dari
bahan induk berupa batuan liat, batu kapur, dan pasir kuarsa. Dilihat dari
ketinggian permukaannya, Kabupaten Aceh Singkil berada pada ketinggian
0-1.000 meter dpl, yang sebagian besarnya berada diketinggian 0-25
meter dpl (diatas permukaan laut) yaitu 43,54 Persen dari luas wilayah,
ketinggian 25-100 meter dpl seluas 27,73%,Sedangkan wilayah yang berada
pada ketinggian100-500 meter dpl sekitar 22,58% dan ketinggian 500-
1.000 meter dpl sekitar 5,85%, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2
berikut:

Tabel 2.2
Luas Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

No Ketinggian Lahan

(M dpl) Ha (Perhitungan)

Ha(BPS)

1 2 3 4 5
1 0-25 95.221,98 81.729,04 43,54
2 25 - 100 60.645,51 52.052,05 27,73
3 100 - 500 50.038,56 42.948,05 22,88
4 500 — 1000 12.793,95 10.682,95 5,85

Jumlah 218.700,00 185.788,13 100,00

Sumber: Hasil perhitungan peta Kabupaten Aceh Singkil digital 2018

Bentuk permukaan bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten
Aceh  Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk
pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif,
khususnya pertanian lahan basah. Disamping itu, sebagian wilayah yang
berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah- daerah yang
berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi

kecamatan : Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, dan Kepulauan Banyak.
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2.1.1.1.4. Hidrologi

Secara hidrologi, Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumber
daya air yang sangat besar bersumber dari air sungai, danau, rawa-rawa
dan mata air. Potensi sumberdaya air terbesar bersumber dari air sungai.
Sungai Krueng Singkil (Lae Singkil) adalah sungai utama yang bermuara
ke Samudera Hindia dan merupakan pertemuan dari dua sungai, yaitu : Lae
Cinendang dan Lae Soraya. Lae Cinendang memiliki hulu di Pakpak Bharat
Sumatera Utara, sedangkan Lae Soraya berhulu di Lawe Alas Aceh
Tenggara. Di samping itu terdapat beberapa sungai lainnya yang relatif lebih
kecil, diantaranya : Lae Sulampi, Lae Siragian dan Lae Silabuhan. Kawasan
rawa gambut dalam yang terdapat di bagian barat Kabupaten Aceh singkil
berfungsi sebagai daerah transisi antara daratan dan lautan sehingga
berpotensi untuk mencegah rembesan air laut ke darat dan sekaligus
sebagai sumber cadangan air tanah. Disamping itu, sebagian besar daerah
rawa-rawa gambut tersebut adalah bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser
(KEL) sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam
(KPA) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan air
tanah yang bersumber dari mata air dilakukan dengan pembuatan
sumur bor dan pemanfaatan air tanah dangkal dilakukan dengan metode
penggalian sumur yang umumnya terdapat di daerah yang agak tinggi.
Sedangkan di daerah yang agak rendah seperti Kota Singkil, Kuala
Baru dan Singkil Utara, air sumur tidak layak diminum karena berbau,

berwarna, dan berasa legang.

Sumberdaya air yang sangat besar seperti diuraikan di atas sangat
berpotensi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri,
irigasi, perikanan, peternakan dan lainnya. Jumlah cadangan air yang
tersedia dari Lae Singkil yang memiliki luas sekitar 2.194,68 Ha diperkirakan
debit air nya 982 Juta m3/tahun dengan debit rata-rata 55 m?3/detik dan
Lae Cinendang memiliki luas sekitar 833,28 Ha dengan debit air sebesar
580 Juta m3/tahun (sumber : Dinas PU Pengairan Aceh Singkil). Lae Singkil
yang melewati Kota Singkil juga berpotensi menyebabkan banjir tahunan
pada daerah sekitar aliran sungai. Ditambah lagi kondisi sebagian fisik
lahan yang berbentuk rawa-rawa gambut mengakibatkan mudahnya terjadi

genangan air yang agak lama.
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2.1.1.1.5. Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam tipe iklim
tropis. Hari hujan pada tahun 2016 rata-rata 17,23 hari/tahun dengan
curah huyjan 137,83 mm/bulan. Curah hujan yang tinggi terutama pada
malam hari sangat cocok untuk kondisi tanaman perkebunan seperti karet
dan kelapa sawit, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat menanam
sawit sebagai komoditi unggulan daerah, selain nilai ekonomis tanaman ini
sangat menjanjikan, tapi untuk tanaman karet belum populer untuk
dikembangkan. Komoditi pertanian juga sangat baik tumbuh di Kabupaten
Aceh Singkil, hal ini dapat dilihat dari penyumbang terbesar PDRB
Kabupaten Aceh Singkil dari Sektor Pertanian. Untuk mengetahui detail
klimatologi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rata-Rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan
di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3
Januari 16,80 4,00
Februari 118,90 11,00
Maret 56,70 8,00
April 133,40 21,00
Mei 388,90 27,00
Juni 124,90 17,00
Juli 177,10 20,00
Agustus 95,10 14,00
September 109,10 25,00
Oktober 101,20 24,00
November 236,40 27,00
Desember 231,30 23,00

Sumber : Aceh Singkil dalam Angka, 2022.

Tabel diatas dapat dilihat terjadi curah hujan yang cukup tinggi pada
bulan Mei dan November yaitu 388,90 mm/tahun dan 236,40 mm/tahun.
Sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 16,80

mm/tahun.

2.1.1.2. Demografi
2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021
adalah 128.5384 jiwa, terdiri dari 64.936 jiwa laki-laki dan 63.448 jiwa
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perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan
Gunung Meriah yaitu sebesar 31,40 persen, sedangkan kecamatan dengan
persentase penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu
sebesar 2,01 persen. Pada tahun 2021 besarnya sex ratio Kabupaten Aceh
Singkil adalah sebesar 102,35 artinya jumlah penduduk laki-laki 2,35
persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kepadatan
penduduk Aceh Singkil adalah sebanyak 69,1 jiwa/Km?. Kecamatan yang
paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pulau Banyak
yaitu sebesar 306,50 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling
rendah adalah Kecamatan Pulau Banyak Barat yaitu sebanyak 11,10 orang

per kilo meter persegi.

Bentuk piramida penduduk Aceh Singkil menunjukkan bahwa
penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia
dewasa maupun tua. Yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah
sangat sedikit penduduk Aceh Singkil pada rentang usia tua, hal ini
disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat kematian penduduk
pada rentang usia muda sangat tinggi sehingga hanya sedikit yang
mencapai usia tua. Dengan jumlah produktif yang relative banyak,
pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersedian lapangan pekerjaan
yang cukup bagi penduduknya untuk dapat menampung tenaga kerja
tersebut. Komposisi dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh
Singkil secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

——4‘
_ 2021 2021

1 2 3

Pulau Banyak 4.603 1,49
Simpang Kanan 15.984 2,09
Singkil 19.994 1,88
Gunung Meriah 40.314 2,51
Kota Baharu 6.660 1,40
Singkil Utara 10.642 1,62
Danau Paris 7.971 1,70
Suro Makmur 9.086 1,69
Singkohor 7.446 3,08
Kuala Baru 2.580 1,58
Pulau Banyak Barat 3.104 1,44

Kab. Aceh Singkil 128.384 2,06

Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka Tahun 2022.

Berdasarkan table di

terlihat bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 paling banyak berdasarkan kecamatan
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terdapat di Kecamatan Gunung Meriah sebesar 40.314 jiwa dengan laju
pertumbuhan sebesar 2.51 persen pada tahun 2021, sedangkan jumlah
penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuala Baru sebanyak 2.580
jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,58 persen pada tahun 2021.
Sebaran tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada gambar 2.2:

Gambar 2.2
Peta Sebaran Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2021

@ Kab. Aceh Setatan

Sumber :
- Peta Rupa Bumi Bakorstranal Skala 1 : 50.000
- RTRW Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032

2.1.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dapat
dibedakan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung
terdiri dari : Kawasan Resapan air, Kawasan Bergambut, Sempadan Pantai,
Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau, Suaka Margasatwa Rawa
Singkil, Taman Wisata Alam dan Kawasan Rawan Bencana. Kawasan
lindung ini didominasi oleh kawasan suaka margasatwa Rawa Singkil dan

taman wisata alam.

Kawasan budidaya meliputi Kawasan Pemukiman, Pertanian Lahan
Basah, Pertanian Lahan Kering Tanaman Pangan dan Holtikultura,
Tanaman Tahunan/Perkebunan, Hutan Produksi, Kawasan Peternakan/
Pengembalaan dan Pertambakan. Kawasan budidaya didominasi oleh lahan
perkebunan yang sebahagian besar merupakan areal perkebunan besar.

Sedangkan kawasan perkebunan rakyat belum terkelola baik secara ruang
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sehingga dikategorikan sebagai bagian dari pertanian lahan kering dan

kawasan transmigrasi.

1. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasa di luar kawasan lindung, yang
mempunyai fungsi utama budidaya, antara lain seperti : kawasan hutan
produksi, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan
permukiman. Kawasan budidaya Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian,;

c. kawasan peruntukan perikanan;

d. kawasan peruntukan pertambangan;

e. kawasan peruntukan industri;

f. kawasan peruntukan pariwisata;

g. kawasan peruntukan permukiman; dan

h. kawasan peruntukan lainnya.

Pengembangan kegiatan budidaya ini pada hakekatnya dapat
dilakukan di semua wilayah dengan catatan wilayah tersebut tidak
termasuk dalam kawasan lindung. Luas rencana kawasan budidaya ini
seluruhnya adalah 120.674,45 Ha, atau mencapai 64,97 persen dari luas
Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Qanun No.2 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032.
Mengenai peruntukan lahan fungsional pada kawasan budidaya tersebut
akan dijelaskan berikut. Pengembangan kawasan budidaya ini diarahkan
pada lahan dengan kemiringan kurang dari 45 % atau berada di bawah

ketinggian 1.500 meter.

2. Rencana Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Lahan hutan produksi merupakan
lahan budidaya dengan pertanian tanaman keras sebagai tanaman utama,
yang dikelola dengan memasukkan teknologi sederhana sampai teknologi

tinggi dengan tetap memperhatikan azas konservasi tanah dan air.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan. Kriteria kawasan produksi adalah kawasan

hutan dengan lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan, nilai skor yang
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dimiliki lebih kecil dari 175 (<175) di luar kawasan hutan suaka alam, hutan
wisata dan hutan konversi Kawasan peruntukan hutan produksi di
Kabupaten Aceh Singkil berupa hutan produksi tetap seluas kurang lebih
14.708,3 Ha terdiri dari :

a. Kecamatan Simpang Kanan meliputi Kampung Lae Gecih, Kampung
Lae Riman, dan Kampung Lae Gambir seluas kurang Ilebih
4.311,36 hektar;

b. Kecamatan Suro Makmur meliputi Kampung Suro Makmur dan
Kampung Pangkalan Sulampi seluas kurang lebih 1.526,08 hektar;
dan

c. Kecamatan Danau Paris meliputi Kampung Situbuh-tubuh, Kampung
Biskang dan Kampung SiKoran seluas kurang lebih 8.870,86
hektar.

3. Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukkan lahan basah atau sawah adalah areal
pertanian yang memerlukan air terus menerus atau bergilir dengan
tanaman utama adalah padi. Untuk pengairan dapat dilakukan secara
alamiah maupun secara teknis. Kawasan Tanaman pangan, meliputi:
a). Pertanian lahan basah;

Pertanian lahan basah atau sawah, seluas 402,54 Ha, yang
merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:

1. Kecamatan Pulau Banyak di Kampung Teluk Nibung seluas kurang
lebih 20,53 Ha;

2. Kecamatan Simpan Kanan meliputi Kampung Ujung Limus,
Kampung Pangi, Kampung Silatong, Kampung Tanjung Mas,
Kampung Cibubukan, dan Kampung Tugan seluas kurang lebih
53,96 Ha;

3. Kecamatan Gunung Meriah meliputi Kampung Sianjo- anjo Meriah,
Kampung Sidorejo dan Kampung Suka Makmur seluas kurang lebih
43,23 Ha;

4. Kecamatan Danau Paris meliputi Kampung Situban Makmur dan
Kampung Lae Balno seluas kurang lebih 247,19 Ha; dan

S. Kecamatan Suro Makmur meliputi Kampung Bulu Sema dan

Kampung Pangkalan Sulampi seluas kurang lebih 37,62 Ha.

21



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

b). Pertanian lahan kering;

Petanian Lahan Kering, seluas 3.895,1 Ha, meliputi:
Kecamatan Pulau Banyak, seluas kurang lebih 89,08 Ha;
Kecamatan Simpang Kanan, seluas kurang lebih 781,09 Ha;
Kecamatan Singkil, seluas kurang lebih 650,75 Ha;

Kecamatan Gunung Meriah, seluas kurang lebih 530,70 Ha;

1

2

3

4

5. Kecamatan Kota Baharu, seluas kurang lebih 577,49 Ha;

6. Kecamatan Singkil Utara, seluas kurang lebih 76,74 Ha;

7. Kecamatan Danau Paris, seluas kurang lebih 268,20 Ha;

8. Kecamatan Suro Makmur, seluas kurang lebih 462,02 Ha;

9. Kecamatan Singkohor, seluas kurang lebih 212,48 Ha;

10 Kecamatan Kuala Baru, seluas kurang lebih 173,48 Ha; dan

11. Kecamatan Pulau Banyak Barat, seluas kurang lebih 73,08 Ha.

Pengembangan untuk lahan basah di lahan gambut, dimungkinkan
dengan sistem drainase/irigasi seperti di Kecamatan Singkil. Sedangkan
pengembangan di sepanjang Sungai Singkil akan dikaitkan dengan sistem
permukiman baru yang akan di arahkan di sepanjang jalan kabupaten
(rencana), yang berada sekitar S00 meter dari pinggiran sungai. Rencana ini
ditetapkan di Kecamatan Kota Baharu sebagai bagian dari rencana relokasi

penduduk yang berada diantara KEL dan Sungai.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura
Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan budidaya
pertanian dengan sistem pengelolaan tegalan. Sesuai dengan sifat fisik
lahan, kawasan ini diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan
hortikultura dan palawija. Selain itu, kawasan lahan kering ini dapat juga

dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan rakyat.

Jenis tanaman yang diusahakan masyarakat secara umum adalah
tanaman palawija berupa jagung, padi ladang, kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, berbagai jenis sayuran (ubi kayu, ubi jalar, semangka,
mentimun, kacang panjang, cabai, tomat, dan lain- lain), dan berbagai jenis
buah-buahan seperti semangka, durian, manggis, mangga, dll, serta
tanaman obat-obatan seperti jahe, lengkuas, serai, dan lain-lain. Luas
kawasan lahan kering (hortikultura) yang direncanakan untuk tanaman

hortikultura dan palawija adalah 1.977,11 Hektar yang tersebar meliputi:

22



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

a. Kecamatan Simpang Kanan meliputi Kampung Pakiraman,
Kampung Pertabas, dan Kampung Kuta Tinggi seluas kurang lebih

1.342,79 Ha; dan

b. Kecamatan Suro Makmur meliputi Kampung Sirimo Mungkur,
Kampung Siompin, dan Kampung Ketangkuhan seluas kurang lebih

634,32 Ha.

Pengembangan dimasa mendatang diarahkan untuk meningkatkan
lahan kering menjadi lebih produktif dengan penerapan teknologi
intensifikasi misalnya dengan sistem pertanian modern atau dengan sistem

pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture).

4. Rencana Kawasan Peruntukan Perkebunan

Berdasarkan klasifikasi penguasaan, kegiatan perkebunan ini dapat
dikelompokkan menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
Perkebunan besar berkaitan dengan industri hilir dan telah memiliki
manajemen agrobisnis, sedangkan perkebunan rakyat masih bersifat
tradisional. Secara makro perkebunan besar selain ditujukan untuk
meningkatkan perekonomian regional (sebagai forward), juga ditujukan
untuk menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. Sedangkan perkebunan
rakyat (sebagai backward) ditujukan untuk meningkatkan pendapatan
petani dan keluarganya serta terkait dengan industri pengolahan yang

telah ada.

Jenis tanaman perkebunan/tanaman keras/tanaman tahunan yang
diusahakan masyarakat yang dominan adalah kelapa sawit, karet, kelapa,
pinang, kopi, cengkeh, kakao, pala, jahe, kunyit, lada, nilam, dan kemiri
sedangkan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan
perkebunan adalah kelapa sawit. Pengembangan kawasan peruntukan
perkebunan seluas kurang lebih 89.409,02 hektar yang terdiri dari

perkebunan besar dan perkebunan rakyat meliputi:

a. Kawasan Perkebunan seluas 44.785,00 Ha, terdiri dari:
1. Kecamatan Simpang Kanan meliputi Kampung Cibubukan,
Kampun Pangi, Kampung Sidodadi, Kampung Siderejo, Kampung
Siatas, Kampung Pertabas, Kampung Lae Riman dan Kampung

Lae Gambir seluas kurang lebih 2.816,22 Ha;
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Kecamatan Singkil meliputi Kampung Pemuka, Kampung Ujung
Bawang, Kampung Siti Ambia, dan Kampung Pea Bumbung
seluas kurang lebih 1.622,47 Ha;

Kecamatan Gunung Meriah meliputi Kampung Sidorejo,
Kampung Blok 18, Kampung Blok 31, Kampung Seping Baru,
Kampung Tanah Merah, Kampung Blok 15, Kampung
Sebatang dan Kampung Tanjung Betik seluas kurang lebih
11.930,36 Ha;

Kecamatan Kota Baharu meliputi Kampung Butar, Kampung
Ladang Bisik, Kampung Muara Pea, Kampung Lapahan Buaya,
dan Kampung Samar Dua seluas kurang lebih 3.184,93 Ha;
Kecamatan Singkil Utara meliputi Kampung Gosong Telaga
Selatan, Kampung Telaga Bakti, Kampung Baru, dan Kampung
Ketapang Indah seluas kurang lebih 11.730,79 Ha;

Kecamatan Danau Paris meliputi Kampung Lae Balno, Kampung
Situban Makmur, Kampung Biskang, Kampung SiKoran dan
Dusun Danau Pinang seluas kurang lebih 9.795,28 Ha;
Kecamatan Suro Makmur meliputi Kampung Ketangkuhan,
Kampung Keras, Kampung Bulu Ara, Kampung Alur rinci,
Kampung Pangkalan Sulampi, Kampung Sirimo Mungkur, dan
Kampung Madumpang seluas kurang lebih 4,66 Ha;

Kecamatan Singkohor meliputi Kampung Lae Sipola, Kampung
Sri Kayu, dan Kampung Pea Jambu seluas kurang lebih 3.603,28
Ha; dan

Kecamatan Pulau Banyak Barat meliputi Kampung Haloban

seluas kurang lebih 96,99 Ha.

b. Perkebunan rakyat/campuran, seluas 44.624,04 Ha meliputi:

1.

Kecamatan Pulau Banyak meliputi Kampung Teluk Nibung
seluas kurang lebih 876,81 Ha;

Kecamatan Simpang Kanan meliputi Kampung Cibubukan,
Kampung Pangi, Kampung Sidodadi, Kampung Sukarejo,
Kampung Siatas, Kampung Pertabas, Kampung Lae Riman dan
Kampung Lae Gambir seluas kurang lebih 6.060 Ha;
Kecamatan Singkil meliputi Kampung Pemuka, Kampung Ujung
Bawang, Kampung Siti Ambia, dan Kampung Pea Bumbung

seluas kurang lebih 3.496,5 Ha;
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4. Kecamatan Gunung Meriah meliputi Kampung Sidorejo,
Kampung  Blok 18, Kampung Blok 31, Kampung Seping
Baru, Kampung Tanah Merah, Kampung Blok 15, Kampung
Sebatang dan Kampung Tanjung Betik seluas kurang lebih

5.950,23 Ha;

5. Kecamatan Kota Baharu meliputi Kampung Butar, Kampung
Ladang Bisik, Kampung Muara Pea, Kampung Lapahan Buaya,
dan Kampung Samar Dua seluas kurang lebih 3.718,27 Ha;

6. Kecamatan Singkil Utara meliputi Kampung Gosong Telaga
Selatan, Kampung Telaga Bakti, Kampung Baru, dan Kampung
Ketapang Indah seluas kurang lebih 2.331,83 Ha;

7. Kecamatan Danau Paris meliputi Kampung Lae Balno, Kampung
Sikoran, Kampung Situban Makmur, Kampung Biskang dan
Dusun Danau Pinang seluas kurang lebih 8.153,21Ha;

8. Kecamatan Suro Makmur meliputi Kampung Ketangkuhan,
Kampung Keras, Kampung Bulu Ara, Kampung Alur Linci,
Kampung Pangkalan Sulampi, Kampung Sirimo Mungkur, dan

Kampung Madumpang seluas kurang lebih 4.327,96 Ha;

9. Kecamatan Singkohor meliputi Kampung Lae Sipola, Kampung
Sri Kayu dan Kampung Pea Jambu seluas kurang lebih 6.472,71
Ha;

10. Kecamatan Kuala Baru meliputi Kampung Kayu Menang dan
Kampung Suka Jaya seluas kurang lebih 678,94 Ha; dan

11. Kecamatan Pulau Banyak Barat meliputi Kampung Haloban

seluas kurang lebih 2.598,42 Ha.

Pengembangan di masa mendatang diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas tanaman dan diversifikasi usaha perkebunan dengan
penekanan pada aspek pengolahan hasil dan pemasaran serta kemitraan

dengan masyarakat.

5. Rencana Kawasan Peruntukan Peternakan

Peternakan merupakan salah satu komponen dalam sistem usaha
tani lahan kering yang mempunyai hubungan paling kuat dengan sub
sistem lainnya. Dengan masuknya ternak dalam pola usaha tani dapat
mendorong pemakaian lahan yang mampu mengkonservasi tanah,

penanaman rumput dan tanaman tahunan sebagai sumber pakan ternak
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juga sekaligus berperan sebagai penguat tindakan konservasi tanah dan air.
Sektor peternakan selain akan merupakan sumber tambahan pendapatan
bagi petani juga untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk kandang.
Pengembangan kawasan peternakan seluas kurang lebih 254,44 hektar,
yang terdiri dari ternak besar (sapi potong dan kerbau), ternak kecil (domba
dan kambing), dan ternak unggas (ayam dan Itik), meliputi:
a. Kecamatan Pulau Banyak berada di Kampung Teluk Nibung seluas
kurang lebih 2,19 Ha;
b. Kecamatan Simpang Kanan seluas 17,37 Ha;
c. Kecamatan Singkil berada di Kampung Kuta Simboling seluas
kurang lebih 54,57 Ha;
d. Kecamatan Gunung Meriah seluas 14,52 Ha;
d. Kecamatan Kota Baharu seluas 39,98 Ha;
f. Kecamatan Singkil Utara berada di Kampung Gosong Telaga Barat
seluas kurang lebih 6,31 Ha;

. Kecamatan Suro Makmur seluas 23,22 Ha;

oQ

h. Kecamatan Singkohor berada di Kampung Mukti Jaya seluas 57,54
Ha;

i. Kecamatan Kuala Baru berada di Kampung Kuala Baru Sungai
seluas kurang lebih 34,1Ha;

j. Kecamatan Pulau Banyak Barat berada di Kampung Haloban seluas

kurang lebih 4,64 Ha.

Jenis ternak besar yang dapat dikembangkan adalah kerbau, sapi,
kambing, dan domba, sedangkan ternak unggas adalah ayam buras, ayam
ras, itik, dan puyuh. Sedangkan untuk jenis ternak kerbau dipilih lahan
datar berawa dangkal dengan kelas kemampuan V dan VI. Pengembangan
peternakan ditujukan pada peningkatan pendapatan petani melalui upaya
peningkatan produksi daging, susu dan telur, dengan demikian akan

dapat pula meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat.

6. Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan dapat dibagi dalam kawasan perikanan darat (air
tawar) dan kawasan perikanan laut. Kawasan perikanan darat (tawar) akan
dikembangkan dengan memanfaatkan lahan-lahan rawa- rawa tanpa
mengubah keadaan hidrografi asalnya, seperti kawasan Danau Aneuk

Laut, Danau Paris, dan Danau Bungara.
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Jenis ikan yang akan dikembangkan adalah ikan lele (Clarias
batrachus dan Clarias gariepinus), ikan mas (Cyprinus carpio) dan ikan nila
(Tilapia nilotica)) dan ikan jurong (Tor sp). Perikanan laut meliputi
budidaya penangkapan ikan, produksi/pemeliharaan ikan pada air payau
atau kegiatan tambak. Penangkapan ikan laut terdapat di sekitar perairan
Kecamatan Singkil dan Kecamatan Pulau Banyak. Arahan pemanfaatan

ruang untuk kawasan perikanan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Perikanan Tangkap yang terdiri dari:
1. Perairan laut yang meliputi:
a) Kecamatan Pulau Banyak
b) Kecamatan Singkil;
c¢) Kecamatan Singkil Utara;
d) Kecamatan Kuala Baru; dan

e) Kecamatan Pulau Banyak Barat.

2. Perairan umum rawa yang meliputi:
a) Kecamatan Singkil;

b) Kecamatan Kota Baharu;

c) Kecamatan Singkohor; dan
d) Kecamatan Kuala Baru.
3. Perairan umum danau atau situ (cekdam) yang meliputi:
a) Kecamatan Simpang Kanan;
b) Kecamatan Gunung Meriah;
c) Kecamatan Kota Baharu; dan
d) Kecamatan Danau Paris.
4. Perairan umum sungai yang meliputi:
a) Kecamatan Simpang Kanan;
b) Kecamatan Singkil;
c) Kecamatan Gunung Meriah;
d) KecamatanKota Baharu,;
e) Kecamatan Singkil Utara;

f) Kecamatan Danau Paris;

g) Kecamatan Suro Makmur;
h) Kecamatan Singkohor; dan

i) Kecamatan Kuala Baru.
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b. Budidaya perikanan yang terdiri dari:

1. Budidaya air tawar kolam air tenang meliputi:
a) Kecamatan Singkil;
b) Kecamatan Kota Baharu; dan

c) Kecamatan Singkil Utara;

2. Budidaya air tawar jaring apung meliputi:
a) Kecamatan Simpang Kanan;
b) Kecamatan Singkil;
c) Kecamatan Gunung Meriah;
d) Kecamatan Kota Baharu;
e) Kecamatan Singkil Utara;
f) Kecamatan Suro Makmur; dan

g) Kecamatan Singkohor.

3. Budidaya air payau atau tambak meliputi:
a) Kecamatan Singkil;
b) Kecamatan Singkil Utara; dan

c) Kecamatan Kuala Baru.

4. Budidayalaut berada di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak

Barat.

7. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Di Kabupaten Aceh Singkil terdapat berbagai macam bahan galian,
antara lain sirtu, lempung, tanah liat, pasir silika, akan tetapi bahan
tambang tersebut sampai saat ini belum dikembangkan secara optimal.
Untuk mengembangkan pemanfaatan bahan galian tersebut masih
memerlukan penelitian lebih lanjut, guna mengetahui sejauh mana
sumber daya tersebut tersedia di sektor pertambangan. Pada saat ini yang
baru dimanfaatkan hanya terbatas pada bahan tambang galian golongan C,
bahan galian ini terutama seperti sirtu digunakan untuk pembangunan
setempat antara lain untuk bahan konstruksi jalan, jembatan dan bahan
bangunan lain. Selain itu di Kabupaten Aceh Singkil terdapat juga potensi
bahan tambang seperti minyak dan gas bumi, namun hingga saat ini

baru tahap eksplorasi dan belum dieksploitasi.
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Kawasan pertambangan yang direncanakan, sebagai berikut:
a. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam
Kawasan peruntukan pertambangan batuan;

Kawasan peruntukan pertambangan batubara; dan

o H> b

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, meliputi:

1. Emas, meliputi : Kecamatan Danau Paris; dan

2. Pasir Besi, meliputi : Kecamatan Singkil Utara.

c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam, meliputi:

1. Minyak Bumi meliputi: Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Kuala
Baru dan Pulau Banyak.

2. Lempung meliputi : Kecamatan Simpang Kanan, Suro Makmur,
Singkohor, Kota Baharu dan Gunung Meriah;
Lempung Hitam meliputi : Kecamatan Danau Paris;
Sirtu meliputi : Kecamatan Simpang Kanan, Suro Makmur,
Singkohor, Singkil Utara dan Danau Paris;
Kuarsa meliputi : Kecamatan Singkohor; dan

6. Felspar meliputi : Kecamatan Danau Pasir dan Suro Makmur.

d. Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi : Kecamatan

Simpang Kanan, Suro Makmur dan Singkohor.

e. Kawasan peruntukan pertambangan batubara meliputi : Kecamatan
Danau Paris, Simpang Kanan, Singkohor, Kota Baharu, Gunung

Meriah dan Singkil Utara.

8. Rencana Kawasan Peruntukan Industri

Adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, berupa
tempat pemusatan kegiatan industri. Kriteria untuk kawasan industri:
a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
b. Tersedia sumber bahan baku yang cukup;
c. Adanya sistem pembuangan limbabh;
d. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial; dan
e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang

beririgasi atau yang berpotensi untuk pengembangan irigasi atau
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tidak terletak pada kawasan berfungsi lindung atau kawasan hutan

produksi tetap dan terbatas.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Aceh Singkil seluas
kurang lebih 379,86 hektar, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi: Kecamatan
Singkil seluas 303,80 hektar, dan Kecamatan Singkil Utara seluas
76,06 hektar; dan.

b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: Kecamatan
Kuala Baru, Singkohor, Suro Makmur, Danau Paris, Pulau Banyak

dan Pulau Banyak Barat.

9. Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata di Aceh Singkil ditekankan pada rencana
pengembangan di masa mendatang, jenis kegiatan wisata yang dapat
dikembangkan di Kabupaten Aceh Singkil meliputi wisata budaya,

wisata alam/bahari dan wisata khusus atau minat.

Wisata Budaya

Wisata budaya terdiri dan peninggalan sejarah seperti makam-
makam raja, ulama, pejuang yang terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan
Singkil Utara dan Kecamatan Gunung Meriah. Objek wisata budaya di
Kabupaten Aceh Singkil meliputi:

a. Makam Syekh Abdurrauf As Singkily berada di Kampung Kilangan

Kecamatan Singkil;

b. Makam Buya Tgk. Bahauddin Tawar di Kampung Tanah Merah

Kecamatan Gunung Meriah;

c. Makam Buya Tgk. Baihaqi di Kampung Lipat Kajang bawah

Kecamatan Simpang Kanan,;

d. Makam Tampat di Kampung Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara;
e. Kuburan Belanda di Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil; dan

f. Rumah Gadang Datuk Murad di Kampung Pasar Kecamatan Singkil.

Wisata Alam/Bahari

Wisata Alam merupakan aset wisata yang menonjolkan keindahan
alam dan panorama. Wisata alam ini cukup banyak menyebar, meliputi:

a. Kecamatan Pulau Banyak Barat meliputi objek wisata:
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—_

Pulau Tailana;

Air Dingin;

Pantai Pasir Panjang;

Hutan dan Gunung Tiusa;

Pantai Penyu Amadangan dan Palang Ragam;
Ujung Lolok;

Pulau Palambak Besar;

Pulau Palambak Kecil;

© ® N o o & Wb

Pulau Sikandang;

—_
©

Pulau Asok;

—_
—_

. Pulau Biawak;

—_
N

. Pulau Bengkaru; dan

13. Danau di Pulau Bengkaru.
b. Kecamatan Kuala Baru meliputi objek wisata Rawa Singkil;
c. Kecamatan Singkil meliputi objek wisata:

1. Danau Belibis;

2. Pantai Pulo Sarok (Singkil Resort); dan

3. Kolam Manis.

d. Kecamatan Singkil Utara, meliputi objek wisata Pantai Cemara Indah;

¢]

. Kecamatan Suro, meliputi objek wisata Lae Petal;

lm)

Kecamatan Kota Baharu, meliputi Danau Bungara;

. Kecamatan Danau Paris, meliputi Danau Paris.

(o)}

Selain itu  penunjang kegiatan  pariwisata  direncanakan
pengembangan sentra industri kerajinan seperti sulaman dan lain-lain
yang dipusatkan di Kecamatan Kuala Baru. Kekhasan kerajinan yang ada

merupakan daya tarik tersendiri (kasab Aceh Singkil).

Wisata Khusus Minat

Objek wisata khusus atau minat berupa makam Syeh Abdurrauf

As Singkily di Kecamatan Singkil.

10. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman meliputi : pengembangan Kota
Singkil, kota-kota kecamatan, dan kawasan permukiman perkampungan.
Sasaran pengembangan ruang kawasan permukiman diprioritaskan pada

wilayah-wilayah yang terkena bencana dan wilayah kecamatan baru yang

31




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

masih terbelakang. Wilayah yang terkena bencana meliputi Kecamatan
Singkil/Kota Singkil, Kecamatan Singkil Utara, dan Kecamatan Kepulauan
Banyak, sedangkan wilayah kecamatan pemekaran dan terbelakang adalah

Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Kuala Baru.

Kawasan pemukiman di Kabupaten Aceh Singkil seluas kurang lebih
3.164,47 Ha. Pemukiman ini menyebar di setiap ibukota kecamatan dan
pusat perdesaan. Kawasan pemukiman di Kecamatan Pulau Banyak seluas
kurang lebih 51,72 Hektar, Kecamatan Singkil seluas kuranglebih 1.501,12
Hektar, Kecamatan Gunung Meriah seluas kurang lebih 1.258,44 Hektar,
Kecamatan Singkil Utara seluas kurang lebih 80,00 Hektar, Kecamatan
Kuala Baru seluas kurang lebih 112,83 Hektar, Kecamatan Simpang Kanan
seluas kurang lebih 14,6 Hektar, Kecamatan Danau Paris seluas kurang
lebih 11,87 Hektar, Kecamatan Singkohor seluas kurang lebih 133,75
Hektar.

Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman/kota di Kabupaten
Aceh Singkil diarahkan pada pembentukkan sistem pusat-pusat
permukiman yang berjenjang, yang dilakukan secara simultan dengan
pengembangan pada kegiatan fisik. Strategi pengembangan tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Pengembangan permukiman pada kawasan permukiman yang telah
berkembang, terutama pada kawasan yang telah tersedia jaringan
transportasi atau pada kawasan perkotaan, serta pada kawasan
permukiman sekitar Kota Singkil.

b. Menitikberatkan penyediaan dan pembangunan fasilitas dan utilitas
perkotaan pada pusat perkotaan atau ibukota kecamatan.

c.Memprioritaskan pembangunan wilayah di sepanjang jalan Singkil
sampai perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kota
Subulussalam untuk mempercepat pengembangan Kota Singkil.

d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara dalam menyiapkan lahan dan pembangunan
permukiman serta fasilitas dan utilitas di sekitar perbatasan.

e. Membatasi dan mengarahkan pertumbuhan permukiman ke arah
daratan dari daerah aliran sungai dan pesisir pantai untuk
pengamanan dari bencana-bencana alam sesuai dengan ketentuan

sempadan sungai dan pantai.
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f. Mengembangkan pusat desa pertumbuhan untuk melayani
permukiman-permukiman terpencil yang terakses ke pusat

pengembangan ekonomi wilayah (Kota Singkil dan Kota Rimo).

Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Pengembangan perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil diarahkan pada
fungsi kota pemerintahan, perdagangan/jasa, industri, pariwisata, koleksi
dan distribusi regional dan lokal serta kota-kota kecamatan yang berskala
pelayanan lokal. Adapun kecenderungan perkembangan fisik permukiman
perkotaan pada setiap kutub pertumbuhan. Penetapan desa-desa yang
termasuk kawasan perkotaan tersebut, didasarkan kepada pertimbangan:

a. Kelengkapan fasilitas pelayanan, terutama fasilitas pelayanan yang
berskala pelayanan kecamatan;
b. Jumlah penduduk; dan

c. Aksesibilitas.

Kawasan peruntukan permukiman, meliputi:

a. Kawasan permukiman perkotaan Singkil seluas 1.501,12 Ha
meliputi Kampung Pasar Singkil, Kampung Pulau Sarok, Kampung
Kilangan, Kampung Ujung, Kampung Suka Makmur, Kampung
Ujung, Kampung Selok Aceh, Kampung Siti Ambia, Kampung
Teluk Ambon, Kampung Takal Pasir, Kampung Ujung Bawang, dan
Kampung Suka Damai; dan

b.Kawasan permukiman perkotaan Rimo seluas 1.258,44 Ha meliputi
Kampung Rimo, Kampung Tulaan, Kampung Blok VI Baru,
Kampung Lae Butar, Kampung Sidorejo, Kampung Suka Makmur,
Kampung Bukit Harapan, Kampung Tunas Harapan, Kampung
Pandan Sari, Kampung Cingkam, Kampung Sianjoanjo Mariah,
Kampung Tanah Bara, Kampung Gunung Lagan, Kampung Sebatang,
Kampung Seping Baru, Kampung Tanah Merah, dan Kampung

Sanggaberu Silulusan.

Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan sebagai berikut:
a. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung.
b. Menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai sesuai kriteria
yang ditentukan, termasuk ruang terbuka hijau, taman, lapangan

olah raga dan TPU.
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c. Besarnya ruang terbuka hijau (RTH) 30 % dari kawasan
perkotaan.

d. Besarnya lahan untuk TPU sebesar 2 % dari luas lahan pemukiman
yang lokasi diperbolehkan di luar kawasan perumahan.

e. Menjamin ketersediaan sumber air bersih, listrik, telekomunikasi.

f. Menyediakan sistem pengelolaan sampah yang meliputi penyediaan
tong sampah, penyediaan TPS, pengangkutan sampah ke TPST.

g. Mengantisipasi terjadinya banjir baik secara internal perumahan
maupun dampak terhadap ekternal, diantaranya melalui penyediaan
drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadali,
pembuatan tandon- tandon air hujan.

h. Menerapkan sistem pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang
ada, diantaranya tidak mengalirkan air limbah jenis black water ke
saluran drainase. Sedangkan jenis limbah grey water dapat
bersatu dengan drainase air hujan.

i. Penggunaan lahan perumahan baru maksimum 60% dari luas lahan
yang ada atau lebih rendah disesuaikan dengan karakteristik dan
daya dukung lingkungan.

j. Kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal
maksimum 50 bangunan per Ha, dilengkapi utilitas yang memadai.

k. Pengembangan secara horizontal.

l. Mengintensifkan lahan permukiman yang ada dan dihindari
terbentuknya perkembangan yang menyebar dengan membentuk
spot-spot kecil karena berdampak besarnya biaya pembangunan
infrastruktur.

m.Pengembangan perumahan dapat dilakukan oleh pengembang
maupun perorangan.

n. Perumahan yang dibangun oleh pengembang harus menyediakan
akses yang dapat menghubungkan dengan wilayah sekitar, sehingga
perumahan menyediakan beberapa pintu gerbang yang dapat
berinteraksi dengan wilayah sekelilingnya.

0. Peremajaan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai kawasan

kumuh di perkotaan.

Peruntukan Permukiman Perkampungan
Permukiman perkampungan diarahkan di kampung-kampung yang

tidak termasuk ke dalam kawasan ibukota kecamatan. Pengembangan
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infrastruktur dasar permukiman di perkampungan di arahkan pada
kampung tertinggal, kampung terpencil, permukiman kumuh nelayan,
kampung di kawasan rawan bencana serta di kampung perbatasan.
Penataan kawasan permukiman perkampungan dilakukan dengan prinsip
konservasi dan pengelolaan bencana. Sumber energi bagi perdesaan
diarahkan pada pengembangan Kampung Mandiri Energi terutama untuk
perkampungan yang tidak memiki sumber energi, hal ini dilakukan dengan
pemberdayaan masyarakat kampung. Di wilayah perkampungan
direncanakan untuk dapat membangun sarana olah raga dan pusat/gugus

kegiatan belajar.

Pengembangan infrastruktur dasar perkampungan ini adalah untuk
mendorong kampung tertinggal untuk lebih maju dan menghubungkannya
dengan kampung pusat pertumbuhan yang ada di sekitarnya.
Pengembangan infrastruktur perkampungan dilakukan antara lain melalui
pengembangan jalan poros penghubung antar perkampungan yang menjadi
sentra produksi, sanitasi dasar dan peningkatan kualitas permukiman.
Peningkatan produktifitas dan konektifitas antar wilayah akan
meningkatkan hubungan keterkaitan dalam pengembangan antar wilayah.
Keterkaitan perkembangan antar wilayah diharapkan dapat mendorong

wilayah untuk tumbuh bersama dalam skala yang lebih luas.

Pemukiman perkampungan memiliki keterkaitan yang erat dengan
lahan pertanian, harus mempertahankan areal pertanian yang berpengairan
teknis. Pengembangan kawasan permukiman perkampungan pada kawasan
pertanian lahan basah diarahkan di wilayah penunjang dengan
mengembangkan sistem permukiman perkampungan sebagai pusat
produksi pertanian lahan basah, yaitu pada areal yang tidak/belum
mempunyai prasarana irigasi teknis, arahan  pengembangan kawasan
permukiman perdesaan seluas 6.337,25 Ha yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten  Aceh Singkil. Pengembangan  permukiman
perkampungan diarahkan sebagai berikut:

a. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung.

b. Menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai sesuai kriteria
yang ditentukan, termasuk ruang terbuka hijau, taman, lapangan
olah raga dan TPU.

c. Menyediakan lahan untuk TPU sebesar 2 % dari luas lahan

pemukiman yang lokasi diperbolehkan di luar kawasan perumahan.
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d. Menjamin ketersediaan sumber air bersih, listrik, telekomunikasi.

e. Mengantisipasi terjadinya banjir baik secara internal perumahan
maupun dampak terhadap ekternal, diantaranya melalui penyediaan
drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai,
pembuatan tandon- tandon air hujan.

f. Menerapkan sistem pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang
ada, diantaranya tidak mengalirkan air limbah jenis black water
ke saluran drainase. Sedangkan jenis limbah grey water dapat
bersatu dengan drainase air hujan.

g. Pengembangan secara horizontal.

h. Mengintensifkan lahan permukiman yang ada dan dihindari
terbentuknya perkembangan yang menyebar dengan membentuk
spot-spot kecil karena berdampak besarnya biaya pembangunan

infstruktur.

11. Rencana Kawasan Peruntukan Transmigrasi

Pada dasarnya kegiatan transmigrasi ini termasuk dalam lingkup
kawasan pertanian, karena lebih cenderung bergerak dalam bidang
pertanian. Mengingat lebih difokuskan pada pengembangan fisik terbangun
kawasan yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan
sekitar, maka bahasan yang diuraikan lebih ditekankan pada kawasan
non pertanian. Kawasan Transmigrasi seluas 6.483,91 Ha, yang terdiri:

a. Kawasan transmigrasi pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL)
seluas 5.920,32 Ha, meliputi:
Kecamatan Simpang Kanan seluas 89,88 Ha,;
Kecamatan Pulau Banyak Barat seluas 563,6 Ha;
Kecamatan Gunung Meriah seluas 715,16 Ha;

Kecamatan Kota Baharu seluas 926,52 Ha;

Kecamatan Danau Paris seluas 208 Ha;

1.

2

3

4

5. Kecamatan Singkil Utara seluas 12,51 Ha;

§)

7. Kecamatan Suro Makmur seluas 524,66 Ha; dan
8

Kecamatan Singkohor seluas 3.433,59 Ha.

b. Kawasan Transmigrasi pada usulan pelepasan kawasan hutan

produksi di Kecamatan Suro Makmur seluas 294,57 Ha.

Pengembangan transmigrasi tetap diarahkan pada kawasan yang

sudah ada dengan pola yang sama. Dalam hal ini yang perlu dikembangkan
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adalah intensitas produktivitas dan kegiatan transmigrasi tersebut tanpa
mengganggu keseimbangan lingkungan (berbatasan atau berada pada area

kawasan lindung yang selaras dengan peningkatan ekonomi daerah).

12. Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya, yaitu kawasan pertahanan
keamanan, meliputi:
a. Kodim berada di Kecamatan Singkil Utara;
b. Koramil berada di seluruh kecamatan;
c. Polres berada di Kecamatan Singkil Utara;
c. Polsek berada di seluruh kecamatan;
d. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) berada di Kecamatan Singkil;
e. Pos Polisi Air Singkil dengan sub pos meliputi:
1. Kecamatan Pulau Banyak;
2. Kecamatan Singkil;
3. Kecamatan Kuala Baru; dan
4

Kecamatan Pulau Banyak Barat.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang meliputi daerah rawan erosi dan
daerah rawan banjir sudah termasuk pada kawasan sempadan sungai.
Demikian juga daerah sekitar pantai yang termasuk kawasan rawan
bencana, sudah termasuk dalam kawasan sempadan pantai. Berdasarkan
hasil identifikasi dan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Aceh Singkil, kawasan rawan bencana alam di
Kabupaten Aceh Singkil berupa terdiri atas:

a. Kawasan rawan banjir seluas kurang lebih 22.478,48 hektar
meliputi:
1. Kecamatan Pulau Banyak, meliputi Kampung Teluk Nibung;
2. Kecamatan Singkil, meliputi : Kampung Pasar, Kampung Ujung,
Kuta Simboling, Kilangan, Takal Pasir, Ujung Bawang, Teluk
Rumbia dan Rantau Gedang, Siti Ambia, Pulau Sarok;

3. Gunung Meriah, meliputi Kampung Tanah Merah, Penjahitan,
Tanjung Betik, Cingkam,

4. Kecamatan Singkil Utara, meliputi Kampung Gosong Telaga Barat

dan Ketapang Indah;
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Kecamatan Kuala Baru, meliputi Kampung Kuala Baru Laut,
Kuala Baru Sungai dan Kayu Menang;
Kecamatan Pulau Banyak Barat, meliputi Kampung Asantola,

Ujung Sialit dan Suka Makmur.

b. Kawasan rawan longsor seluas kurang lebih 501,91 hektar meliputi :

1.

Kecamatan Simpang Kanan, meliputi: Kampung Lipat Kajang,
Kuta Tinggi dan Pertabas;

Kecamatan Gunung Meriah, meliputi: Kampung Bukit Harapan;
Kecamatan Kota Baharu, meliputi: Kampung Lentong;

Kecamatan Danau Paris, meliputi: Kampung Biskang, SiTubuh-
tubuh, SiKoran, Lae Balno dan Napagaluh;

Kecamatan Suro Makmur, meliputi: Kampung Bulusema dan
Lae Petal, Pangkalan Sulampi; dan

Kecamatan Singkohor, meliputi: Kampung Lae Sipola, Mukti

Jaya, Lae Pinang dan Singkohor.

c. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi pantai meliputi:

1.
2.
3.

Kecamatan Pulau Banyak;

Kecamatan Singkil, meliputi: Kampung Pulau Sarok;

Kecamatan Singkil Utara, meliputi: Kampung Gosong Telaga
Selatan, Gosong Telaga Utara, GosongTelaga Timur, Gosong
Telaga Barat dan Ketapang Indah;

Kecamatan Kuala Baru, meliputi: Kampung Kuala Baru Laut,
Kuala Baru Sungai dan Kayu Menang;dan

Kecamatan Pulau Banyak Barat.

d. Kawasan rawan konflik manusia dengan satwa (buaya) seluas

kurang lebih 1.777,79 hektar meliputi:

1.
2.

Kecamatan Pulau Banyak, meliputi: Kampung Teluk Nibung;
Kecamatan Simpang Kanan, meliputi: Daerah Aliran Sungai (DAS)
Singkil;

Kecamatan Singkil, meliputi: Kampung Ujung Bawang, Kilangan
dan Sungai Bengkolan;

Kecamatan Gunung Meriah, meliputi: Daerah Aliran Sungai (DAS)
Singkil ;

Kecamatan Danau Paris, meliputi: Kampung Biskang, SiTubuh-

tubuh, SiKoran, Lae Balno dan Napagaluh;
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6. Kecamatan Suro Makmur, meliputi: Daerah Aliran Sungai (DAS)
Singkil; dan
7. Kecamatan Pulau Banyak Barat, meliputi: Kampung Haloban

dan Asantola.

e. Kawasan rawan komplik manusia dengan satwa (harimau) seluas

kurang lebih 31.803,53 hektar meliputi:

1. Kecamatan Simpang Kanan, meliputi Daerah Aliran Sungai
(DAS) Singkil dan hutan;

2. Kecamatan Gunung Meriah, meliputi : hutan dalam DAS Singkil;

3. Kecamatan Kota Baharu, meliputi seluruh Kecamatan Kota
Baharu;

4. Kecamatan Danau Paris, meliputi Kampung Biskang, SiTubuh-
tubuh, SiKoran, Lae Balno dan Napagaluh;

5. Kecamatan Suro Makmur, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS)
Singkil dan hutan; dan

6. Kecamatan Singkohor, meliputi Lae Pinang, Lae Sipola dan

Hutan.

f. Kawasan rawan komplik manusia dengan satwa (gajah) seluas
kurang lebih 24.590,12 hektar meliputi:
1. Kecamatan Kota Baharu, meliputi: Kecamatan Kota Baharu;
2. Kecamatan Singkohor, meliputi: Kampung Lae Pinang, Lae sipola

dan Hutan;

g. Rawan Gempa

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil terdapat patahan
turun (slank), yang secara fisik menandakan bahwa wilayah ini
mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi
gempa. Kawasan Lindung Geologi berupa kawasan rawan bencana gempa
bumi tektonik seluas kurang lebih 159.122,90 Ha. Struktur geologi ini
berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain terlihat sampai ke Kota

Singkil.

Berdasarkan zona gempa Indonesia, wilayah Kabupaten Aceh Singkil
termasuk daerah gempa skala VI sampai VII, dengan tingkat kerusakan yang

ditimbulkan sebagai berikut:
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a. Skala VI : Kehancuran tidak berarti bagi bangunan yang kuat
dan terdesain baik, tetapi dapat hancur pada bangunan dengan

desain buruk.

b. Skala VII : Kehancuran sedikit pada bangunan yang di desain
dengan baik, sebaliknya yang bangunan buruk konstruksinya akan
hancur. Dinding tembok, cerobong, kolom-kolom dapat runtuh, pasir
dan lumpur, dapat terlempar keluar muka tanah serta terjadi

perubahan pada muka air tanah.

Implikasi dari keadaan ini bagi penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah bagaimana pengembangan ruang
secara ekstensif dapat dilakukan pada kawasan yang dilalui patahan/daerah
rawan gempa, sedangkan pembangunan secara intensif dapat dilakukan
dengan memperhatikan kekuatan konstruksi atau sesuai persyaratan atau
standar ketentuan mendirikan bangunan (konstruksi mantap), serta

kegiatan dengan resiko kecil.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan
pengembangan permukiman pada kawasan rawan gempa/patahan ini
adalah sebagai berikut:

a. Pondasi ditempatkan di atas tanah yang mantap;

b. Atap yang ringan (seng, asbes, alumunium);

@]

. Konstruksi dinding dari bahan ringan (papan, papan lapis);

d. Bentuk bangunan sederhana dan simetris (penyekat, jendela atau
pintu simetris terhadap sumbu denah bangunan);

e. Pipa-pipa instalasi air minum dibuat sejajar dengan arah
membujurnya patahan, untuk mengurangi resiko kerusakan; dan

f. Tidak menempatkan bangunan-bangunan strategis pada daerah

rawan gempa.

h. Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami di Kabupaten Aceh Singkil seluas kurang
lebih 11.833,58 hektar, khususnya kawasan tsunami berpotensi terjadi
pada kawasan pesisir pantai meliputi:

a. Kecamatan Pulau Banyak;
b. Kecamatan Singkil;
c. Kecamatan Singkil Utara;

d. Kecamatan Kuala Baru; dan
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e. Kecamatan Pulau Banyak Barat.

2.1.1.5. Sosiologi

Masyarakat Aceh secara umum dan khususnya masyarakat
Kabupaten Aceh Singkil merupakan masyarakat yang religius yang
mayoritas penduduknya beragama Islam yang menjunjung tinggi nilai- nilai
kemanusian dan toleransi karena berdampingan berkehidupan selain
agama islam, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya. Kerukunan dan
toleransi antar umat beragama dalam masyarakat didasarkan pada norma-
norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus
terlihat di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Berkaitan
dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting
untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam
kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bertaqwa, beradat,
berbudaya islami, berketauladanan, bersahaja, kebijaksanaan, dan
kesabaran. Hal ini juga menjadi perhatian karena bisa saja ada oknum-
oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab melakukan pergesekan
kerukunan umat beragam dalam kehidupan masyarakt di Aceh Singkil
karena jumlah penduduk selain Islam cukup besar di Kabupaten Aceh
Singkil, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Menurut Agama Diperinci Menurut Kecamatan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Islam Kristen @ Katolik Budha Hindu Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
1 Pulau Banyak 4.486 157 0 0 0 0
2 Simpang Kanan 11.800 4.769 55 0 0 10
3 Singkil 20.217 45 2 2 0 0
4 Gunung Meriah 38.051 2.376 194 0 0 1
S Kota Baharu 6.712 6 0 0 0 0
6 Singkil Utara 10.166 460 14 0 0 0
7 Danau Paris 3.697 3.063 852 0 6 117
8 Suro Makmur 6.993 1.888 80 0 0 129
9 Singkohor 7.196 60 13 0 0 0
10  Kuala Baru 2.618 0 0 0 0 0
11  Pulau Banyak 1.746 1.343 9 0 0 0

Barat
Kabupaten Aceh Singkil 113.682 14.167 1.219
Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka, 2022

N
[o)]

257

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Aceh
Singkil beragama Islam dengan jumlah 113.3682 jiwa atau 88,55 persen dari
seluruh jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan agama

Budha sebagai penganut agama terkecil di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu 2
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jiwa. Pertumbuhan penduduk berdasarkan agama tentu harus dibarengi
dengan besaran rumah ibadah sebagai sarana peribadatan masing-masing
agama, namun juga harus mempertimbangkan secara teknis kekhususan
suatu daerah sehingga tidak terjadi konflik antara ummat beragama.
Permasalahan kasus konflik beragama masih terkait pada izin pendirian
rumah ibadah non muslim di Kabupaten Aceh Singkil. Pihak non muslim,
dalam hal ini pemeluk agama Kristen, masih belum sepakat dengan
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengenai jumlah rumah yang bisa
dibangun oleh mereka. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
mengacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 sementara pihak non

muslim berpatokan pada UUD RI 1945.

Upaya yang dilakukan selama ini untuk penyelesaian kasus konflik
umat beragama ini dengan melalui rapat-rapat antara forkopimda dengan
pihak non muslim dan juga memberikan bantuan untuk korban konflik
sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 yang bersumber dari Pemerintah
Provinsi Aceh lebih kurang sebanyak 1,5 M. Upaya lainnya yang mungkin
bisa dilakukan untuk mendukung penangan konflik umat beragama
adalah dengan pendataan jumlah penduduk non muslim yang ada,
spesifik pada penduduk yang menggunakan rumah ibadah. Dengan
tersedianya data tersebut, maka dapat dihitung jumlah rumah ibadah
yang sesuai dengan kebutuhan. Secara rinci besaran rumah ibadah dapat
dilihat pada Tabel 2.6 :

Tabel 2.6
Jumlah Rumah Ibadah Diperinci Berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7

1  Pulau Banyak 6 S 0 0 0

2 Simpang Kanan 21 21 1 0 2

3  Singkil 21 15 0 0 0

4  Gunung Meriah 34 52 0 0 1
S5 Kota Baharu 13 21 0 0 0

6  Singkil Utara 14 8 0 0 0

7  Danau Paris 13 16 0 0 0

8 Suro Makmur 11 11 0 0 2

9  Singkohor 10 17 0 0 0
10 Kuala Baru 3 2 0 0 0
11 Pulau Banyak Barat 2 0 0 0 0
Total 148 161 1 0 5

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Berdasarkan data tahun 2021 maka diperoleh jumlah masjid

sebanyak 148, musholla 161 dari 113,682 jiwa penduduk muslim
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sedangkan Gereja terdapat sebanyak 1 dari 14.129 Jiwa. Sedangka untuk
Vihara dan Kuil tidak terdapat di Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan

masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Aceh Singkil Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada
tahun 2021 mencapai Rp. 2.702,91 miliar, meningkat sebesar Rp. 576,46
(21,33%) dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 2.126,45 miliar.

mengindikasikan tren peningkatan agregat ekonomi di

miliar
Capaian ini

Kabupaten Aceh Singkil selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, nilai PDRB Aceh Singkil Atas Dasar harga Konstan
(ADHK) tahun 2021 mencapai 1.780.419,30 juta rupiah meningkat sebesar
Rp. 179.236,50 juta rupiah (10,07%) dibanding tahun 2017 sebesar Rp.
1.601.182,50 juta rupiah. Capaian ini mengindikasikan tren peningkatan
agregat ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil selama lima tahun terakhir. Hal
ini didukung juga dengan membaiknya kondisi masyarakat dari dampak
pandemi Covid-19. Dengan demikian bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan
ekonomi pertahunnya, PDRB Kabupaten Aceh Singkil ADHK dari tahun
2017 hingga tahun 2021 mencerminkan adanya produktivitas yang terus
meningkat, untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7 :

Tabel 2.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 — 2021 (juta rupiah)

2017 2018 2019 2020 2021
2 3 4 5 6 7

Pertanian 451.871,80 465.215,80 482.950,32 494.929,50

494.847,30
Pertambangan dan 21.240,30 21.310,20 22.183,88 22.317,00 23.934,30
Penggalian :
Industri Pengolahan 72.976,00 76.009,30 79.029,17 76.763,40 79.535,70
Listrik, Gas dan Air 3.850,60 4.145,40 4.361,60 4.487,00 4.545,20
Bersih
Pengadaan air, 629,1 662,9 805,02 780,9 798,0
pengelolaan sampah,
limbah dan daur
ulang
Bangunan/Kontruksi 161.093,50 170.807,50 181.260,85 191.238,80 192.691,60
Perdagangan Besar & 206.576,70 216.633,50 224.623,82 216.928,80 232.028,50

Enceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda
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10
11
12

13
14

15
16

17

oleh dua sektor utama yaitu :

Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum
Informasi dan
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
Jumlah Total

108.784,20

18.770,20

70.986,80
38.589,80
57.543,20

10.858,20
237.687,80

49.826,70
70.731,90

19.166,20
1.601.182,80

109.307,60

20.109,50

72.427,90
39.216,50

59.804,60
11.517,90

249.833,60

52.955,80
74.678,70

20.023,00

1.664.659,51
Sumber : Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka, 2022.

113.438,99 82.001,00 95.547,20
21.213,86 19.721,10 18.340,10
76.049,95 82.978,40 87.718,40
40.405,63 40.205,20 37.664,10
61.452,58 59.578,80 60.909,50
11.768,36 11.708,80 11.780,40

259.164,87 250.580,40 270.519,10
57.305,78 56.917,70 58.842,00
77.725,61 81.192,20 88.760,80
20.863,93 21.335,10 21.957,00

1.734.604,23 1.713.664,20 1.780.419,30

Struktur PDRB Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 ditentukan

sektor pertanian serta sektor administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor pertanian

masih mendominasi

struktur perekonomian Kabupaten Aceh Singkil

dengan kontribusi sebesar 30,59 persen. Sedangkan sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi

sebesar 16,10 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Singkil.

Gambar 2.3
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 (persen)
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Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka, 2022
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Gambar 2.4
Grafik Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
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Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjukkan
oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu tahun 2017-
2021 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020
pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Singkil mengalami kontrasksi
sebesar 1,16 persen, angka tersebut mengalami penurun yang signifikan
dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 4,19 persen namun kembali
meningkat pada tahun 2021 sebesar 3,90 persen seiring dengan

membaiknya situasi dan kondisi akibat dari dampak pandemi covid-19.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Aceh Singkil pada
tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, yaitu mencapai 30,59 persen, angka ini mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencapai 29,78 persen. Pada tahun
2021 sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib memilki kontribusi sebesar 16,10 persen mengalmi penurunan
dibanding tahun 2020 sebesaer 16,16 persen. Selanjutnya pada tahun 2021
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
sebesar 11,79 persen, nilai ini mengalami penurunan dibanding 2020 yaitu
sebesar 12,05 persen. Penurunan juga terjadi pada lapangan usaha
Kontruksi, dari 11,41 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 10,56

persen pada tahun 2021.

Selama periode 2017-2021, perekonomian Aceh Singkil telah
menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi (economic structural

transformation). Terlihat bahwa kelompok sektor primer (pertanian,
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pertambangan & penggalian) mengalami tren penurunan kontribusi selama

tahun 2017 hingga tahun 2020.

Oleh karena itu, fenomena pergeseran struktur ekonomi ini perlu
diikuti oleh kebijakan untuk mengembangkan kelompok sector sekunder
dan tersier sekaligus meningkatkan pekerja terdidik dan terlatih. Jika tidak,
penurunan kelompok sektor primer utamanya sektor pertanian yang padat
karya akan menimbulkan permasalahan penyerapan tenaga kerja termasuk
munculnya disparitas pembangunan antara kecamatan berbasis sektor

pertanian dengan kecamatan berbasis non pertanian.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu
wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan
harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi
karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran
(supply) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; cost push
inflation, demand pull inflation dan expected inflation. Unsur ini
mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak
langsung menyebabkan kecendrungan kenaikan perubahan struktur harga.
Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan
resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi
produsen untuk meningkatkan produksi. Berdasarkan Bank Indonesia,
tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode
waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu
kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada
kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya,
kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu,
Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun, Inflasi
sedang, di antara 10 persen — 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar
antara 30 persen — 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai

lebih dari 100 persen per tahun.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan
IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar
dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama
(2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan

diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu
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indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat
perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di
daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan

pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga.

2.1.2.1.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator
ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga
(inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan.
Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari
paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat
inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik

setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Inflasi yang terjadi di Provinsi Aceh disebabkan oleh meningkatnya
indeks harga konsumen untuk kelompok pengeluaran yaitu inflasi secara
umum sebesar 2,50 persen dengan rincian: Kelompok Makanan,
minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,72 persen, Kelompok
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar rumah tangga inflasi 1,76
persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah
tangga mengalami inflasi sebesar 0,03 persen, kelompok kesehatan
mengalami inflasi 0,46 persen, kelompok transportasi mengalami inflasi
sebesar 0,24 persen dan, kelompok pendidikan inflasi sebesar 0,00 persen,
kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran 1,63 persen, dan
perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 0,69 persen. Sedangkan
kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 2,10
persen, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,37
persen dan Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan

mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Bila dilihat andil inflasi bulan desember terhadap inflasi tahunan,
inflasi bulan Desember memiliki andil sebesar 0,71 persen dengan rincian:
Makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,46 persen, Pakaian dan Alas
Kaki sebesar 0,09 persen, Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
rumah tangga sebesar 0,20 persen, perlengkapan, peralatan, dan
pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen, kesehatan sebesar
0,00 persen, dan transportasi sebesar 1,46 persen, Pendidikan sebesar 0,15

persen, penyedia makanan dan minuman/restoran 0,15 persen, dan
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perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,23 persen Kelompok dengan andil
deflasi yaitu: informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi
sebesar 0,09 persen dan Kelompok rekreasi, olah raga dan budaya

mengalami deflasi sebesar 0,02 persen.

Pada bulan Desember 2021 harga berbagai komoditas di Provinsi
Aceh secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini ditandai
dengan naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,16 pada November
2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021 atau terjadi inflasi sebesar
0,71 persen. Dengan IHK pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 106,54
artinya ada peningkatan IHK sebesar 2,39 poin pada tahun 2021.

Inflasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada Inflasi
yang terjadi di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Pada Tahun 2021 di
Kota Meulaboh terjadi inflasi sebesar 2,07 persen, di Kota Banda Aceh
terjadi inflasi sebesar 2.41 terjadi inflasi sebesar 2,41 persen dan di Kota
Lhokseumawe inflasi sebesar 1,97 persen. Pada Desember 2021 dari 11
kelompok pengeluaran, 6 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, 3
kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi, dan 2 kelompok tidak
memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi nasional. Kelompok
pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: kelompok
makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,6977 persen; kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tanggasebesar 00,0372
persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin
rumahtangga sebesar 0,0296 persen; kelompok transportasi sebesar 0,0368
persen; kelompok pendidikan sebesar 0,0354 persen; dan kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,0132 persen.
Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu:
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0110 persen; kelompok informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0180 persen; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0059 persen. Sementara
kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil/sumbangan terhadap
inflasi nasional, yaitu kelompok kesehatan; dan kelompok rekreasi,

olahraga, dan budaya.

Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar 2,65 Persen
dan di Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 2,30 persen. Perkembangan

inflasi Provinsi Aceh Tahun 2016 s.d 2021 dengan perbandingan laju inflasi

48



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh, dan Nasional dapat
dilihat Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh, dan
Nasional Tahun 2016-2021

Kota Kota Banda Kota Provinsi Nasional

Lhokseumawe Aceh Meulaboh Aceh

1 2 3 4 5 6
2016 2.25 0.71 3.77 1.12 3.02
2017 2.87 4.84 4.76 4.25 3.61
2018 2.05 1.93 0.96 1.84 3.13
2019 1.2 1.38 4.28 1.69 2.72
2020 3.55 3.46 4.24 3.59 1.68
2021 2.3 2.65 2.19 2.5 2.18

Sumber : BPS Aceh 2022.

Bila dilihat secara spesifik pada tahun 2021, inflasi yang terjadi Kota
Meulaboh lebih rendah dibanding provinsi Aceh, kota Banda Aceh dan Kota
Lhokseumawe secara umum. Hal ini mengindikasikan bahwa harga barang dan
jasa secara umum dikota Meulaboh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan
provinsi aceh, kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe namun lebih tinggi bila
dibandingkan angka inflasi nasional indonesia secara umum atau dengan kata

lain daya beli masyarakat cenderung menurun.

Grafik perkembangan inflasi kota Meulaboh, Provinsi Aceh, dan
Indonesia Tahun 2016-2021 pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2016-2021
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Sumber : BPS Aceh 2022
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2.1.2.1.4. Pendapatan Perkapita

Nilai PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat
menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.
Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan
tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian
dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun
setidaknya dapatdiketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk

S€cara umuin.

Selama tahun 2017 - 2021 pendapatan regional perkapita ADHK
kabupaten Aceh Singkil mengalami fluktuasi, dengan tahun 2020 mengalami
penurunan pendapatan perkapita sebagai imbas dari pandemi covid-19
akan tetapi pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Singkil kembali
meningkat pada tahun 2021 seiring dengan membaiknya keadaan sosial

dan ekonomi dari dampak pandemi covid-19.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2021
sebesar 3,90 % dari tahun sebelumya. Hal ini lebih besar dibandingkan
dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun
2021 sebesar 2,06 persen.

Pada tahun 2020 nilai pendapatan perkapita berdasarkan harga
berlaku mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,50 persen dan
pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan sebesar -2,68 persen.
Akibatnya pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku mengalami
penurunan sebesar 0,10 juta rupiah sehngga menjadi 19,15 juta rupiah.
Demikian juga dengan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan,
mengalami penurunan sebesar 0,36 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan
pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 mengalami
kontraksi pertumbuhan yang signifikan sebesar 2,33 Persen dibandingkan
dengan tahun lalu. Pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan
Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 tercatat sebesar 13,87 juta rupiah,
nilai ini meningkat sebesar 0,32 juta rupiah dari tahun 2020 yang mana
pendapatan perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Aceh Singkil

sebesar 13,55 juta rupiah.
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2.1.2.1.5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan
(disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu
kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak
merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai O sampai 1. Jika
Indeks Gini bernilai O berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai
1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks
Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran
kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu
(misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili
persentase kumulatif penduduk. Koefesien Gini dari negara-negara yang
mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50 - 0.70 ;
ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami
ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35. Indeks Gini membantu
pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat
karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Semakin
besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan

(pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar.

Indeks gini kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 hingga 2021
mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021, angka Gini Ratio yang merupakan
indikator tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tercatat sebesar
0,336. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio
tahun 2020 yang sebesar 0,287 atau mengalami kenaikan sebesar 0,049.
Dengan terjadinya peningkatan angka gini ratio mengindikasikan bahwa
tingkat pengeluaran penduduk semakin tidak merata atau ketimpangan di
kabupaten aceh singkil semakin meningkat, namun perlu digaris bawahi
bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang abormal dikarenakan adanya

wabah Covid-109.

Wabah Covid-19 ini juga ditengarai sebagai pemicu naiknya indeks
gini di kabupaten Aceh Singkil hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat
yang kehilangan pekerjaan sebagai imbas dari keadaan abnormal ini. Indeks
gini aceh singkil secara keseluruhan berada dibawah indeks gini Provinsi
Aceh dan Nasional (Indonesia), namun pada tahun 2021 nilai indeks gini
kabupaten Aceh Singkil (0,336) lebih besar dibandingkan dengan indeks
Gini Provinsi Aceh (0,324) hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan yang

terjadi di kabupaten Aceh Singkil lebih tinggi dibandingkan dengan
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ketimpangan di Provinsi Aceh. Tren Indeks gini tahun 2017-2021 tersaji
pada gambar 2.6.

Gambar 2.6
Indeks Gini Indonesia, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Aceh singkil
Tahun 2017-2021
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Sumber : BPS Aceh Singkil, 2022

2.1.2.1.6. Kemiskinan

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Aceh Singkil
sebesar 20,36 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020
sebesar 20,20 persen. Pada gambar 2.8 dapat dilihat bahwa dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 tingkat kemiskinan di Aceh Singkil
mengalami fluktuasi. Tahun 2018 mengalami penurunan sampai dengan
tahun 2020 namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Perkembangan
garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten

Aceh Singkil dapat dilihat pada gambar 2.7 dan 2.8 berikut :

Gambar 2.7
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka, 2022
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Gambar 2.8
Persentase Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka, 2022.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM memberikan gambaran secara komprehensif tingkat capaian
pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah. Berdasarkan empat komponen penyusun IPM yaitu angka
harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli
masyarakat secara keseluruhan cenderung meningkat dari tahun ke tahun
selama periode tahun 2017-2021. Secara umum IPM Kabupaten Aceh
Singkil 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan tingkat
pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 0,04 persen dan Kabupaten Aceh
Singkil menduduki wurutan 17 IPM tertinggi di Provinsi Aceh.
Pertumbuhan IPM kabupaten aceh singkil tahun 2021 berada dibawah
pertumbuhan IPM Aceh pada tahun 2021 dengan pertumbuhan IPM
Aceh tahun 2021 sebesar 0,13 persen. Begitu juga dengan IPM Kabupaten
Aceh Singkil masih dibawah IPM Provinsi Aceh. Namun pada tahun 2021
kenaikan IPM kabupaten aceh singkil berada diatas pertumbuhan IPM
nasional, dengan pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,03 persen dengan
kenaikan sebesar 0,02 poin. Akan tetapi IPM kabupaten aceh singkil masih
dibawah IPM nasional yaitu sebesar 71,94. Hal ini dapat dilihat pada table
2.9 berikut :
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Tabel 2.9
Perbandingan IPM Kabupaten Aceh Singkil dengan
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Indonesia 70.81 71.39 71.92 71.94 72.29
Provinsi Aceh 70.60 71.19 71.90 71.99 72.18
Kabupaten Aceh Singkil 67.37 68.02 68.91 68.94 69.22

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh 2022.

Gambar 2.9

Perbandingan IPM Kabupaten Aceh Singkil dengan Provinsi Aceh dan
Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber : BPS Aceh 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa IPM
Kabupaten Aceh Singkil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Singkil
mengalami perbaikan kualitas. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil masih perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
IPM Kabupaten Aceh Singkil masih cukup jauh tertinggal di bawah IPM
Provinsi Aceh. Pada tahun 2021 IPM Provinsi Aceh sebesar 72,18 meningkat
sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 71,99 dan secara rata-
rata pertumbuhan IPM Provinsi Aceh sebesar 0,40 poin. Sedangkan IPM
Kabupaten Aceh Singkil meningkat dari 68,94 pada tahun 2020 menjadi
69,22 tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,28 poin dan secara rata-rata
prtumbuhan IPM Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017-2021 sebesar 0,46

poin.
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Jika dilihat dari status pembangunan manusia menurut UNDP,
seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada pada kelompok menengah
atas. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPM seluruh kabupaten/kota di
Provinsi berada pada rentang 60 hingga 85, termasuk Kabupaten Aceh
Singkil. Akan tetapi jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di
Provinsi Aceh, pembangunan manusia di Aceh Singkil masih jauh tertinggal,

terutama dari rata-rata pembangunan manusia di Provinsi Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan kota dengan IPM tertinggi di
Provinsi Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar 85,71. IPM kota Banda
Aceh memiliki 13,53 poin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan IPM
Provinsi Aceh. Jika dilihat lebih rinci, kecepatan pembangunan di Kota
Banda Aceh dipengaruhi oleh tingginya Angka harapan lama sekolah, rata-

rata lama sekolah dan daya beli masyarakatnya.

Gambar 2.10
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2021
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Sumber : Aceh Dalam Angka 2022.

2.1.2.2.2. Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dalam Pasal 5 menegaskan bahwa:
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(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan
khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan
layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan

pendidikan sepanjang hayat.

Dari ketentuan di atas maka setiap warga negara berhak memperoleh
pendidikan bahkan bagi masyarakat terpencil dan terbelakang sekalipun.
Jadi dengan diwajibkannya pendidikan dasar 9 tahun, semestinya tidak
terdengar lagi adanya anak putus sekolah akibat ketiadaan biaya atau
ketiadaan akses terhadap sarana pendidikan. Pembangunan pendidikan
Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu faktor untuk menunjang
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah sesuatu yang mutlak
untuk ditingkatkan mutunya. Untuk itu berbagai aspek pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, peningkatan mutu
dan relevansi, serta peningkatan efesiensi dan peningkatan pengelolaan
pendidikan, pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu
direncanakan secara matang sehingga pembangunan pendidikan ke masa
depan dapat memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada umumnya dan mendukung pembangunan

daerah khususnya Kabupaten Aceh Singkil sebagai daerah otonom.

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam memacu
gerak laju pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan dengan
tingkat pendidikan yang dimilikinya memegang peranan sangat penting.
Seringkali tingkat pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan
kedudukan seseorang dalam bidang tugasnya. Berdasarkan dari hasil Survei
Badan Pusat Statistik tahun 2021, penduduk Kabupaten Aceh Singkil usia
15 tahun keatas yang tidak tamat SD/SD ada sekitar 36,70 persen; tamat
SMP mencapai 16,52 persen; tamat SMA mencapai 34,22 persen; sedangkan

yang menamatkan universitas hanya 12,56 persen.
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2.1.2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan,
mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta
membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang
mereka alami selama ini. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat
pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berusia 15
tahun keatas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar
minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu agar paling tidak memiliki

peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Walaupun pada masa kini dimana angka melek huruf sudah tidak
lagi digunakan dalam salah satu komponen pembentuk nilai IPM karena
dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena
tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka
melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat
membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Namun angka
tersebut masih dijadikan indikator untuk menlihat kemajuan suatu
pendidikan di suatu daerah, dimana pencapaian nilai Angka Melek Huruf
(AMH) dijadikan sebagai suatu metoda pencapaian pendidikan dasar dalam
memberikan keahlian melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan

kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-
program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di
Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah
bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan
kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari
berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara

lisan dan tulisan.

Pada Tahun 2021, AMH Kabuaten Aceh Singkil sebesar 98,23 persen
mengalami peningkatan dari tahun sebelumya Tahun 2020 sebesar 97,34
persen. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan buta huruf pada
penduduk Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan untuk kelompok umur 15 - 24
tahun Angka Melek Huruf Penduduk Aceh Singkil sebesar 100 persen. Hal
ini memperlihatkan bahwa berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Aceh

Singkil melalui berbagai strategi dan program telah memperoleh hasil yang
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memuaskan seiring dengan terlaksananya berbagai strategi yang inovatif
dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Angka Melek Huruf (AMH)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Penduduk Kabupaten Aceh Singkil dapat
dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Singkil, 2020 dan 2021

1 2 3
15-19 99,34 100
20-24 100 100
25-29 100 100
30-34 100 100
35-39 99,15 99,61
40-44 100 100
45-49 93,58 98,23

50+ 86,61 88,01
Jumlah/Total 97,34 98,23
15-24 99,65 100
15-44 99,75 99,94

15+ 96,89 97,51

45+ 88,65 90,98

Sumber : Aceh Dalam Angka 2022.

2.1.2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun
yang telah dihabiskan oleh penduduk atas untuk menempuh seluruh
jenjang pendidikan formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah
menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2011 sebesar 7,69 tahun
meningkat menjadi 8,53 tahun pada tahun 2021. Akan tetapi apabila
dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh
Singkil masih dibawah rata-rata provinsi. Untuk lebih jelas rata- rata lama
sekolah dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11

Rata-Rata Lama Sekolah dan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6

Simeulue 9,06 9,07 9,08 9,34 9.48
Aceh Singkil 7,84 8,05 8,52 8,53 8.68
Aceh Selatan 8,33 8,38 8,59 8,87 8.88
Aceh Tenggara 9,63 9,64 9,65 9,66 9.67
Aceh Timur 7,80 7,85 7,86 8,15 8.21
Aceh Tengah 9,67 9,68 9,69 9,85 9.86
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Aceh Barat 9,04 9,08 9,09 9,37 9.55
Aceh Besar 9,93 10,14 10,31 10,32 10.33
Pidie 8,76 8,81 8,82 8,99 9.00
Bireuen 9,16 9,17 9,27 9,28 9.29
Aceh Utara 8,10 8,11 8,46 8,63 8.64
Aceh Barat Daya 8,12 8,13 8,35 8,66 8.67
Gayo Lues 7,39 7,69 7,91 8,20 8.40
Aceh Tamiang 8,47 8,70 8,89 8,90 8.91
Nagan Raya 8,25 8,26 8,50 8,68 8.69
Aceh Jaya 8,13 8,37 8,66 8,70 8.71
Bener Meriah 9,55 9,56 9,78 9,79 10.00
Pidie Jaya 8,84 8,86 9,04 9,33 9.34
Kota Banda Aceh 12,59 12,60 12,64 12,65 12.83
Kota Sabang 10,70 10,97 11,13 11,14 11.18
Kota Langsa 10,90 11,60 11,10 11,11 11.12
KotaLhokseumawe 10,88 10,89 10,90 10,91 11.11
Subulussalam 7,12 7,39 7,58 7,84 8.03
Provinsi Aceh 8,98 9,09 9,18 9,33 9.37

Sumber : Indeks Pembangunan Provinsi Aceh 2022

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Singkil Pada
tahun 2017 menjadi 7,84 tahun, tahun 2018 menjadi 8,05 tahun, tahun
2019 menjadi 8,52 tahun, tahun 2020 menjadi 8,53 tahun dan pada tahun
2021 menjadi 8,68 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk
Aceh Singkil hanya mencapai pendidikan hingga kelas 2 Sekolah
Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan program wajib belajar dua belas tahun yang belum
lama ini dicanangkan pada tahun 2016 oleh Departemen Pendidikan
Nasional, maka rata-rata capaian pendidikan formal penduduk Aceh Singkil
masih jauh dari target. Untuk mencapai target tersebut, perlu kerja keras
pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya
manusia penduduk Aceh Singkil mengingat pendidikan merupakan kunci
dari pengetahuan, keterampilan, dan kualitas sumber daya manusia.
Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan mendorong

peningkatan produktivitas kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

2.1.2.2.2.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan  terhadap penduduk usia sekolah. Angka  tersebut
memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama wusia muda.
Ukuran yang banyak digunakan di sector pendidikan seperti pertumbuhan
jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu
ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah
murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi

sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin
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besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan
ditambahnya infrastruktur sekolah. Indikator lain yang erat kaitannya
dengan kualitas pendidikan penduduk adalah tingkat pendidikan tertinggi
yang ditamatkan. Jika dilihat dari proporsi mereka yang tidak atau belum
pernah sekolah, semakin kecil proporsinya berarti semakin baik, sebaliknya
bila proporsinya semakin besar berarti proses pencerdasan bangsa tidak
mencapai sasaran. Disisi lain, jika proporsi yang menamatkan pendidikan
tinggi semakin besar maka kualitas sumberdaya manusianya semakin

baik.Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut:

Gambar 2.11
Grafik Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2021
e oo R0 99.97%
99.94% . 1O 000 194
100, 00% 95.59% o 37,519
o S G875 34.17%
80, 00,
(ST RL R
40.00%
A0 005
0. 00%
LI PR LE+ PR
mAPS7-12 mAPS13-15 mAPS1G-18

Sumber : Indikator Kesejahteraan Kabupaten Aceh Singkil 2022

Pada gambar diatas Angka Partisipasi Kasar (APS) menurut kelompok
usia Sekolah penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021, angka
partisipasi sekolah perempuan pada kelompok umur SMA, SMP dan SD
lebih besar dibandingkan dengan dengan angka partisipasi sekolah laki-laki.
Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas pengetahuan dan
keterampilan penduduk perempuan lebih baik dibandingkan dengan
penduduk laki-laki.

2.1.2.2.3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi siklus atau tahapan
kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berjalan dengan baik,
maka secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian
yang sangat untuk peningkatan SDM penduduk Indonesia, maka

program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan
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pada generasi penerus seperti calon bayi dan anak dibawah lima tahun
(balita). Pentingnya pembangunan bidang kesehatan ini tercermin dari
deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) yang mana lebih sepertiga

indikator menyangkut bidang kesehatan.
2.1.2.2.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian lbu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk
melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu
selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh
kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena
sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000
kelahiran hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan
masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan

kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka kematian ibu (AKI) merupakan jumlah kematian wanita pada
saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi
kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan.
Angka Kematian Ibu didominasi oleh kematian ibu hamil dan ibu nifas.
Perhitungan AKI sulit dilakukan karena jumlah kelahiran hidup tidak
mencapai 100.000 kelahiran dan masih ada kemungkinan under reported
(tidak dilaporkan). Upaya efektif untuk menurunkan AKI adalah
meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatkan penggunaan

kontrasepsi pasca persalinan, dan penangan komplikasi maternal.

Angka kematian Ibu di Kabupaten Aceh Singkil dalam kurun waktu
lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017
jumlah kematian ibu sebanyak 11 kasus dan pada Tahun 2021 menurun
menjadi 3 kasus. untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.12 dan Gambar
2.12 berikut ini :

Tabel 2.12
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 - 2021

1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
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Gambar 2.12
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016-2021

Angka Kematian Ibu (AKI)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Kematian
Ibu yang paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sebanyak 11 Kasus dan
paling rendah adalah Tahun 2021 dengan jumlah kematian ibu sebesar 3
kasus. Penurunan grafik jumlah kematian ibu ini dapat mengindikasikan
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak yang meningkat,
kompetensi tenaga kesehatan yang makin membaik. Namun tetap juga
harus didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai, akses terhadap
pelayanan kesehatan yang terjangkau. Hal ini juga didukung oleh
pentingnya kesadaran ibu-ibu hamil untuk selalu mengikuti kegiatan
Posyandu di tingkat desa dan terus melakukan konsultasi dengan tenaga
kesehatan atau bidan yang ditugaskan di seluruh kampung, kesadaran
masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, terutama ibu-ibu hamil yang lebih

memperhatikan kondisi tubuh dan janin mereka selama mengandung.

Pemerintah Indonesia secara bertahap mendampingi sesuai dengan
isu prioritas dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing, yang dimulai dengan menjamin kesehatan
ibu hamil, kesehatan bayi, balita, kemudian kesehatan anak sekolah, dan
juga kesehatan remaja. Pada tahun 2020 ada 120 Kabupaten/Kota yang
menjadi daerah lokus (lokasi Khusus). Kemudian tahun 2021 ditambahkan
80 Kabupaten Kota yang digembleng untuk penurunan angka kematian ibu

dan kematian bayi, dan tahun 2022 ditambahkan 120, salah satunya
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Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan daerah Lokasi Khusus tidak hanya
bertujuan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi, tetapi juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk Kabupaten Aceh Singkil,
beberapa Kecamatan yang menjadi daerah Lokasi Khusus Percepatan
Penurunan AKI — AKB. Yaitu: Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Gunung
Meriah, Simpang Kanan, Danau Paris. Diharapkan dengan program
Kementrian Kesehatan ini dapat menekan angka kematian bayi dan
kematian Ibu di seluruh Indonesia, secara khusus di Kabupaten Aceh

Singkil

2.1.2.2.3.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Salah satu hasil pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat
dari indikator utama yaitu : angka kematian, umur harapan hidup, status
gizi, angka kesakitan, kondisi lingkungan dan juga pola perilaku. Angka
kematian difokuskan pada tiga indikator kematian utama, yaitu: Angka
Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian
Ibu (AKI).

a. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk
mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat,
karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan
lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya
dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam
bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab
kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat
AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur
yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh
pemerintah khususnya di bidang kesehatan, untuk lebih jelas dapat
dilihat Tabel 2.13 dan Gambar 2.13 berikut ini :

Tabel 2.13
AKB dan AKHB Kabupaten Aceh SingkilTahun 2017-2021

1 2 3
2017 36 2.578
2018 49 2.398
2019 55 2.302
2020 34 2.316
2021 9 2.424

Sumber :Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
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Gambar 2.13
Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
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Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi
di Kab. Aceh Singkil Tahun 2017 s/d 2021 mengalami fluktuasi, di tahun
2017 s/d 2019 terjadi peningkatan angka yang cukup tinggi dan di
Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan yakni dari 55 kematian pada
tahun 2019 menjadi 34 kematian pada tahun 2020 dan mengalalami
penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dengan jumlah 9

kematian.

b. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal
sebelum mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka
per 1000 kelahiran hidup. AKABA juga merupakan salah satu
indikator penting karena memberikan gambaran peluang terjadinya
kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai umur 5
(lima) tahun dan merupakan salah satu target Sustainable
Development Goals (SDGs). Angka Kematian Balita di Kabupaten Aceh
Singkil selama 5 (empat) tahun terakhir dapat dilhat pada tabel 2.14
dan Gambar 2.14 berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Kematian Balita
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
Jumlah Kematian Balita 40 50 57 34 22
Kabupaten Aceh Singkil
Sumber :Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
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Gambar 2.14
Jumlah Kematian Balita
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
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Sumber : Buku profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi
angka kematian balita, namun mengalami kenaikan dari tahun 2017
hingga tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi

34 balita dan menurun menjadi 22 balita pada tahun 2021.

2.1.2.2.3.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator/penilaian
derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup disebut
juga lama hidup manusia di dunia. Secara rinci angka harapan hidup
dapat dilihat Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6

Angka Harapan Hidup 67,07 67,16 67,36 67,39 67,43
Kabupaten Aceh Singkil
Sumber :Indeks Pembangunan Manusia Aceh 2022
Berdasarkan tabel 2.13 diatas disebutkan bahwa angka harapan
hidup masyarakat Aceh Singkil mengalami peningkatan dari tahun ketahun
sebagai contoh pada tahun 2017 angka harapan hidup 66,07 tahun

sedangkan pada tahun 2018 sebesar 67,16 tahun dan terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 67,43 Tahun. Peningkatan angka
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harapan hidup ini dipengaruhi berbagai hal diantaranya pola hidup sehat di

masyarakat mengalami peningkatan.

Gambar 2.15
Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016-2020

Angka Harapan Hidup
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Sumber : Aceh Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel dan gambar diatas terlihat bahwa angka harapan
hidup masyarakat Kabupaten Aceh Singkil masih dibawah angka harapan
hidup provinsi aceh. Akan tetapi, angka harapan hidup masyarakat
Kabupaten Aceh Singkil mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar
67,02, tahun 2017 sebesar 67,07, tahun 2018 sebesar 67,16, tahun 2019
sebesar 67,36, dan menjadi 67,39 tahun pada tahun 2020. Peningkatan
angka harapan hidup ini dipengaruhi berbagai hal diantaranya pola hidup

sehat di masyarakat mengalami peningkatan.

2.1.2.2.3.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Didalam mengukur status gizi balita untuk pertumbuhan optimal
seorang anak ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu : Asupan
gizi, lingkungan, pelayanan kesehatan yang optimal.Balita yang tercukupi
dengan baik akan kebutuhan gizi bagi kesehatan tubuhnya, biasanya
terlihat lebih aktif, cerdas dan ceria. Ia terlihat begitu periang dan pandai
bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya. Ini di karenakan gizi
marupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi proses kesehatan,
pertumbuhan dan perkembangan balita. Akan menjadi hal yang cukup
menyenangkan tentu, jika orang tua memiliki balita yang sehat dari segi
fisik dan psikisnya. Justru sebaliknya,persentase balita gizi buruk adalah

persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Menurut
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data WHO, pengelompokkan persentase balita dapat dibagi ke dalam

kategori sebagai berikut:

a. rendah = di bawah 10
b. sedang =10-19 %
c. tinggi =20-29 %

d. sangat tinggi =30 %
Untuk di Kabupaten Aceh Singkil persentase Balita gizi buruk, untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16 Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4
2017 3 11,879 0,03%
2018 3 12,185 0,02%
2019 8 15,847 0,05%
2020 4 11,189 0,03%
2021 3 10,733 0,03%

Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa kasus gizi buruk di
Kabupaten Aceh Singkil terjadi fluktuatif dari tahun 2017-2021. Hal ini
terlihat dari jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2018 sebanyak 3 kasus
dan naik menjadi 8 kasus pada tahun 2019 dan turun menjadi 4 kasus
pada Tahun 2020. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Aceh Singkil
juga masih tergolong rendah, yaitu 0,03% pada tahun 2021. Secara
kuantitas jumlah kasus gizi buruk terjadi penurunan dibandingkan tahun
2020 lalu. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui
Dinas Kesahatan perlu meningkatkan program kegiatan untuk mengatasi

permasalahan gizi buruk di Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam permendagri 59 tahun 2021, pasal 2

1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara minimal.

2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi
Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah

kabupaten/kota terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan ibu hamil;

b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
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c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d. pelayanan kesehatan balita;

Pemerintah kabupaten aceh singkil setiap tahunnya melalui dinas

kesehatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.

3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.
Dan melalui kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Biaya Operasional
Kesehatan (BOK) baik di Dinas Kesehatan dan Dinas KB. Menurut Survey
Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Aceh
Singkil sebesar 29,6%.

2.1.2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam
mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian, indikator
ketenagakerjaan merupakan gambaran yang memperlihatkan aktivitas
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk
mencapai kesejahteraan dan kelancaran proses perekonomian suatu
daerah. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil yang
berusia 15 tahun keatas sebanyak 82.424 jiwa dan masuk dalam kategori
angkatan kerja (Labor Force) sebesar 51.807 jiwa. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 62,85% dengan tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 sebesar
8,36%. Secara rinci kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil dapat
dilihat pada tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Penduduk Berumur 15 Tahun Menurut Jenis Kegiatan Utama
Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

“No  JenisKegiatan Utama ~  Jumlah

1 2 3

1  Angkatan kerja 51,807
1. Bekerja 47,474
2. Pengangguran 4,333

2 Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus 30,617
rumah tangga dan lainnya)

Jumlah 82,424

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 62,85%
Tingkat Pengangguran Terbuka 8,36%

Sumber : Aceh Dalam Angka 2022
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2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat, yaitu untuk menunjukkan masyarakat Indonesia
yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
Kabupaten Aceh Singkil memiliki 11 Kecamatan dan 116 Kampung memiliki
adat istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang
ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.
Di bawah ini disampaikan data tentang group kesenian serta gedung
kesenian.

Tabel 2.18
Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7
1  Jumlah Group Kesenian 48 48 48 48 48
2  Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1 1 1

Sumber : Aceh Singkil Tahun 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah group kesenian yang ada di
Kabupaten Aceh Singkil belum didukung dengan sarana prasarana yang
memadai sehingga area perkembangan group kesenian belum begitu
signifikan dirasakan masyarakat. Perkembangan kesenian budaya ini sangat
penting dilakukan dalam rangka mendukung perkembangan sektor

pariwisata Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.2.4. Fokus Pemuda dan Olahraga

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing agar dapat mencapai
masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas maka sangat
dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat.
Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator
terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas
olahraga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta gedung

olahraga yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
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Tabel 2.19

Jumlah Klub dan Gedung Olah Raga
Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016-2020

1 2 3 4 & 6 7
1 Jumlah Klub Olahraga 69 74 87 87 87
2  Jumlah Gedung Olahraga 1 1 1 1 1

Sumber : Aceh Singkil Tahun 2022

Dari data fasilitas olahraga baik jumlah klub olahraga yang ada dan
gedung olah raga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel diatas
dapat dilihat bahwa tahun 2018 terdapat 74 klub olahraga, di tahun
2020 terdapat 87 klub olahraga, dan pada tahun 2021 terdapat 87 klub
olahraga untuk itu diperlukan pembinaan yang konkrit terhadap olahraga
di Kabupaten Aceh Singkil mulai dari dengan melaksanakan berbagai acara
pertandingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung peningkatan potensi olahraga dalam rangka peningkatan

kesehatan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib
Pemerintah dan urusan penunjang Pemerintah yang menjadi jangkauan

pelayanan dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pemerintah
2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam
pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi
pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun
pembangunan ekonomi. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu
komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi
rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa

indikator pendidikan sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan  terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda
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Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan
jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu
ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah
murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi
sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin
besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan

ditambahnya infrastruktur sekolah.

Indikator lain yang erat kaitannya dengan kualitas pendidikan
penduduk adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jika dilihat
dari proporsi mereka yang tidak atau belum pernah sekolah, semakin kecil
proporsinya berarti semakin baik, sebaliknya bila proporsinya semakin
besar berarti proses pencerdasan bangsa tidak mencapai sasaran. Disisi
lain, jika proporsi yang menamatkan pendidikan tinggi semakin besar maka
kualitas sumberdaya manusianya semakin baik. Untuk Lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.20 :

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah

1 2 3 4 5 6 7

1 SD/MI 99,12 99,95 99,68 99,58 99,97
2  SMP/MTs 98,52 97,75 97,47 97,41 97,51
3 SMA/MAN 78,87 85,35 85,03 84,89 84,17

Sumber : Indikator Kesejahteraan Aceh 2022

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa pada
tahun 2017 Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk SD/MI sebesar 99,12,
pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 99,95 d an pada tahun
2019 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Aceh Singkil mengalami
penurunan menjadi 99,68. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali
menjadi 99,58 Kondisi ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2020

menjadi 99,58. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 99,97.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk SMP/Mts sebesar 98,52,
pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada tahun 2018 namun mengalami
penurunan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2021

mengalami kenaikan menjadi 97,51.

71



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untukSMA/MAN sebesar 99,86,
pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 85,03. Namun mengalami
penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 84,17. Hal ini melebihi
jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengindikasikan bahwa partisipasi
penduduk untuk bersekolah sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah murid
SD ada yang usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun dan juga
masuknya penduduk dari daerah terpencil sehingga jumlah murid melebihi

jumlah perkiraan penduduk yang ada diusia masing-masing tingkat sekolah.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu
per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan
untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat
ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi
pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.21

Ketersedian Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Rasio SD/MI 144 137 79,78 79,78 64,02
2 Rasio SLTP/MTs 190 178 60,3 61,70 56,06
3 Rasio SMA/MA 292 279 42,24 42,24 31,48

Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka 2022 (Diolah)

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017
rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap 10.000 penduduk usia
sekolah SD/MI adalah 144 dan pada tahun 2021 rasio gedung sekolah
terhadap penduduk usia sekolah SD/MI adalah 64,02. Rasio ketersediaan
gedung sekolah SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah SLTP/MTs
pada tahun 2017 adalah sebesar 190 setiap 10.000 penduduk usia
SLTP/MTs tersedia sekolah sebesar 33,51 dan pada tahun 2016. Untuk
rasio gedung sekolah dengan jumlah per 10.000 penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK pada tahun 2019 sebesar 31,48 dan pada tahun 2020 tetap
sebesar 26,07.

c. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru

terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup
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untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Melihat rasio ini maka

dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan

pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Aceh

Singkil, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu

guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah

guru/murid se Kabupaten Aceh Singkil dapat disajikan dalam tabel 2.22 :
Tabel 2.22

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5
1 Rasio SD/MI 14 14 14 15 13
2 Rasio SLTP/MTs 12 11 14 12 10
3 Rasio SMA/MA 13 7 13 14 15

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa pada
tahun 2016-2017 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14
artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 14 anak. Kondisi seperti
ini mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2018 1 guru, dibebani 15
murid, pada tahun 2019, 1 orang guru dibebani 13 murid, dan tahun
2020, 1 orang guru dibebani 14 orang murid. Pada tahun 2016 jenjang
SMP/MTs rasio guru/murid adalah 11, pada tahun 2017 menjadi 14, tahun
2018 menjadi 12 murid, pada tahun 2019 menjadi 10 murid, serta pada
tahun 2020, 1 orang guru dibebani 9 orang murid. Untuk jenjang
SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 7 pada tahun 2016, 13 orang
pada tahun 2017, 14 orang pada tahun 2018, 15 orang pada tahun 2019,
dan 17 orang pada tahun 2020. Perkembangan dan hasil penyelenggaraan
pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.23
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 5 6 7 8 9 8
1
a. Jumlah Sekolah 104 121 127
b. Jumlah Murid 2340 5164 5147
c. Jumlah Guru 23 25 488
d. Rasio 102 207 10,5471
2
a. Jumlah Sekolah 5 5 5
b. Jumlah Murid 150 130 160
c. Jumlah Guru 20 19 19
d. Rasio 7,50 6,84 8,42
3
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. Jumlah Sekolah

o

=Negeri 106 106 114
sSwasta 4 4 4
b. Jumlah Murid
=sNegeri 15.945 16.007 17.214
sSwasta 1.087 1.746 1.142
c. Jumlah Guru
=sNegeri 1.116 1.113 1.317
sSwasta 123 47 48
4
a. Jumlah Sekolah
=Negeri 30 30 32
sSwasta 15 8 14
b. Jumlah Murid
=sNegeri 5.529 5.543 4.940
sSwasta 1.900 1.192 2.038
c. Jumlah Guru
=sNegeri 448 470 557
sSwasta 95 85 162
5 SMA/MA
a. Jumlah Sekolah
=Negeri 12 11 12
sSwasta 2 2 8
b. Jumlah Murid
=Negeri 3.309 3.332 3.836
sSwasta 317 319 1262
c. Jumlah Guru
=sNegeri 265 245 274
sSwasta 21 21 74
6
a. Jumlah Sekolah
*Negeri 5 5 8
sSwasta 2 2
b. Jumlah Murid
*Negeri 946 955 1003
sSwasta 202 202
c. Jumlah Guru
*Negeri 114 119 136
sSwasta 25 23
7
a. SD/MI Negeri
=Baik 115 58 N/A Ruang
sRusak 646 332 N/A Ruang
b. SD Swasta
=Baik * * N/A Ruang
sRusak * * N/A Ruang
c. SMP Negeri
=Baik 69 29 N/A Ruang
sRusak 225 52 N/A Ruang
d. SMP Swasta
=Baik * * N/A Ruang
sRusak * * N/A Ruang
c. SMA Negeri
=Baik 92 89 N/A Ruang
sRusak 135 140 N/A Ruang
d. SMA Swasta
=Baik * * N/A Ruang
sRusak * * N/A Ruang
8
a. SD/MI 99,12 99,95 99,68 %
b. SMP/MTs 98,52 97,75 97,47 %
c. SMA/MA 78,87 85,35 85,03 %
9

74



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

a. SD/MI 99,64 99,95 99,59 %
b. SMP/MTs 75,23 83,54 85,05 %
c. SMA/MA 65,69 67,52 68,59 %
10
a. SD/MI 116,48 115,5 109,76 %
b. SMP/MTs 103,14 99,71 98,84 %
c. SMA/MA 92,8 74,69 77,75 %
Gambar 2.16
Perkembangan APM/APK Kab. Aceh Singkil Tahun 2021
Perkembangan APM/APK Aceh Singkil Tahun 2020
68,57
86,67
99,34
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

mAPK mAPM

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka, 2022

Pada gambar diatas Angka Partisipasi Murni (APM) mapun Angka
partisipasi Kasar (APK) mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya
jenjang pendidikan anak. Artinya semakin meningkatnya jenjang pendidikan
seorang anak maka semakin menurun juga partisipasi anak untuk
mengikuti pendidikansesuai dengan jenjangnya. Seharusnya pemeintah
menggalakkan pendidikan 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah

pusat.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua
lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah
dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat
kesehatan yang lebih baik. Pencapaian pelayanan bidang kesehatan ini

dipengaruhi beberapa indikator sebagai berikut:
a. Rasio Posyandu Per-Satuan Balita

Dalam wupaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan

kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status
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gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau
ditingkatkan perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini :

Tabel 2.24
Rasio Posyandu Per-Satuan Balita

Kabuiaten Aceh Sinikil Tahun 2021

1 2 3

1 | Jumlah Posyandu 203
2 Jumlah Balita 14.003
3 Rasio 14,50

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Data menunjukkan bahwa angka rasio posyandu tahun 2021
adalah 14,50 dimana 1 Posyandu melayani 14-15 Balita, hal ini
menunjukkan jumlah posyandu yang sudah memadai di Kabupaten
Aceh Singkil. Rasio posyandu per kecamatan dapatdilihat pada Tabel
2.25 berikut ini :

Tabel 2.25
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4 &

1 | Pulau Banyak 6 522 11,49
2  Simpang Kanan 24 1.304 18,40
3 | Singkil 32 2.172 14,73
4 | Gunung Meriah 55 4.083 13,47
5 | Kota Baharu 10 762 13,12
6 | Singkil Utara 16 1.189 13,46
7 | Danau Paris 20 883 22,65
8  Suro Makmur 15 1250 12,00
9 | Singkohor 8 708 11,30
10 Kuala Baru 4 290 13,79
11  Pulau Banyak Barat 4 354 11,30
12 Kuta Tinggi 9 485 18,56

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa rasio tertinggi jumlah posyandu
yang telah di bagi dengan jumlah bayi berdasarkan kecamatan terdapat di
Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Danau Paris dengan rasio 1
posyandu melayani 23 bayi dan 1 posyandu melayani 19 bayi. Dari jumlah
posyandu telah mencukupi sehingga perlu difokuskan peningkatan kualitas

layanan.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2017-2021
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pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan
perkembangan yang cukup signifikan dikarenakan fasilitas kesehatan cukup
memadai hal ini dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini :

Tabel 2.26
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-Satuan Penduduk

Kabuiaten Aceh Sinikil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7

1  Jumlah Puskesmas 12 12 12 12 12

2 Jumlah Poliklinik 17 12 12 12 12

3 | Jumlah Pustu 27 27 27 27 27

4  Jumlah Penduduk 119.489 121.681 124.468 126.514 129.333

5 Rasio Puskesmas Per- 0,1004 0,0986 0,0986 0,0949 0,0928
Satuan Penduduk

6 Rasio Poliklinik Per-Satuan 0,1423 0,0986 0,0986 0,0949 0,0928
Penduduk

7 < Rasio Pustu Per-Satuan 0,2260 0,2219 0,2219 0,2134 0,2088
Penduduk

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021
memiliki rasio puskesmas per 1.000 penduduk sebesar 0,0928 yang artinya
100.000 ribu penduduk akan dilayani oleh 9,28, ini menunjukkan bahwa
puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil telah memenuhi konsep wilayah kerja
puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas
rata-rata 11.000 penduduk. Sedangkan untuk jumlah pustu di Kabupaten
Aceh Singkil tahun 2021 sebanyak 27pustu yang menandakan bahwa untuk
1 puskesmas dibantu oleh 2 pustu. Rasio pustu di Kabupaten Aceh Singkil
tahun 2021 per 1000 penduduk sebesar 0,2088 yang artinya 10.000 ribu
penduduk akan dilayani oleh 2,088 pustu. Data rasio puskesmas dan pustu
untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut ini :

Tabel 2.27
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Kabupaten Aceh SinikilT ahun 2017-2021

Rumah Sakit Umum 1 1 1 1 1
Pemerintah

2 Rumah Sakit Jiwa/Paru dan - - - = =
Penyakit Khusus Lainnya Milik

Pemerintah
3  Rumah Sakit AD/AU/AL/Polri - - - - -
4  Jumlah Seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1 1
5  Jumlah Penduduk 119.490 121.681 124.468 126.514 129.333
6  Rasio 0,0084 0,0082 0,0080 0,00079 0,00077

Sumber :Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Aceh Singkil hanya terdapat satu

rumah sakit daerah sedangkan rumah sakit swasta belum tersedia, tentunya
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hal itu tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap layanan
kesehatan, namun yang harus menjadi perhatian adalah peningkatan
sumber daya manusia seperti dokter spesialis yang cukup, fasilitas
kesehatan yang memadai sehingga layanan dapat diberikan secara optimal.
Selain itu juga dapat dilakukan dengan peningkatan status layanan yang
ada di puskesmas menjadi rawat inap dengan ketersediaan sarana
pendukung sesuai dengan standar puskesmas sehingga lebih memudahkan
masyarakat untuk menjangkau layanan kesehatan terdekat.Untuk
mendukung layanan kesehatan juga perlu diperhatikan ketersedian dokter
dan tenaga medis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini :
Tabel 2.28

Jumlah Dokter Dan Tenaga Kesehatan Per-Satuan Penduduk
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 & 6 7

1 Jumlah Dokter 26 53 51 42 50

2 Jumlah Tenaga Medis 440 723 775 1066 1116
3 Jumlah Penduduk 119.489 121.681 124.100 126.514 129.333
4 Rasio Dokter 0,2176 0,4356 0,4110 0,3320 3,8660
5 Rasio Tenaga Medis 3,6823 5,9418 6,2450 8,4259 8,6289

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa ketersedian dokter, jumlah tenaga
medis setiap tahunnya mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2021
tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.
Berdasarkan jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Aceh Singkil apa
bila dibandingan dengan rasiol:5000 sesuai dengan standar BPJS maka
jumlah dokter di Kabupaten Aceh Singkil sudah memenuhi tingkat rasio ,
tetapi berdasarkan kapasitas dan intensitas masyarakat yang memerlukan
pelayanan kesehatan maka masih diperlukan penambahan dokter
umum,dokter spesialis, dokter gigi dan tenaga medis untuk ditempatkan
wilayah kecamatan. Rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada
tabel 2.29 berikut :

Tabel 2.29
Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk

KabupatenAceh SinikilT ahun 2017-2021

1 2 3 4 ) 6 7
1 Rasio Dokter Per-Satuan 0,2176 0,4356 0,4110 0,332 0,386
Penduduk
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
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Tabel diatas menjelaskan bahwa rasio dokter pada tahun 2021
dibandingkan dengan jumlah penduduk dapat diperoleh data 0,386 artinya
pada tahun 2021 ada 3,86 orang dokter menangani 10.000 penduduk
sedangkan standar dari BPJS idealnya 1 dokter menangani 5000 pasien
dalam satu wilayah. Untuk itu diperlukan upaya pemerataan penempatan
tenaga medis serta melakukan penambahan dokter spesialis dan dokter gigi
agar terjadinya peningkatan kesehatan masyarakat yang merata. Sedangkan
rasiotenaga medis per-satuan penduduk di Kabupaten Aceh Singkil tahun
2021 sebesar 8,6289 orang tenaga medismelayani 1.000 penduduk dan di
tahun 2020 adalah 8,4259 orang tenaga medismelayani 1.000 penduduk.
Rasio tenaga medis tersebut untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.30
berikut.

Tabel 2.30
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Aceh SingkilTahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Rasio Tenaga Medis Per- 3,6823 5,9418 6,2450 8,4259 8,6289
Satuan Penduduk
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

c. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal
sebelum mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per
1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKABA) juga merupakan
salah satu indikator penting karena memberikan gambaran peluang
terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai
umur 5 tahun dan merupakan salah satu target SDGs. Sedangkan Angka
Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat

kesehatan perempuan.

Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah
ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5
meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai adalah
mengurangi resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan
Angka Kematian Ibu (AKI) telah menunjukkan penurunan dari waktu ke
waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan
pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras

yang terus menerus.
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Adapun tabel dibawah ini disajikan untuk melihat penanganan
pertolongan terhadap ibu hamil ditangani oleh tenaga yang berkompeten,
pada tahun 2018 yaitu sekitar 82,5%, mengalami penurunan menjadi
77,68% pada tahun 2019, namun pada 2020 naik menjadi 104 % dan
mengalami kenaikan pada tahun 221 sebesar 105 %, untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Cakupan Komplikasi kebidanan Yang Ditangani

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
i_ 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah ibu dengan 598 594 442 757 698
komplikasi kebidanan disatu
wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama
Persentase cakupan komplikasi 81,6 82,5 77,68 104 105
kebinan yang ditangani
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

d. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil
menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor
yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian
yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul yakni pendarahan,
keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi.
Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting. Misalnya,
pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar belakang pendidikan,
sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga
berpengaruh. Kaum lelaki pun dituntut harus berupaya ikut aktif dalam

segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab.

Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah
ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya
perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu,
pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu
diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari
masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan
ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.
Data kunjungan ibu hamil, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan,

untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut ini.

80




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Tabel 2.32
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Yang Ditolong Tenaga
Kesehatan Menurut Kecamatan, Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5
2017  Pulau Banyak 140 133 55
Simpang Kanan 462 441 327
Singkil 581 555 357
Gunung Meriah 1093 1043 747
Kota Baharu 204 195 169
Singkil Utara 318 304 266
Danau Paris 236 226 134
Suro Makmur 270 257 210
Singkohor 189 181 166
Kuala Baru 77 74 58
Pulau Banyak Barat 95 90 61
Jumlah 3665 3499 2550
2018  Pulau Banyak 138 132 89
Simpang Kanan 445 433 308
Singkil 574 548 329
Gunung Meriah 1080 1031 670
Kota Baharu 202 193 172
Singkil Utara 302 288 216
Danau Paris 233 223 127
Suro Makmur 266 254 214
Singkohor 187 179 171
Kuala Baru 77 73 58
Pulau Banyak Barat 94 89 58
Jumlah 3598 3435 2403
2019  Pulau Banyak 110 100 80
Simpang Kanan 342 335 258
Singkil 470 414 395
Gunung Meriah 816 779 588
Kota Baharu 152 145 128
Singkil Utara 292 243 224
Danau Paris 190 168 142
Suro Makmur 202 193 148
Singkohor 141 135 118
Kuala Baru 59 55 41
Pulau Banyak Barat 71 67 45
Jumlah 2845 2634 2167
2020  Pulau Banyak 139 133 96
Simpang Kanan 451 430 342
Singkil 578 552 407
Gunung Meriah 1086 1037 716
Kota Baharu 203 194 177
Singkil Utara 316 302 245
Danau Paris 235 224 160
Suro Makmur 268 256 209
Singkohor 188 180 149
Kuala Baru 77 74 45
Pulau Banyak Barat 94 90 71
Jumlah 3635 3472 2617
2021  Pulau Banyak 127 121 51
Simpang Kanan 411 393 326
Singkil 527 503 380
Gunung Meriah 991 946 674
Kota Baharu 185 177 182
Singkil Utara 288 275 227
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Danau Paris 214 204 124

Suro Makmur 244 233 195
Singkohor 172 164 135
Kuala Baru 70 67 41
Pulau Banyak Barat 86 82 65
Jumlah 3315 3165 2400

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2021 sebanyak 3.165
pasien ibu bersalin hanya mampu ditangani sebanyak 2.400 ibu bersalin
atau 75,83 persen sedangkan sisanya melakukan penanganan bersalin
diluar daerah atau menggunakan tenaga dukun beranak. Hal ini masih
diperlukan upaya pembinaan dan pembenahan mengingat Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil pernah mendapatkan penghargaan tingkat dunia
terhadap kemitraan bidan dan dukun beranak dalam proses persalinan.
Sedangkan apabila dilihat jumlah kematian ibu pada tahun 2021 mengalami
penurunan dari tahun 2017 dikarenakan program inovasi kemitraan

berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Singkil.
e. Cakupan Kampung Universal Child Immunization (UCI)

Untuk pelayanan kesehatan yang optimal adalah pemberian
imunisasi serta pemeriksaan kesehatan anak secara rutin (penimbangan
rutin di posyandu). Adapun kegiatan imunisasi merupakan salah satu
kegiatan prioritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai
salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai MDGs

khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan kampung binaan Universal
Child Imunization (UCI) dimana setiap kampung minimal 80 % bayi telah
mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pada Tabel dibawah ini dijelaskan
pada tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat 44,83% kampung Universal
Child Imunization (UCI). Pencapaian kampung Universal Child Imunization
(UCI) ini masih sangat rendah dari target yang ditetapkan untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.33
Cakupan Kampung Universal Child Immunization (UCI)

Kabupaten Aceh Sinikil Tahun 2017-2021

Tahun 2017 116 95 81,90
Tahun 2018 116 72 62,07
Tahun 2019 116 72 62,07
Tahun 2020 116 52 44,83
Tahun 2021 116 52 44,83

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

82




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Penyebab utama masih belum tercapainya Universal Child Imunization
(UCI) secara optimal adalah karena jadwal pelayanan tidak teratur dan tidak
sesuai dengan kegiatan masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang manfaat, waktu pemberian imunisasi serta gejala ikutan
imunisasi dan juga karena kondisi sosial ekonomi masyarkat ikut
mempengaruhi rendahnya pencapaian Universal Child Imunization (UCI)

Kampung.

f. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Berdasarkan data mengenai cakupan balita gizi buruk yang mendapat
perawatan di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020 ditemukan balita yang
mengalami gizi buruk sebanyak 4 kasus balita serta tahun 2021 ditemukan
sebanyak 3 kasus balita gizi buruk dan jumlah seluruh balita gizi buruk
yang ditemukan tersebut dapat ditangani. Data cakupan balita gizi buruk
yang mendapat perawatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel 2.34
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
i_ 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah Balita Gizi Buruk Yang 3 3 8 4 3
Mendapat Perawatan

2 Jumlah Seluruh Balita Gizi 3 3 8 4 3

Buruk Yang Ditemukan
Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk 100% 100% 100% 100% 100%
Yang Mendapat Perawatan
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
Faktor penyebab terjadinyan gizi buruk terhadap bayi bukan hanya
disebabkan oleh layanan kesehatan tetapi bisa juga disebabkan oleh pola
hidup ibu ketika dalam proses kehamilan sehingga perlu melakukan upaya

pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan instansi terkait sehingga

persoalan gizi buruk di Aceh Singkil dapat dihilangkan.

g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru
dan DBD

Angka kesakitan Kabupaten Aceh Singkil disajikan disini berdasarkan
data hasil puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Aceh Singkil. Angka
keluhan kesehatan sakit yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun
2021 tertinggi yaitu Diare 791 kasus diikuti oleh TB Paru 72 kasus,
demikian juga halnya tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 kasus Diare masih
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mendominasi angka keluhan kesehatan sakit di wilayah Kabupaten Aceh
Singkil. Sedangkan TB Paru terjadi fluktuasi dimana tahun 2017 menjadi
135 kasus, tahun 2018 sebanyak 95 kasus, 2019 sebanyak 208 kasus, dan
2020 sebanyak 133 kasus, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut

ini.

Tabel 2.35
Sebelas Jenis Penyakit Yang Terjadi
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 Polio - - - - -

2 TB Paru 135 95 208 133 72
3 HIV - - 4 - -

4 AIDS 1 1 4 2 -

5 Diare 3.226 3.285 3.351 3416 791
6 Kusta PB - - - - -

7 Kusta MB 3 - 2 - -

8 Campak - - - - -

9 DBD 11 57 186 26 30
10 Malaria 1 3 2 - 3
11 Filariasis 24 25 0 - -

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Tingginya Angka Diare dan TB Parum Malaria dan DBD di Kabupaten
Aceh Singkil ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang belum bersih
dan sehat dan juga disebabkan faktor bencana banjir yang melanda di
wilayah Aceh Singkil.
h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin

Jumlah masyarakat miskin yang masih tinggi di Kabupaten Aceh
Singkil tentunya mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan masyarakat
miskin, aspek pelayanan rujukan juga harus menjadi perhatian yang serius
bagi pemerintah daerah. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin dapat dilihat tabel 2.36:

Tabel 2.36
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1 Kunjungan Pasien Miskin 11.571 15.713 14.667 14.481 14.531
Disarana Kesehatan Strata 1
2 Jumlah Seluruh Penduduk 78.400 62.730 26.270 25.740 25.660
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan 14,76% 25,05% 55,83% 56,26% 56,63%
Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin
Sumber : Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
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Berdasarkan data diatas jumlah Seluruh Penduduk Miskin pada
tahun 2018 sebesar 25.740 dan tahun 2018 berjumlah 25.660 artinya ada
penurunan jumlah penduduk miskin. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan
tentunya senantiasa terus dilaksanakan untuk mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat miskin dan tidak kalah pentingnya peningkatan

kualitas layanan kesehatan.

i. Cakupan Kunjungan Bayi

Menentukan kualitas layanan kesehatan di pengaruhi banyak faktor
salah satunya adalah mengenai kunjungan bayi yang dapat dilihat pada
tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37
Cakupan Kunjungan Bayi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pulau Banyak | Pulau Banyak 78 95,1 115 100 146 116,8 159 125,2 64 56
Simpang Simpang 237 60,6 360 100 286 69,9 154 48,7 238 83
Kanan Kanan
Singkil Singkil 485 96,8 505 100 378 72,7 300 56,9 394 82
Gunung Gunung 748 79,5 823 100 610 62,3 379 38,3 672 75
Meriah Meriah
Kota Baharu Kota Baharu 160 90,9 172 100 159 86,9 166 90,2 181 99
Singkil Utara Singkil Utara 163 59,5 329 100 271 97,8 205 70,9 224 85
Danau Paris Danau Paris 144 70,9 140 100 163 76,9 171 79,5 124 64
Suro Makmur = Suro Makmur 173 74,6 175 100 146 60,6 86 35,2 191 86
Singkohor Singkohor 144 88,3 169 100 160 97,0 127 73,8 133 85
Kuala Baru Kuala Baru 38 56,7 42 100 58 84,1 45 64,3 42 66
Pulau Banyak @ Pulau Banyak 29 24,2 75 100 51 58,6 55 64,7 65 83
Barat Barat
Simpang Kuta Tinggi 58 61,1 88 100
Kanan

Jumlah 2.399 76,2 2.905 100 2.428 74,3 1905 57,7 2.416 @ 79,75

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah kunjungan bayi terhadap puskesmas
pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 2.416 kunjungan bayi atau sebesar
79,75% dari jumlah bayi sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 1.905 bayi
atau sebesar 57,7% dari jumlah bayi artinya ada tren peningkatanjumlah
kunjungan bayi dalam dua tahun terakhir hal ini bisa saja dipengaruhi
mengenai besaran bayi pada tahun dimaksud atau memang disebabkan

faktor lain.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial di

Kabupaten Aceh Singkil yang menunjukkan kecenderungan meningkat
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dalam tahun-tahun terakhir ini perlu diimbangi dengan pembangunan
infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal
yang harus perhatikan dan menjadi prioritas adalah menyangkut
penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan
jembatan. Dari data yang terbaru Kabupaten ini memiliki panjang jalan
395,01 kilometer dengan banyak ruas mencapai 314 ruas, yang tersebar
pada 11 kecamatan dengan rincian sebagaimana di maksud pada Tabel 2.38

berikut ini.

Tabel 2.38
Data Panjang Jalan Kabupaten Aceh SingkilTahun 2021

1 2 3 4 5
1 Pulau Banyak 23 7,26 1,84
2 Simpang Kanan 30 46,71 11,83
3 Singkil 56 61,45 15,56
4 Gunung Meriah 102 111,67 28,27
5 Kota Baharu 11 33,71 8,53
6 Singkil Utara 23 25,33 6,41
7 Danau Paris 9 34,75 8,80
8 Suro Makmur 12 21,42 5,42
9 Singkohor 21 38,47 9,74
10 @ Kuala Baru 6 3,69 0,93
11  Pulau Banyak Barat 21 10,55 2,67

Jumlah 314 395,01 100

Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

Kondisi jalan negara yang melintasi Kabupaten Aceh Singkil, dengan
total panjang jalan 137,20 Km dengan kondisi mantap 80% . Untuk kondisi
jalan provinsi sepanjangl02,62 km di Kabupaten Aceh Singkil kondisi
mantap sebesar 60%, dan sisanya secara umum dalam kondisi rusak
ringan/berat dan memerlukan perawatan. Sedangkan untuk kondisi jalan
kabupaten sepanjang 395,01km yang terbagi pada 11 (sebelas) kecamatan
ini masih memerlukan penanganan yang serius. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada Tabel 2.39 berikut ini.

Tabel 2.39
Ruas Jalan Kabupaten Aceh Sinikil Tahun 2021
1 Negara 137,20 80,00% Mantap
2 Provinsi 102,62 60,00% Mantap
3 Kabupaten (yang memiliki nomor 395,01 65,05% Mantap

ruas jalan)
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil Tahun 2022
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b. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan
pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,
pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu
jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi
kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat,

kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan fungsi
layanan suatu Daerah Irigasi dilakukan melalui Program Integrated
Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)
yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem
irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan
kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya

swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang
saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian yang dalam hal ini
merupakan luas areal irigasi permukaan.

Tabel 2.40

Data Irigasi Sesuai Dengan RTRW Aceh Singkil
Di KabupatenAceh Singkil Tahun 2021

1 5
Simpang Kanan 54,96
Gunung Meriah 43,36
Lae Balno 10,13
Sintuban Makmur 249,06
Bulusema 37,62
Teluk Nibung 20,53
Jumlah 415,66

Sumber : RTRW Aceh Singkil

c. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan di
perkotaan dan perkampungan Kabupaten Aceh Singkil belum begitu
mendapatkan perhatian dan prioritas. Penanganan masalah limbah masih
terbatas pada tahap konsep penanganan dan belum diwujudkan ke dalam

pembangunan fisik. Selain itu, pengelolaan limbah manusia secara
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sistematik belum dilakukan. Penanganan limbah pada tingkat rumah
tangga dilayani melalui jamban dengan tangki septik, sedangkan
masyarakat yang tidak memiliki jamban menggunakan tempat pembuangan
limbah tradisionil seperti sungai, saluran drainase kota, dan lain-lain.
Ketika jumlah penduduk masih sedikit, maka dayadukung lingkungan
masih mampu melalukan pembersihan sendiri (self purification)) namun
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan debit limbah cair
yang dihasilkan maka diperlukan metode pengelolaan sehingga yang

terbuang pada lingkungan diharapkan sudah memenuhi syarat.

Pada umumnya masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil
menggunakan dua sistem yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan.
Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah
dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk septic
tank. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem
gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah
(septic tank). Pemerintah belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT). Pemerintah telah memiliki 1 unit mobil penyedot dan pengangkut

tinja.

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per-Satuan Penduduk

Sampah yang dihasilkan di Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari
sampah yang berasal dari domestik dan non domestik. Sampah yang
berasal dari domestik ditampung pada tempat penampungan sementara
yang berupa bak-bak sampah yang selanjutnya diangkut oleh truk
sampah (dump truck) menuju ke tempat pembuangan akhir yang berada

di Kampung Baru dengan sistem “open dumping”.

Saat ini sarana persampahan yang terdapat di Kabupaten Aceh
Singkil masih jauh dari cukup untuk melayani produksi sampah Kabupaten
Aceh Singkil. Kondisi pelayanan sarana persampahan yang ada hampir
sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di kawasan pusat
kota saja. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana persampahan untuk lebih
jelas dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41

Sarana dan Prasarana Sampah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4
1 Singkil Jumlah TPS/Drum 500

88




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Jumlah TPS/Bak
Jumlah TPS/Gerobak Sampah 4
Jumlah TPS/Container 3
Mobil Pick Up -
Truck 2
2 Gunung Meriah Jumlah TPS/Drum 10
Jumlah TPS/Bak 3
Jumlah TPS/Gerobak Sampah -
Mobil Pick Up -
Truck -
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sarana prasarana
pendukung pengelolaan sampah belum memadai di Kabupaten Aceh Singkil
hal ini ditandai dengan baru adanya fasilitas di 2 (dua) Kecamatan yaitu

Kecamatan Singkil dan Gunung Meriah.

Selanjutnya berbagai sarana lainnya dalam persampahan dapat

dilihat pada Tabel 2.42 berikut ini

Tabel 2.42
Sarana Lainnya Dalam Persampahan

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3
1 Tempat Pengolahan Akhir
- Lokasi - TPA Lae ijuk, Singkil Utara
- Sistim yang digunakan - | Sanitary Landfill
- Jarak dari Kota, Luas dan - 22 KM, 6 Ha dan Hibah
Status TPA
- Volume sampah yang masuk ke - 13.867
TPA
- Alat Berat -  Ada
2 Fasilitas Pendukung
- | Ketersediaan instalasi - Ada
pengolahan air limbah
(leachate)
- Sumur Pantau - | Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2021

Permasalahan dibidang sampah antara lain adalah minimnya sistem
perencanaan persampahan termasuk database persampahan. Database ini
tentunya sangat berguna bagi pemerintah dalam wupaya melakukan
penyelesaian terhadap permasalahan sampah. Kemudian sarana dan
prasarana sampah belum mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan
persampahan yang baik. Lokasi TPA misalnya menggunakan model
pengelolaan sampah hanya dengan menggunakan metode open damping
saja, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, pemerintah harus mencari
lokasi baru atau melakukan perluasan lokasi TPA. Artinya life time

penggoperasian TPA tidak begitu lama.

89



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

e. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Dan Roda Dua.

Dari keseluruhan kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan
Kuala Baru belum bisa akses kendaraan roda empat dan roda dua, karena
keterisoliran daerah. Beberapa tahun anggaran sudah dilaksanakan untuk
menembus jalan ke Kecamatan Kuala Baru, diharapkan pada tahun 2017
jalan tersebut telah terlaksana sehingga keterisoliran daerah dapat teratasi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut ini.

Tabel 2.43
Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (KM)

Tahun 2019-2021
|

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 Jenis
Permukaan
a. Diaspal 75,00 75,00 75,00 44,35 44,35 44,35 239,54 239,54 239,54
b. Kerikil 2,00 2,00 2,00 102,94 102,94 102,94
c. Tanah 30,00 30,00 30,00 37,25 37,25 37,25
d. Tidak Dirinci 15,27 15,27 15,27
Jumlah 75,00 75,00 75,00 76,35 76,35 76,35 395,00 395,00 395,00
2 Kondisi Jalan
a. Baik 75,00 75,00 75,00 44,35 44,35 44,35 239,54 239,54 239,54
b. Sedang 45,64 45,64 45,64
c. Rusak 10,67 10,67 10,67 75,32 75,32 75,32
d. Rusak Berat 21,33 21,33 21,33 34,50 34,50 34,50
Jumlah 75,00 75,00 75,00 76,35 76,35 76,35 395,00 395,00 395,00
3 Kelas Jalan
a. Kelas I
b. Kelas II
c. Kelas III 75,00 75,00 75,00 76,35 76,35 76,35 239,54 239,54 239,54

d. Kelas IIT A
e. Kelas III B
f. Kelas III C

g. Kelas tidak 155,46 155,46 155,46
dirinci
Jumlah 75,00 75,00 75,00 76,35 76,35 76,35 395,00 395,00 395,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

f. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)

Panjang Jalan yang memiliki trotoar hanya pada jalan utama
yaitu Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili yang merupakan Ibukota
Kabupaten. Panjang jalannya sekitar 800 Meter. Untuk saluran drainase
pembuangan air yang ada hanya beberapa saluran saja. Hal ini belum
cukup mengingat seringnya Kabupaten Aceh Singkil mengalami musibah

banjir yang rutin melanda tiap tahun.

g. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat

Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai

serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau
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membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan
dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari
saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain),
saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan
air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai
bangunan lainnya seperti gorong- gorong, jembatan air (aquaduct), pelimpah,
pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Dalam rangka
pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan peningkatantaraf
hidup masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, penanganan drainase
merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan.
Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah
mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang

potensial.

Pembangunan rencana sistem drainase saat ini antara lain belum
memadainya jaringan drainase baik dalam jumlah maupun kapasitas.
Sistem drainase eksisting baru mencakup sebagian kecil dari daerah
pelayanan dan sebagian besar berada di daerah pusat-pusatkegiatan saja.
Dapat dikatakan banyak terdapat fungsi saluran drainase yang masih
digunakan bersama-sama dengan sistem penyaluran air limbah baik
domestik maupun industri (sistem tercampur) sehingga terjadi penurunan
kapasitas aliran pada saat musim hujan. Rencana pengembangan prasarana
drainase disesuaikan dengan tingkat perkembangan kawasan terbangun
dan prasarana jalannya serta terintegrasi dengan pengendalian banjir dan

program perbaikan jalan.

Perencanaan sistem drainase di Kabupaten Aceh Singkil meliputi
pembuatan sistem saluran primer, sekunder, dan tersier (kawasan
permukiman), rehabilitasi saluran yang kondisinya buruk, dan pemasangan
pintu-pintu air. Saluran pembuangan air yang direncanakan adalah saluran
sekunder serta alur-alur sungai lainnya. Saluran drainase primer
mengikuti jalan utama (arteri primer, arteri sekunder dan kolektor
primer), sedangkan saluran drainase sekunder mengikuti jalan kolektor
sekunder dan jalan lokal, sementara saluran drainase tersier mengikuti
jalan lingkungan permukiman penduduk. Sementara itu, untuk kondisi

drainase di Kabupaten Aceh Singkil saat ini khususnya di Kecamatan
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Singkil yang merupakan pusat perkantoran dan perdagangan hampir semua

drainase rampung dikerjakan pada tahun 2016 yang lalu.

h. Lingkungan Pemukiman

Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil 1.857.88 Km? telah
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan oleh 128.384 jiwa
penduduk. Dilihat dari tata guna pemanfaatan lahan (wilayah) yang ada,
peruntukan untuk kebutuhan pemukiman sangat menonjol, yaitu sekitar
1.268,81 Ha atau sekitar 0,68% dari luas wilayah seluruhnya, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.44

Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Km? % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7
1 Pulau Banyak 15,02 7,32 4.643 3,59% 309,12
2 Simpang Kanan 289,96 0,81 16.634 12,86% 57,37
3 Singkil 135,94 7,66 20.266 15,67% 149,08
4 Gunung Meriah 224,3 12,07 40.622 31,41% 181,11
S5  Kota Baharu 232,69 15,61 6.718 5,19% 28,87
6 Singkil Utara 142,23 11,09 10.640 8,23% 74,81
7  Danau Paris 206,04 6,87 7.735 5,98% 37,54
8 Suro Makmur 127,6 8,59 9.090 7,03% 71,24
9 Singkohor 159,63 12,52 7.269 5,62% 45,54
10  Kuala Baru 45,83 2,47 2.618 2,02% 57,12
11  Pulau Banyak Barat 278,63 15 3.098 2,40% 11,12
Kabupaten Aceh Singkil 1.857 100  129.333 1,00 69,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Singkil Tahun 2022.

i. Perumahan

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil di
Kabupaten Aceh Singkil setiap tahun terjadi peningkatan jumlah
pelanggan.Menurut data dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil,
banyaknya pelanggan air minum menurut jenisnya pada tahun 2017-2021
dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45
Daftar Pelanggan PDAM Tirta SingkilTahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Sosial 45 46 47 49 61
2 Rumah Tangga 3.761 3.771 3.750 3891 5220
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3 Instansi Pemerintah 104 109 120 4321 154
4 Niaga 37 38 36 40 54
) Industri 11 11 11 12 10
6 Khusus 4 4 4 5 0

Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Singkil dan jumlah penduduk
yang dapat menikmati air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Singkil, maka dapat dilihat bagaimana tingkat pelayanan Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Singkil. Pada tahun 2018 masyarakat yang dapat
menikmati air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil hanya
33,04%, sedangkan Tahun 2019 persentase jumlah penduduk yang
menikmati air bersih sebesar 32,30% sedikit mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 2.46 berikut ini.

Tabel 2.46
Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Singkil

Kabupaten Aceh Sinikil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Penduduk 119.490  121.681 124.468 126514 128.384
2 Penduduk yang 43.327 40.208 40.200 40.264 41.776
menikmati air (jiwa)
Persentase (%) 36,26 33,04 32,30 31,83 32,54

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2022

Persoalan terjadinya penurunan penduduk yang menikmati air bersih
ini harus menjadi perhatikan khusus PDAM Aceh Singkil dan segera

diselesaikan.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Aceh Singkil
pada Tahun 2020 adalah 1,0385. Rasio tersebut diperoleh dengan
membandingkan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan
jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Pada
Tahun 2021 rasionya adalah 1,0382 mengalami penurunan dari tahun

2020, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut ini.

Tabel. 2.47
Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Rumah Tangga 23.339 22.395 29.607 35.120 36.273
Pengguna Listrik
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2 Jumlah Seluruh Rumah 27.059 27.555 28.102 33.817 34.938
Tangga
Rasio Rumah Tangga Pengguna 0,8625 0,8127 11,0536 11,0385 11,0382
Listrik
Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka, 2022
Kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil
dipasok oleh 4 (empat) PLTD yang dioperasikan pada 2 (dua) kantor ranting.
Jumlah dan lokasi masing-masing PLTD yaitu Ranting Singkil terdiri dari :
PLTD Pulau Balai, PLTD Kuala Baru dan PLTD Haloban serta Ranting Rimo
dengan PLTD Rimo. Daya yang terpasang dari keseluruhan PLTD adalah
sebesar 38.737.260 KW pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 36.524.210 pada Tahun 2020, jumlah produksi listrik yang
dibangkitkan sebesar 63.839.351 KWh naik bila dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu 60.849.572 pada Tahun 2020. Peningkatan produksi

listrik yang dibangkitkan cukup signifikan.

Jumlah pelanggan listrik dalam wilayah kerja PLN di Kabupaten Aceh
Singkil tahun 2021 adalah 36.273 pelanggan. Kecamatan Gunung Meriah
memiliki jumlah pelanggan yang paling besar yaitu sebanyak 11.698
pelanggan. Sedangkan Kecamatan Pulau Banyak Barat memiliki jumlah

pelanggan yang paling sedikit, jumlahnya hanya mencapai 415 pelanggan.

3. Rumah Layak Huni

Sedangkan Rumah Layak Huni yang ada di Kabupaten Aceh Singkil di
bandingkan jumlah seluruh rumah mempunyai rasio 0,92 pada Tahun 2017
dan pada Tahun 2021 rasionya adalah 0,795. Untuk tahun-tahun
berikutnya Rumah Layak Huni diharapkan terus terjadi peningkatan dalam
rasionya, agar masyarakat dapat tinggal lebih banyak di Rumah Layak Huni.

Jumlah rumah layak huni dapat dilihat padaTabel 2.48 berikut ini.

Tabel 2.48
Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-_ 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Rumah Layak 22.885 22.885 22.953 19.601 22.089

Huni
2 Jumlah Seluruh Rumah 24.727 24.727 @ 24.795  27.770 27.772
3 Rasio Rumah Layak 0,926 0,926 0,926 0,706 0,795

Huni

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2022
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j- Penataan Ruang

1. Bangunan Ber-IMB Per-Satuan Bangunan

Bangunan ber-IMB per-satuan bangunan di Kabupaten Aceh Singkil
mengalami stagnandari tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu sebanyak 28.
Indikasi ini disebabkan masih banyaknya bangunan-bangunan yang
didirikan tidak melakukan pengurusan perizinan. Masih banyaknya
bangunan-bangunan yang didirikan secara liar ini memerlukan pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan
bangunan baik yang dibangun oleh perseorangan atau badan. Rasio
bangunan yang ber-IMB per satuan bangunan Kabupaten Aceh Singkil
dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut ini.

Tabel 2.49
Rasio Bangunan Ber-IMB Per-Satuan Bangunan

Kabupaten Aceh Sinikil Tahun 2017-2021 ‘

1 2 3 4 5 6 7

1 Rasio Bangunan Ber-IMB Per- 28 28 28 28 28
Satuan Bangunan

Sumber : Dinas PUPR Aceh Singkil Tahun 2022.

Penyelenggaran pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil
harus memperhatikan tata ruang dan aspek lingkungan melalui IMB,
rendahnya capaian IMB Kabupaten Aceh Singkil berdampak tidak baik
terhadap tata bangunan yang ada. Untuk itu perlu diupayakan yang optimal
untuk memastikan IMB dapat terealisasi dengan baik berdasarkan

pertumbuhan bangunan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.3.1.4. Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten (RPJPK)

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat
memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan
pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan
pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk
melaksanakan perencanaan dan pembangunan partisipatif tersebut akan
terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan
daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) adalah
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dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

(RPJMK) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Kabupaten Aceh Singkil telah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Qanun
Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005 - 2025.

b. Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten (RPJMK)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK)
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode S (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) merupakan
penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), program lintas Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK), program kewilayahan, rencana kerja dalam
kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh
Singkil pada periode Tahun 2017-2022 telah disusun dan ditetapkan dengan
Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022. Serta telah dilakukan
perubahan yang kedua melalui Qanun ini karena adanya perubahan
Perangkat daerah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 251,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

c. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK)
Daerah akan sangat sulit melaksanakan kewajiban mengelola dan
melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya rencana kegiatan yang

disusun secara cermat dan komprehensif. Penyusunan rencana dimaksud
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harus mampu mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara runtun
dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang
berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) menjadi suatu
keharusan bagi daerah. Sinergi pelaksanaan pembangunan daerah yang
berkualitas, memerlukan peran serta dan partisipasi berbagai pihak
pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Singkil sehingga memiliki arti
yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program
pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)
Aceh Singkil Tahun 2020-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Aceh Singkil, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.50;

Tabel 2.50
RKPK Yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tahun 2017-2021
~No  NomordanTahun ~ Uralan

1 2 3

1 11 Tahun 2017 Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2018

2 20 Tahun 2018 Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2019

3 45 Tahun 2019 Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2020

4 24 Tahun 2020 Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2021

) 22 Tahun 2021 Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2022

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkilyang akan
dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagai acuan
untuk melaksanakan rencana kerja pada setiap tahun disusun dengan
harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral
dalam pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK) Aceh Singkil berdasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar
pemerintah daerah yang merupakan analisis usulan dari Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK). Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2017
sampai dengan Tahun 2021Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil dengan Peraturan
Bupati Aceh Singkil.
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2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintah

2.1.3.2.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disebut dengan
BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah
kendali pemerintah daerah ditetapkan dengan Qanun Aceh Singkil nomor
4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Untuk  melaksanakan  tugas tersebut Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan
urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang
Perencanaan dan Pembangunan Daerah; pengkoordinasian Perencanaan
Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan
prasarana, dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBA dan APBN;
penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di

Daerah; dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil;
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Aceh Singkil; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK); melaksanakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi
Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten;
mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam
bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim
Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) untuk bahan penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim
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Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah.

A. Tersediannya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat
dengan RPJP Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 yang ditetapkan dengan
Qanun Aceh Singkil nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil periode tahun 2005-2025 yang
diundangkan pada tanggal 31 Januari 2011, Visi Kabupataten Aceh Singkil
dalam RPJP Kabupaten Aceh Singkil 2005 — 2025 adalah “ Terwujudnya
Ekonomi Daerah Yang Tangguh, Menuju Masyarakat Maju, Sejahtera

Dan Bermartabat, Berlandaskan Nilai-Nilai Islami”

Penjabaran terhadap rekomendasi visi tersebut antara lain:

a. Terwujudnya ekonomi Daerah yang tangguh artinya daerah memiliki
beberapa komoditas unggulan yang mempunyai kemampuan
untuk berkompetisi baik ditingkat regional, nasional maupun global;

b. Maju memberikan arti bahwa masyarakat Aceh Singkil berkembang
di segala sektor;

c. Sejahtera memberikan arti bahwa masyarakat Aceh Singkil yang
makmur di bidang perekonomian, berpenghasilan cukup, memiliki
lapangan kerja yang luas dan layak, tingkat pengangguran kecil,
terbebas dari kemiskinan, keterisoliran, ketertinggalan dan memiliki
rasa kepedulian yang tinggi;

d. Bermartabat memberikan arti bahwa masyarakat Aceh Singkil
yang bebas dari ketergantungan dalam makna mampu bersaing,
memiliki kreativitas yang tinggi, masyarakat yang memiliki
kemampuan inovasi yang tinggi, bebas dari berbagai pengaruh dan
ancaman, mampu mengatasi permasalahan dan tantangan dalam
segala sendi-sendi kehidupan;

e. Berlandaskan nilai-nilai islami memberikan makna bahwa
masyarakat Kabupaten Aceh Singkil adalah masyarakat yang taat
menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Rasul-
Nya, taat kepada wulama, dan patuh kepada pemimpin yang
berkuasa, beramal sholeh, berakhlak mulia, saling hormat

menghormati dan hidup berdasarkan ridha Allah SWT.
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Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Aceh
Singkil masa depan ditetapkan misi pembangunan pembangunan daerah
sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat/SDM yang berkualitas yang
ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

2. Mewujudkan perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang
berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan,
berbasis pengetahuan dan akhlakul karimabh;

3. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama
sektor economic base yaitu sektor pertanian dan industri
pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan
memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing;

4. Meningkatkan seluruh sumber daya sektor-sektor unggulan lainnya
yaitu industri dan pariwisata;

5. Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang kondusif, demokratis
berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan
menguasai IPTEK;

6. Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi
dan kemiskinan;

7. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang islami.

Untuk merealisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap
akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Kabupaten
Aceh Singkil periode 2017 - 2022 ditetapkan dengan Qanun Aceh
Singkil Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Singkil periode tahun 2017-2022 yang
diundangkan pada tanggal 30 Januari 2018 dan dijadikan pedoman
dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala
Daerah terpilih. Visi Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 2017-2022
adalah ”CERDAS, SEHAT, dan SEJAHTERA?”,
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Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan misi-
misi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2017- 2022 sebagai
berikut:

1. Perbaikan tata kelola pemerintahan;

2. Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis
kearifanlokal;

3. Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan
yang responsif, cepat dan berkualitas merata diseluruhwilayah;

4. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan
kerakyatan;

S. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan
kesejahteraanrakyat;

6. Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif, memiliki
kepastianhukum;

7. Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan

sosial dankemasyarakatan.

C. Tersedianya dokumen perencanaan RPAS tahun 2023-2026 dijadikan
pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah pada masa
tarnsisi.

2.1.3.2.2. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Aparatur Sipil Negara merupakan Sumber Daya Manusia yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah ASN menjadi
pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan daerah. Secara

rinci jumlah ASN di Kabupaten Aceh dapat dilihat pada tabel 2.51:

Tabel 2.51
Jumlah ASN berdasarkan SKPK Aceh Singkil
Tahun 2021
LK PR

1 2 3 4 5
1 Sekretariat Daerah 61 28 89
2 Sekretariat DPRK 16 9 25
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 12 39
4 Dinas Lingkungan Hidup 17 15 32
) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 11 18 29
6 Badan Kesatuan Bangsa,Politik 10 14 24
7 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 15 9 24

Sumber Daya Manusia
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 7 34 41

Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

berencana
9 Dinas Pangan 12 17 29
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10 Badan Penaggulangan Bencana Daerah 29 S 34
11 Inspektorat 40 11 51
12 Dinas Pertanahan 14 9 23
13 Dinas Kesehatan 84 419 503
14 Dinas Perikanan 21 10 31
15 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan 35 19 54
Rakyat
16 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 19 19 38
Dan UKM
17 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Oahraga 23 7 30
18 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 44 21 65
19 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan 76 39 115
Peternakan
20 Dinas Perhubungan 26 7 33
21 Dinas Komunikasi Dan Informatika 16 8 24
22 Dinas Sosial 16 10 26
23 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 16 3 19
24 Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah 19 18 37
25 Dinas perkebunan 15 11 26
26 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 490 783 1273
27 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 16 13 29
28 Rumah Sakit Umum Daerah 67 113 180
29 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 14 14 28
30 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul 24 7 31
Hisbah
31 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 15 S 20
Terpadu Satu pintu
32 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 6 1 7
33 Sekretariat Majelis PendidikancUlama 6 2 8
34 Sekretariat Majelis Adat Aceh 7 6 13
35 Sekretariat Baitul Mall 6 S 11
36 Kecamatan Singkil 19 S 24
37 Kecamatan Singkil Utara 10 S 15
38 Kecamatan Kuala Baru 10 S 15
39 Kecamatan Pulau Banyak 12 2 14
40 Kecamatan Pulau Banyak Barat 7 0 7
41 Kecamatan Gunung Meriah 18 16 34
42 Kecamatan Simpang Kanan 20 15 35
43 Kecamatan Suro Makmur 17 S 22
44 Kecamatan Kuta Baharu 10 4 14
45 Kecamatan Danau Paris 8 9 17
46 Kecamatan Singkohor 18 9 27
Total 1469 1796 3265

Sumber: BKPSDM Aceh Singkil Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa terdapat jumlah
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 3.265
Orang dengan sebaran 1.469 laki-laki dan 1.796 perempuan.
Penyelenggaran pembangunan daerah juga di pengaruhi kualitas pendidikan
sumber daya aparatur yang ada. Rincian jumlah pegawai berdasarkan

kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.52:
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Tabel 2.52
Rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan Tahun 2021

1 2 3 4

1 SD 2 0,06%
2 SMP 16 0,49%
3 SMA 456 13,97%
4 Diploma 648 19,85%
5 S1 2.011 61,59%
6 S2 132 4,04%
7 S3 0 0,00%

Sumber; BKPSDMAceh Singkil 2022

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah pegawai yang terbanyak pada
jenjang pendidikan sarjana berjumlah 2.011 orang dengan persentase
sebesar 61,59 persen dari total jumlah pegawai Sedangkan kualifikasi paling

sedikit yaitu kualifikasi Pendidikan doktor.

2.1.3.2.3. Sekretariat DPRK

Sekretariat DPRK berfungsi membantu para anggota dewan
perwakilan rakyat kabupaten yang dipilih secara langsung oleh masyarakat
yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan penyelenggaran
pembangunan pemerintahan. Jumlah anggota DPRK Aceh Singkil dengan
pertimbangan jumlah penduduk dan wilayah maka terdapat 25 Anggota
DPRK. Perolehan jumlah kursi terbanyak di DPRK Aceh Singkil dari
Partai Golkar kemudian Partai Nasdem, berdasarkan pertimbangan jumlah
masing-masing kursi DPRK maka yang menduduki sebagai ketua dari
Partai Golkar, Wakil Ketua 1 Partai Nasdem dan Wakil Ketua 2 dari Partai
Nanggroe Aceh.

2.1.3.2.4. Perhubungan
A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Berbicara permasalahan transportasi di kota Singkil terdiri dari
Transporasi Darat, Transportasi Laut dan Udara. Arus transportasi darat
dalam hal ini Kabupaten Aceh Singkil mempunyai armada Angkutan Antar
Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit
mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan dan arus penumpang angkutan

umum dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut ini.
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Tabel 2.53
Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum

Kabupaten Aceh SingkilTahun 2017- 2021
-_ Naik Turun

1 2 3 4 5

3 2017 4.570 unit 20.113 Orang 20.113 Orang
4 2018 4.575 unit 20.223 Orang 20.223 Orang
) 2019 4.575 unit 22.169 Orang 22.169 Orang
6 2020 4.500 unit 18.521 Orang 18.521 Orang
7 2021 4.550 unit 20.025 Orang 20.025 Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2022

Berdasarkan data diatas bahwa terjadinya peningkatan jumlah unit
kendaraan setiap tahunnya begitu juga halnya dengan jumlah penumpang.
Penurunan penumpang pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19

serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

B. Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus
dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek
terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara,jaringan trayek antarkota
antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek
perkotaan dan jaringan trayek perkampungan. Trayek adalah lintasan
kendaraan umum untuk pelayanan jasaangkutan orang dengan mobil bus,
yang mempunyai asal dantujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal
tetap maupuntidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari
trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan
orang. Di Kabupaten Aceh Singkil rasio ijin trayek mengalami kenaikan
dimana pada tahun 2016 rasio ijin trayek sebesar 0,000030 dan pada
tahun-tahun selanjutnya tidak ada ijin trayek hinggarasio ijintrayek tidak
ada. Di Kabupaten Aceh Singkil rasio ijin trayek belum ada data yang
tersedia untuk tahun 2017 sampai 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 2.54 berikut ini.

Tabel 2.54
Rasio Ii'in Trayek Di Kabupaten Aceh SingkilTahun 2017-2021
! 2 1 38 | 4 | 5 1 6 | 7 |
1 Jumlah Izin Trayek - - - - -
2 Jumlah Penduduk 119.490 121.681 124.468 126.514 129.333

3 Rasio Izin Trayek - - - - -
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2022
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C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum
yang di impor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan
dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
pengujian dimaksud meliputi:

a. Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis
dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan
bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan
penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang
dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan,
kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil
bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik

kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kabupaten Aceh Singkil, Uji Kir Angkutan Umum terlihat bahwa
jumlah angkutan yang di Uji Kir sangat stabil dimana hampir semua
kendaraan mengikuti Uji Kir setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2021 data
Jumlah Kendaraan yang diuji KIR belum tersedia, jumlah kendaraan pada
tahun 2021 sebanyak 1.175 unit. Jumlah Kendaraan pada tahun 2020
adalah 1.100 Unit kendaraan dan kendaraan yang Diuji adalah sebesar 911
Unit kendaraan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut ini.

Tabel 2.55
Uji Kir Angkutan Umum

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
~ No  Tahun  JumlahKendaraan Kendaraan Yang Diuji

1 2 3 4

2 2017 764 Unit 614 Unit
3 2018 972 Unit 809 Unit
4 2019 N/A 977 Unit
5) 2020 1100 unit 911 unit
6 2021 1175 unit N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera,
sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo
maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/Bandara bisa diartikan
sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang

kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal Bis dapat diartikan
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sebagai prasarana transportasijalan untuk keperluan menurunkan dan
menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan

umuim.

Di Kabupaten Aceh Singkil terdapat Terminal Bis Prasarana
Transportasi bagi penduduk Kabupaten Aceh Singkil juga Pelabuhan Udara
dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kabupaten Aceh
Singkil seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum
Kabupaten Aceh Singkil diatas. Oleh Karena itu penambahan fasilitas
pelabuhan baik udara maupun laut di Kabupaten Aceh Singkil sangatlah
penting pada setiap tahunnya agar penumpang yang menggunakan jasa
pengangkutan merasa aman dan nyaman,jumlah pelabuhan udara, laut dan
terminal dapat dengan jelas dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini.

Tabel 2.56
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis

Kabupaten Aceh SinikilTahun 2017-2021

2
2017
2018
2019
2020
2021
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil Tahun 2022
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E. Rasio Angkutan Darat

Berbicara tentang rasio angkutan penumpang di Kabupaten Aceh
Singkil dalam hal ini angkutan bis maka kita harus melihat jumlah
angkutan darat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dan jumlah penumpang
angkutan tersebut, dimana pada tahun 2020 jumlah angkutan adalah 1.100
unit dan pada tahun 2021 adalah 1.175 wunit. Sedangkan jumlah
penumpang angkutan pada tahun 2020 adalah 3.710 Orangpenumpang dan
pada tahun 2021 adalah 3.800 Orangpenumpang dimana terjadi sedikit
peningkatanpada jumlah penumpang angkutan darat di Kabupaten Aceh

Singkil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini.

Tabel 2.57
Rasio Angkutan Darat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-_ 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 5 6 7 8 9
1 Jumlah Angkutan Darat 45 Unit 45 Unit S50 Unit 1.100 1.175

unit unit
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2 Jumlah Penumpang 3.100 3.134 3.650 3.710 3.800
Angkutan Darat Orang Orang Orang orang orang
Rasio Angkutan Darat 1,45% 1,44% 1,37% 29,65% 30,92%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

F. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di
Kabupaten Aceh Singkil belum cukup baik dimana hampir setengah dari
kendaraan yang ada di Singkil belum memiliki Kir atau tidak melakukan Uji
Kir. Tapi bilaterlihat bahwasanya setiap tahunnya kendaraan yang belum
memiliki Kir semakin berkurang, tetapi pada tahun 2020 dan 2021
persentase Kir diatas 100% yang artinya semua kendaraan yang wajib
uji/memiliki Kir telah memiliki kir, untuk lebih jelas dapat dilihat pada
Tabel 2.58 berikut ini.

Tabel 2.58
Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Angkutan 312 Unit 362 Unit 977 Unit 387 314
Umum Yang Unit Unit
Memilki KIR
2 Jumlah Angkutan 312 Unit 362 Unit N/A 129 134
Umum unit unit
Persentase Kepemilikan 100% 100% - 300% 234%

KIR Angkutan Umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

G. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Aceh
Singkil mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai
untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada
setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian
kelayakan angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena
itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu
kurang lebih 25 menit saja. Adapun pengujian kelayakan angkutan umum
di Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan setiap 180 hari. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut ini.

Tabel 2.59

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7

1 Periode Pengujian 180 180 180 180 180 Hari
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Kelayakan Angkutan Hari Hari Hari Hari
Umum (KIR)
2 Lama Pengujian 25 25 25 25 -
Kelayakan Angkutan = Menit Menit Menit Menit
Umum (KIR)

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

H. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di setiap Kota/Kabupaten
adalah berbeda-beda dimana kebijakan harga tersebut diatur oleh daerah
masing-masing. Untuk Kabupaten Aceh Singkil biaya pengujian kelayakan
angkutan umum tergantung dari jenis dari kendaraan yang ada dimana
biaya ditentukan dari jenis kendaraan yang ada. Bila dilihat dari biaya pada
setiap tahunnya tidak ada penambahan biaya. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan UmumTahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 5 6 7 8 9
1 Rata-Rata Biaya Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 30.000 Rp. -
Pengujian —-70.000 30.000 -
Kelayakan 70.000

Angkutan Umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

I. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu
lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para
pendatang/wisatawan ketika berkunjung disuatu kota/kabupaten. Oleh
karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan
bagi setiap orang. Di Kabupaten Aceh Singkil jumlah rambu-rambu belum
tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya
tersedia diseluruh elemen Kabupaten Aceh Singkil yaitu padatahun 2019
sebesar 0,0016%.Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut ini.

Tabel 2.61
Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2017-2019

-— 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5

1 2 6 7
1  Jumlah Pemasangan 4 Unit 20 Unit 4 Unit O unit 4 unit
Rambu-Rambu
2 | Jumlah Rambu-Rambu 2500 2.500 2.500 2.500 2.500
Yang Seharusnya Tersedia Unit Unit Unit Unit Unit
Persentase Rasio Pemasangan 0,0016 0,008 0,0016 - 0,0016

Rambu-Rambu
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
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2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi
manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara
yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga
limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara
lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan
gejala depresi. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai masalah dengan
lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah
maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah -cair.
Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya

masih sangat minim sekali.
A. Persentase Penanganan Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/dibuang
sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang
tidak/belum memiliki nilai ekonomis.Jenis sampah yang dihasilkan
bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik,
sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-
sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan
manfaat penangan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-
langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang
tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah

sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih dirasa
sangat minim. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan
jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Pada tahun 2020 jumlah sampah yang dapat ditangani sebanyak 5.460M3,
jumlah sampah yang diproduksi 55.540M3 persentasenya adalah sebesar
9,83%untuk tahun 2021 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 5.460M3
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dan jumlah sampah yang diproduksi 55.540M3 persentasenya sebesar

9,83%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut ini.

Tabel 2.62
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2017-2021
iﬁ 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 | Jumlah Sampah Yang 21.888 21.888 3.591 5.460 5.460
Ditangani (M3)
2 | Jumlah Volume Produksi 85.199 137.825 52.285 55.540 55.540
Sampah (M3)
Persentase 25,70% 15,89% 6,87% 9,83% 9,83%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2020

Dari uraian data di atas dapat dilihat persentase penanganan sampah
di Kabupaten Aceh Singkilmengalami fluktuasi serta dua tahun terakhir

mengalami keadaan yang stagnan.

B. Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

Persentase luas pemukiman yang tertata meliputi saluran, jaringan

jalan dan air bersih, dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut ini.

Tabel 2. 63
Persentase Luas Permukiman Yang Tertata
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Luas Area 45.263 Ha 46.736 Ha 47.486 Ha 48.286 Ha 49.096 Ha
Permukiman
Yang Tertata
2 Luas Area 69.562 Ha 70.265 Ha 70.265 Ha 70.265 Ha 70.265 Ha
Permukiman
Keseluruhan
Persentase 65,07% 66,51% 67,58% 68,72% 69,87%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil Data Diolah Tahun 2022

C. Pencemaran Status Mutu Air

Status mutu air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi
cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu
dengan membandingkan terhadap baku mutu air yang ditetapkan. Banyak
cara untuk melakukan penilaian status mutu air pada suatu sumber air,
yaitu diantaranya yang disajikan dalam Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 115/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air,

yaitu dengan metoda Storet dan Metoda Indeks Pencemaran.

Dari hasil kajian status mutu air menunjukkan bahwa sumber-

sumber air pada umumnya masih berstatus tercemar ringan sampai dengan
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memenuhi baku mutunya. Namun khusus untuk ruas-ruas sungai yang
merupakan badan air penampungan untuk kegiatan penduduk, pertanian

ataupun industri pada umumnya telah tercemar sedang sampai berat.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki 2 (dua) sungai besar yang
berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, yakni Lae Cinendang dan Lae
Singkil yang berhulu dari Lawe Alas. Berbagai strategi baik penegakan
hukum ataupun program yang bersifat khusus yaitu seperti program kali
bersih, dan program- program lainnya belum mampu merubah kualitas
air menjadi lebih baik. Berdasarkan strategi pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air untuk kondisi seperti ini perlu dilakukan
program mutu air sasaran yang perlu diprogramkan secara seksama
agar setiap tahapan prosesnya untuk memperbaiki satu tingkat kelas

air diatasnya dapat tercapai.

Pengendalian pencemaran air secara terpadu yang dilakukan dengan
cara optimasi pemanfaatan airnya dengan sistem yang terkoordinasi secara
baik dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai
komitmen tinggi untuk melaksanakan programnya serta pelaksanaan
pengawasan yang tegas untuk mencapai tujuan akhir status mutu air.
Parameter Kualitas Air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah
air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan

biologis.

D. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Untuk Penanganan sampah di Kabupaten Aceh Singkil masih dirasa
sangat minim. Ini dapat dilihat dari Luas TPA sampah yang ada tahun 2018
sampai dengan tahun 2019. Pada pada tahun 2018 luas TPA sampah 6 M3,
Untuk tahun 2019 luas TPA sampah yang ada tetap 8M3, untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut ini.

Tabel 2.64
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per-Satuan Penduduk
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1  Jumlah Tempat 10 10 10 10 10
Pembuangan Sampah (TPS)
2  Jumlah Daya Tampung TPS 6 M3 6 M3 6 M3 6 M3 6 M3
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3  Jumlah Penduduk (jiwa) 119.490 121.681 124.468 125.207 126.514
Rasio TPS terhadap Jumlah 5,02 4,93 4,82 4,92 5,01
Penduduk

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2021

2.1.3.2.6. Pertanahan

A. Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis
Hak Atas Tanah

Jumlah sertifkat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten
Aceh Singkil tiap tahun terus meningkat, jumlah sertifikat terbesar
dikeluarkan pada tahun 2015 - 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada
Tabel 2.65 berikut ini.
Tabel 2.65

Banyaknya tanah bersertifikat Menurut Jenis Hak Atas Tanah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 s.d 2019

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1  Hak Pakai 235 240 240 284 241
2 | Tanah Bersertifikat HGB 203 203 203 204 39
3  Tanah Bersertifikat HGU 18 18 18 21 27
4 | Tanah Bersertifikat Hak 29.997 30.078 30.078 30.212 33.631

Milik
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020
2.1.3.2.7. Kependudukan dan Catatan Sipil
A. Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk Kabupaten Aceh
Singkil dapat dilihatpada Tabel 2.66 berikut ini.
Tabel 2.66

Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah Penduduk Usia >17 61.005 72.033 75.583 78.155 81.040
Tahun Yang ber-KTP

2 Jumlah penduduk usia > 17 81.894 80.125 78.980 80.257 81.828
atau telah menikah
3 Rasio Penduduk Ber-KTP Per- 0,74 0,90 0,957 0,974 0,990

Satuan Penduduk

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Singkil Tahun 2022
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Berdasarkan data diatas masih terdapat 0,010% penduduk aceh
singkil yang belum memiliki KTP dikarenakan blangko KTP merupakan
kirimin dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang

jumlahnya selalu terbatas.

B. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran di Kabupaten Aceh Singkil mengalami
perubahan angka setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel
2.67 berikut ini.

Tabel 2.67

Rasio Bayi Berakta Kelahiran
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017- 20121

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1  Jumlah bayi berakte kelahiran 198 977 2394 3998 4174
2 | Jumlah Kelahiran bayi Hidup Pertahun 2.578 2.398 2.302 2.316 2.424
3  Rasio bayi ber-akta kelahiran 0,08 0,41 1,04 1,73 1,72

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh SingkilTahun 2022

Berdasarkan data diatas terdapat bayi yang lahir telah memiliki akte
kelahiran semua sehingga diperlukan upaya inovasi untuk mempertahankan

rasio tersebut.

C. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Rasio pasangan berakta nikah sebesar 1, artinya setiap pasangan
nikah memiliki akta nikah atau surat nikah yang dikeluarkan oleh

Kementerian Agama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut

ini.
Tabel 2. 68
Rasio Pasangan Berakta Nikah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah pasangan nikah 865 823 808 839 888

berakta nikah
2 Jumlah keseluruhan 865 823 808 839 888

pasangan nikah
3 Rasio pasangan berakta 1 1 1 1 1

nikah
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil Tahun 2022
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D. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17
tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP
adalah berlaku seumur hidup.Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel
2.69 berikut ini.

Tabel 2.69
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017- 2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1  Jumlah penduduk 61.005 72.033 75.583 78.155 81.040
yang memiliki KTP

2  Jumlah penduduk 119.490 121.681 126.996 127.711 129.333

3 Persentase Kemilikan 0,51 56,82 59,52 61,20 62,66
KTP

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan KTP pada
tahun 2020 sebesar 61,20 persen dari jumlah penduduk sebanyak 127.711,
tahun 2021mengalami kenaikan menjadi 62,66 persen dari Total Jumlah

Penduduk sebanyak 129.333.

E. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Akta Kelahiran merupakan surat identitas resmi pertama yang
dipunyai oleh seorang manusia di dunia ini. Akta kelahiran itu dibuat
dengan berpatokan pada surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh
rumah sakit bersalin tempat bayi tersebut dilahirkan. Akta kelahiran
tersebut digunakan sebagai dasar penulisan surat-surat resmi penting yang
lain. Mulai dari [jazah Sekolah, KTP, Pasport, sampai ke Buku Nikah dan
dokumen-dukumen penting lainnya. Sehingga penulisan nama yang benar
di dalam akta kelahiran menjadi sangat krusial sifatnya. Akta dapat kita

peroleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di
Kabupaten Aceh Singkil mencapai angka 73.700, pada tahun 2021
mengalami kenaikan menjadi 77.145. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada
Tabel 2.70 berikut ini.

114



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Tabel 2.70
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-_ 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah penduduk yang 59.408 64.603 69.634 73.700 77.145
memiliki akta kelahiran
2 | Jumlah Penduduk 127.576 126.768 126.996 127.711 129.333
3  Rasio Kepemilikan Akta 465,67 509,62 548,32 577,08 596,48
Kelahiran per 1000 penduduk
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kepemilikan KTP
pada tahun 2021 sebesar 596,48 artinya dari 1000 penduduk kabupaten
aceh singkil, 596 orang telah memiliki KTP.

F. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Aceh Singkil telah
mulai berlaku setelah pergantian KTP Merah Putih yaitu pada tahun 2006.
Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik
atau e-KTP. Pada saat ini 99,00 persen penduduk Kabupaten Aceh Singkil
telah memiliki dan/atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian
penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Aceh Singkil telah
berhasil dengan baik.

2.1.3.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
A. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang
dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan
pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau
orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau
korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan,

persusuan, pengasuhan, seperti suami, istri dan anak bahkan pembantu
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rumah tangga, yang tinggal dalam satu rumah. Ironisnya kasus KDRT sering
ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya,
agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh
negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap
korban serta menindak pelakunya, rasio kekerasan dalam rumah tangga
dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut ini.

Tabel 2.71

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah KDRT 2 4 8 9 2
2 Jumlah RT 26.350 25.381 27.059 27.555 28.102
3 Rasio KDRT 0,000076 0,000158 0,00029 0,00032 0,000071

Sumber: DPBAP2KB Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan
jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara
umum rasio KDRT di Kabupaten Aceh Singkil bisa dikatakan masih sangat
rendah. Tahun 2019rasio KDRT di Kabupaten Aceh Singkil bahkan hanya
angka 0,000071, tahun 2018 sebesar 0,00032, Angka KDRT tertinggi terjadi
pada tahun 2018 yaitu pada angka 0,00032.

B. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per-Keluarga

Gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional selama ini telah berhasil
mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun
keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus
diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum
merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi
pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk
mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus
berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program
Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut

ini.
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Tabel 2.72
Rata-Rata Jumlah Anak Per-Keluarga

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019
-— 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah Anak 16.260 12.222 25.430 43.990 44.856

2 | Jumlah Keluarga 26.350  25.381 13.727 14.210 30.655

3 Rata-rata Jumlah Anak Per- 0,62 0,48 1,85 3,10 1,46
Keluarga

Sumber: DPBAP2KB Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

Secara umum jumlah anak per-keluarga di Kabupaten Aceh Singkil
mencapai 2 anak berkeluarga. Hal ini terlihat pada tahun 2017 jumlah anak
per keluarga di Kabupaten Aceh Singkil terjadi penurunan menjadi 2 anak
per keluarga dan tahun 2018 jumlah anak per keluarga di Kabupaten Aceh
Singkil terjadi kenaikan menjadi 3 anak per keluarga, dan tahun 2019

mengalami penurunan menjadi 2 anak.

Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana Nasional di
Kabupaten Aceh Singkil telah berhasil mendorong peningkatan peran serta

masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

b. Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) dirintis sejak tahun 1951 dan terus
berkembang sehingga terbentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN). Program ini salah satunya bertujuan sebagai penjarangan
kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi dan menciptakan
kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-
usaha perencanaan dan pengendalian penduduk. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.73 berikut ini.

Tabel 2.73
Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019

~ Tahun

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Akseptor KB 1.019 1.978 43.491 7.201 10.317
2 Jumlah Pasangan Usia 19.725 18.862 76.136 8.156 10.358
Subur
3 Rasio Akseptor KB 5,17 10,49 57,12 88,29 99,60

Sumber: DPBAP2KB Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio akseptor Keluarga
Berencana (KB) di Kabupaten Aceh Singkil mengalami peningkatan di setiap

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB)
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Nasional di Kabupaten Aceh Singkil sudah berhasil di terapkan namun

pencapaiannya belum merata.

c. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Aceh Singkil
mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari angka
cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif yang telah mencapai rasio
angka 99,60. Dengan demikian Program Keluarga Berencana (KB) Nasional
telah terlaksana dengan baik di masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut ini.

Tabel 2.74
Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5

1 2017 19.725 1.019 5,17%
2 2018 18.862 1.978 10,49%
3 2019 76.136 43.491 57,12%
4 2020 8.156 7.201 88,29%
5 2021 10.358 10.317 99,60%

Sumber: DPBAP2KB Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2021

Kesadaran Masyarakat untuk menjadi Peserta Keluarga Berencana
(KB) untuk menekan pertumbuhan penduduk sangat tinggi hal ini dapat
dilihat banyaknya penduduk mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
sebagai Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.75 berikut ini.
Tabel 2.75

Jumlah Penduduk Peserta Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5

1 2017 19725 1019 18706
2 2018 18862 1978 16884
3 2019 76136 43491 32645
4 2020 8.156 7.201 955
5 2021 10.358 10.317 41

Sumber: DPBAP2KB Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2021

2.1.3.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sektor Koperasi merupakan sektor yang cukup strategis dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi mengingat bahwa penyebaran jumlah
koperasi di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018 adalah sebanyak 135 unit
dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 135 unit. Koperasi yang ada di

Kabupaten Aceh Singkil bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian,
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industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil
lainnya. Secara umum koperasi Kabupaten Aceh Singkil adalah Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang ditujukan pada
pemenuhan kebutuhan modal usaha bagi usaha kecil menengah dan

pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bawah Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi melakukan upaya-upaya pembinaan untuk
memberikan nilai positif dalam perkembangan perkoperasian Kabupaten
Aceh Singkil khususnya sehingga kemandirian koperasi sebagai pelaku
ekonomi akan membantu pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan
pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga dapat mengurangi tingkat
kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Aceh Singkil. Namun demikian
dalam pelaksanaannya dihadapi berbagai permasalahan diantaranya adalah
masih kurangnya pemahaman anggota koperasi akan manfaat koperasi dan
lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi mengakibatkan

kurang berkembangnya koperasi di Kabupaten Aceh Singkil.

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) juga merupakan salah satu
sektor yang cukup strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
usaha-usaha produktif bagi masyarakat. Namun demikian, sektor ini belum
berkembang secara optimal. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha
yang kurang kondusif masih akan dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM),
seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan
persaingan pasar yang tinggi, terbatasnya akses kepada sumberdaya
produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan, sarana prasarana
serta informasi pasar. Terkait dengan permasalahan tersebut, tantangan
utama ke depan adalah masih rendahnya produktivitas Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang akan mengakibatkan produk dihasilkan kurang
memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan
pasar domestik dan pasar regional bahkan internasional. Masalah daya
saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas
dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian,
tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang

berbasis agro industri, industri kreatif , dan inovasi.

A. Populasi Koperasi
Koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 135 koperasi
yang terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 10 koperasi,
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Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 4 koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU)
sebanyak 32 koperasi, koperasi pariwisata 2 koperasi, koperasi perkebunan
20 koperasi, koperasi perhutanan 2 koperasi, koperasi Perikanan sebanyak
19 koperasi, koperasi pertanian sebanyak 3 koperasi, Koperasi Peternakan
sebanyak 1 koperasi, Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) sebanyak 3
koperasi, Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 11 koperasi, Koperasi Pondok
Pesantren (Koppontren) sebanyak 7 koperasi, Koperasi Angkutan sebanyak 1
koperasi, Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 5 koperasi, koperasi angkatan 2
koperasi, koperasi jasa sebnayak 3 koperasi, koperasi produsen 6 koperasi,

dan Koperasi Konsumen sebanyak 4 koperasi.

B. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kabupaten Aceh Singkil hingga tahun 2018
jumlah koperasi 135, koperasi yang aktif berjumlah 67 sedangkan yang
tidak aktif sebanyak 68 dengan persentase 50,37%. Hal ini mengindikasikan
bahwa koperasi Kabupaten Aceh Singkil masih belum beraktifitas seperti
yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut
ini.

Tabel 2.76
Persentase Koperasi Aktif

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 s.d 2021

2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Koperasi Aktif 113 115 135 136 143
2 Jumlah Koperasi 128 131 135 136 143
3 Persentase (%) 88,28 87,79 100,00 100,00 100,00

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

C. Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah anggota koperasi Kabupaten Aceh Singkil sampai
dengan tahun 2016 sebanyak 7.802 orang, tahun 2017 sebanyak 8.542
orang, tahun 2018 sebanyak 7.906 orang, dan tahun 2019 sebanyak 7.798
orang, dan tahun 2020 sebanyak 7.798. Koperasi yang ada di
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 terdiri dari 4 Kopersi Unit Desa (KUD),
10 Koperasi KPRI dan 122 jenis koperasi lainnya, Tahun 2019 terdiri dari 4
Kopersi Unit Desa (KUD), 10 Koperasi KPRI dan 121 jenis koperasi lainnya,
Tahun 2017 terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 10,
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Tahun 2018 sebanyak 10, Koperasi Unit Desa (KUD) Tahun 2017-2018
sebanyak 4 koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) Tahun 2017-2018
sebanyak 32 koperasi, Koperasi Perkebunan tahun 2017-2018 sebanyak
20 koperasi, koperasi perikanan tahun 2017 sebanyak 19 koperasi tahun
2018 menurun menjadi 18 koperasi. Koperasi Industri dan Kerajinan

(Kopinkra) tahun 2017-2018 sebanyak 3 koperasi.

D. Jumlah Penyebaran BPR/LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/LKM di Kabupaten Aceh
Singkil yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil meningkat tajam. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut ini.

Tabel 2.77
Jumlah Usaha Kecil Menengah Non BPR/LKM

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019
i_ 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah Seluruh UMKM 562 690  2.246 2.330 2.399
2  Jumlah BPR/LKM - - - - -
3 Jumlah UKM Non BPR/ 562 690  2.246 2.330 2.399

LKM

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

E. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah industri kecil dan Menengah di Kabupaten Aceh Singkil pada
tahun 2018 terdapat 410 unit, tahun 2019 menurun menjadi 399 unit.
Kedepannya Pemerintah kabupaten aceh singkil diharapkan untuk dapat
meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah sehungga Perekonomian
masyarakat Kabupaten Aceh Singkil semakin meningkat. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut ini.

Tabel 2.78

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 s.d 2019

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unit Usaha:

a.Industri Kecil dan Menengah Unit 562 690 367 410 399

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020
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2.1.3.2.10. Penanaman Modal

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk
meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang terdiri dari
mesin, pabrik, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang
digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor penentu investasi sangat
tergantung pada situasi dimasa depan yang sulit untuk diramalkan, maka
investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah. Usaha
untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun
tertentu yang digolongkan sebagai investasi, meliputi pengeluaran atau
pembelanjaan untuk:

a. Seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang modal
dan membelanjakan untuk mendirikan industri-industri.

b. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan tempat tinggal.

c. Pertambahan dalam nilai stok barang-barang perusahaan yang

berupa bahan mentah, barang yang belum diproses dan barang jadi.

A. Jumlah Investor/Perusahaan (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam
pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, hal ini terjadi
dalam berbagai bentuk. Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal
permohonan izin investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus
mengalami peningkatan. Akan tetapi untuk investasi Penanaman Modal
Asing (PMA) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak ada
penambahan sama sekali. Hal ini menunjukkan investor Penanaman Modal
Asing (PMA) kurang minat menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh
Singkil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut ini.

Tabel 2.79

Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017- 2021

P A A e FiA— Toml

1 2 S 4 5 6

1 2017 Jumlah Investor Kabupaten Aceh 15 2 17
Singkil

2 2018 Jumlah Investor Kabupaten Aceh 16 2 18
Singkil

3 2019 Jumlah Investor Kabupaten Aceh 16 1 17
Singkil

4 2020 Jumlah Investor Kabupaten Aceh 34 1 35
Singkil

S 2021 Jumlah Investor Kabupaten Aceh 37 1 38
Singkil

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
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B. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja pada
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN)
berupa tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.80 berikut ini.

Tabel 2.80
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017- 2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah Tenaga Kerja Yang 4.021 4.569 5.446 4041 5443
Bekerja pada PMA/PMDN

2  Jumlah seluruh PMA/PMDN 17 18 17 35 38

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 0,00423 0,00394 0,00312 0,00866 0,00698
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

2.1.3.2.11. Kebudayaan

A. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Festival Seni dan budaya ini merupakan salah satu upaya untuk
melestarikan dan mengembangkan, sekaligus untuk memperkenalkan atau
mensosialisasikan kesenian tradisional. Disamping itu penyelenggaraan
festival ini, selain menjadi media hiburan diharapkan juga menjadi ajang
peningkatan kualitas karya seni, melalui kreatifitas dan aktifitas seniman
yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Festival ini juga bisa memberikan nilai
positif bagi perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Aceh Singkil,
oleh karena itu diharapkan penyelenggara dapat mengembangkan
kreativitasnya, sehingga penyelenggaraan Festival ini dari waktu ke waktu

akan semakin atraktif dan bisa menarik wisatawan untuk menikmatinya.

Saat ini Kabupaten Aceh Singkil memiliki 71 jumlah group kesenian
yang menjadi wadah Dberlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini
menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan
berbagai jenis kesenian seperti tarian yang dapat memikat wisata baik dari
lokal maupun dari mancanegara seperti Tarian (Dampeng, Ambe-ambeken,
debus, rebana dan qasidah gambus), Sastra (pantun, syair, hikayat,) dan

Seni Lukis (kaligrafi) serta Dalail Khairat. Adapun jenis alat musik budaya
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Aceh diantaranya Arab, Bangsi Alas, Serune Kale, Rapai Geundrang, Tambo,

Takatok Trieng, Beareguh, Canang dan Celempong.

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami,
bersifat demokratif yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari,
misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari
keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu
dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan
masyarakat. Disini dapat kita lihat penyelenggaraan festival seni budaya dari
tahun 2015 s.d 2019 seperti yang terlihat pada Tabel 2.81 dibawah ini.

Tabel 2.81
Penyelenggara Festival Seni Budaya

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 - 2019

~ Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7
1 Duta Wisata 1 1 1 1 1
2 Pengirim Tim Kesenian Ke LN 1 0 0 0 0
3 Anugerah Budaya 1 1 0 0 0
4 Audisi Paduan Suara GBN 1 1 0 0] 0
5} Festival dan Lomba Karya Seni 0 0 0 0 0
6 Festival Permainan Rakyat 0 0 0 0 0
7 Hari Kesenian Daerah 0 0 0 0 0
8 Festival Rapai Uroeh 0 0 0 0 0
9 Festival Seudati 0 1 0 0 0
10 | Festival Pukak Nungkak 0 0 0 0 0
11  Festival Lomba Seni Lukis 0 0 0 0 0
12 | Festival Lomba Lagu Qasidah 1 0 0 0 0
13  Festival Seni Budaya Islami 0 0 0 0 0
14  Festival Lomba Syiar Budaya Islam 0 0 0 0] 0
15  Festival Seni Budaya Antar Sekolah 0 0 0 0 0
16  Audisi Penyanyi Cilik 0 0 0 0 0
17  Pelatihan Pengembangan Kesenian 0 0 0 0 0
18  Festival Pulau Banyak Internasional 0 0 0 0 1

Jumlah 6 4 1 1 2

Sumber: Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam wilayah Kabupaten
Aceh Singkil terdapat 1 jenis, hal ini masih kurangnya kegiatan kebudayaan

yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud
demikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi
pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
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sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan

kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam
pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya,
bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan
perlu dikelola olehpemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan
peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma
pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis,

akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini akan dapat menunjukkan jumlah dari macam-macam
situs/bangunan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh
Singkil.Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut ini.

Tabel 2.82

Situs/Bangunan Cagar Budaya
Kabupaten Aceh Singkil 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 | Singkil 1 3 8 3 8
Jumlah 1 3 8 3 8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Singkil 2020

Cagar budaya berupa benda, naskah, bangunan, struktur, situs, dan
kawasan perlu dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan itu
bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya, baik pemanfaatan
sebagai pariwisata. Kondisi fisik cagar budaya seperti yang digambarkan di
atas mengharuskan semua pihak untuk berpikir tentang pengelolaannya.
Pelestarian cagar budaya hendaknya menyesuaikan dengan paradigma baru
yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat,
desentralisasi pemerintahan, pengembangan, serta tuntutan dan kebutuhan
hukum dalam masyarakat. Visi pengelolaan budaya adalah untuk

masyarakat bukan untuk negara.

Sebagai konsekuensinya, para aparatur negara atau pemerintah yang
terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi “abdi negara”

tetapi menjadi “abdi masyarakat”. Di samping itu, harus selalu disadari
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bahwa warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang berada di
lingkungan masyarakat, oleh karena itu pengelolaannya harus dilandasi

prinsip menajemen konflik.
2.1.3.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 (dua) sub bidang
yaitu; kepemudaan dan olahraga, keduanya masing-masing memiliki
beberapa sub-sub bidang antara lain; kebijakan dibidang kepemudaan/
olahraga, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan.
Pemuda dan Olahraga haruslah diposisikan dan diberdayakan sebagai
Instrument dan pilar pembangunan bangsa (Nation and Character Building).
Oleh sebab itulah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam arti pemuda
dan olahraga memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa
sebagaimana tertuang dalam misi dari kepemudaan dan olahraga itu
sendiri mengarahkan kepada meningkatkan daya saing kepemudaan dan

keolahragaan.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti:
“memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola
pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana,
sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan,
pemagangan, pembimbingan, pendampingan ,serta  pemanfaatan kajian,
kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus
dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam
menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan,
serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah
kompetisi global.” Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung
arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola
pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian,
pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga
secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran,
pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan,
penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan
iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra
keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam

kompetisi bertaraf regional atau internasional”.
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A. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa
Indonesia oleh karena itu pemuda memiliki posisiyang strategis bagi bangsa
Indonesia. Organisasi kepemudaan sangat berperan penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Organisasi ini berfungsi untuk mengatur aspirasi
pemuda dalam suatu kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu jika dalam
suatu daerah organisasi kepemudaannya berantakan maka pemudanyapun
bisa jadi akan hancur. Organisasi juga dapat membuat seseorang menjadi

lebih bertanggung jawab akan kehidupannya.

Berikut ini adalah jumlah organisasi pemuda dalam wilayah

Kabupaten Aceh Singkil sampai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.83
Jumlah Organisasi Pemuda dan Masyarakat

Kabupaten Aceh Sinﬁkil Tahun 2021 |

2 3
Serikat Pekerja Aceh (SPA)
Sanggar Tari Gentuyung
Sanggar Tari Punaga Meriah
Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)
Himpunan Pramuwisata Indonesia
Paguyuban Kesenian Campur Sari "Roso Laras"
Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor
Dan Jalan Raya (Organda)
Persatuan Purnawirawan Dan Warakawuri Tni Dan
Polri (PEPABRI)
9 Serikat Pekerja Bongkar Muat Mandiri (SPBMM)
10 | Ikatan Keluarga Minang (IKAMI)
11 Aliansi Wartawan Indonesia (AWI)
12 | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
13 | Persatuan Wartawan Aceh Singkil (PERWASI)
14 PARMUSI
15 | Panitia Pembagunan Mesjid Baiturrahim Singkil
16  Kaliber Sports Aceh Singkil
17 DEKOPINDA
18 Forum Kerukunana Umat Beragama(FKUB)
19 Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kabupaten Aceh

NO O WN -

(0]

Singkil
20  Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
21 FKPPI

22  Pemuda Pancasila

23 | Kaliber Motor Community

24  Himpunan Masyarakat Nias Indonesia

25 | Nahdlatul Ulama (PCNU)

26  Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
(BPKRM) Aceh

27 | Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

28  Muslimat Nahdlatul Ulama

29 | Serikat Pekerja Aceh Indonesia ( SPAI )

30  Forum Jurnalis Aceh Singkil ( FORJASI )

31 Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI )

32  Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

33 Komando Macan Asia (KOMANSA)

127



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

34
35
36
37

38
39

40
41

42
43
44
45

46

47
48

49
50
51
52
53
54

55

56
57
58

59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79

80

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)

Pro Jokowi (PROJO)

Himpunan Putra-Putri Keluarga Anggota Darat
(HIPAKAD)

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid -Tasawuf
Indonesia Abuya Syekh H.Amran Waly Al-Khalidi
(MPTT-I)

Perkumpulan Becak Kecamatan Singkil (PBKS)
Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang
Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) Kabupaten Aceh
Singkil

Yayasan Pintu Hijrah Basirah

Yayasan Darul Muttaqgin

Dewan Da'Wah Islam Indonesia

Yayasan Panti Asuhan Putri Aisyah Daerah Aceh
Singkil

Yayasan Pendidikan Islam Dayah Modern Alhafidz
Rizqullah

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perjuangan (Apkasindo
Perjuangan)

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

Barisan Perkumpulan Pemuda Nusantara (BAPERA)
Ikatan Sarjana Nadlatul Ulama (ISNU)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan

Team Operasional Penindakan Penyelamatan Asset
Negara Republik Indonesia (TOPPAN-RI)

Pemantau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara
(PERLAHAN)

Lembaga Swadya Masyarakat Putroe Aceh (LSM-PA)
Lembaga Pondok Pesantren Dayah Al-Hikmah
Forum Andalan Pengawasan Pembangunan Dan
Auditorium Republik Indonesia (FAPPAR-RI)

Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
Lembaga Singkil Development Committe (SIDEC)

Ala Coruption Watcha (ACW)

Koalisi Barisan Guru Bersatu (KOBAR-GB)

Lembaga Singkil Education People (SIP)

Aceh SEcurity Group (ASG) Antara Bangsa

Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan
(LIDIKi

Barisan Rakyat Anti Korupsi Aceh Singkil

Jangkar

Barisan Anti Narkotika (BAN)

SAPO

Lembaga Dayah Nurul Iman

Balai Pengajian Tauhid Dan Tasawuf "Babul Hikmah"
SAPO Lembaga Pembinaan Sosial Dan Pendidikan
(SAPO LPSP)

Kinerja Rakyat Independen Sikapi Pemerintah
(KERISTA)

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Badan Advokasi Indonesia (LPK-RI B.A.I Aceh)
Lembaga Anti Narkoba (LAN)

Pemuda Pencinta Alam (PEPAL)

Lembaga Forum Rakyat Advokasi Kontrol Sosial
Indonesia (L-FRAKSI) Kabupaten Aceh Singkil
Perkumpulan Tameng Perjuangan Rakyat (TAMPERAK)
Lembaga Pemantau Pembangunan Dan Asset Republik
Indonesia (LSM LPPAS-RI)

Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN - RI)
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81 Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara
(GEMPUR) Kabupaten Aceh Singkil

82 Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (Lembaga KPK)
Kabupaten Aceh Singkil

83 | Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila Kab Aceh
Asingkil

84  Lembaga Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda
Pacasila Kab. Aceh Singkil

85  Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda
Pancasila Kab Aceh Singkil

86 Lembaga Sapma Pemuda Pancasila Kab Aceh Singkil

87 Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab Aceh Singkil

(KNPI)

88  Lsm Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA)

89 | AWNI

90 Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (Tim
PKN-RI)

91 Korps Senior Wartawan Republik Indonesia (KOSWARI)
92 Sanggar Seni Budaya Pakpak (SAKASEA)
93 Lembaga Kebudayaan Dan Adat Pakpak (LEKAPAS)
94  Perkumpulan Brigade Anak Serdadu
Sumber : Bakesbangpol Kab. Aceh Singkil 2021

B. Jumlah Organisasi Olahraga

Secara umum organisasi diartikan sebagai suatu wusaha dari
sekelompok orang yang bekerja sama secara harmonis untuk mencapai
suatu tujuan. Setiap orang melaksanakan tugas masing-masing, didasari
oleh hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut.
Kegiatan olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam, seperti
meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk meraih suatu

kejuaraan, rekreasi yang dapat menimbulkan kegembiraan.

Kegiatan organisasi olahraga dapat terdiri atas, Organisasi Olahraga di
Masyarakat dan Organisasi Olahraga di Sekolah. Dari data yang diperoleh
jumlah organisasi olahraga dari tahun 2019 mencapai 22 (dua puluh dua)
jenis nama organisasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.84 dibawah ini.

Tabel 2.84

Jumlah Organisasi Olahraga
Kabupaten Aceh Singkil

1 2 3 4
1 PBSI 2017-2019
2  PELTI 2017-2019
3  PASI 2017-2019
4  PSSI 2017-2019
5  PBVSI 2017-2019
6  PTMSI 2017-2019
7  PORKI 2017-2019
8  KODRAT 2017-2019
9  IPSI 2017-2019
10 IMI 2017-2019
11 PODSI 2017-2019
12  PERCASI 2017-2019
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13 BRIDGE 2017-2019

14  PERBAKIN 2017-2019
15  PERPANI 2017-2019
16  PENTAQUE (FOFI) 2017-2019
17  MUATHAI 2017-2019
18  PSTI 2017-2019
19  POSI 2017-2019
20 PRSI 2017-2019
21  DRUM BAND 2017-2019
22  WUSHU 2017-2019

Sumber : Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Singkil 2020

Partisipasi dan peran aktif pemuda diarahkan untuk dapat merespon
permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk
mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Oleh karena itu perlu adanya
upaya peningkatan wawasan, kapasitas, dan keterampilan pemuda guna
mendukung partsipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang

pembangunan daerah menuju kesejahteraan dan keadilan.

Dalam bidang olahraga terdapat 22 (Dua puluh dua) organisasi
olahraga yang merupakan wadah berkumpul dan beraktivitasnya para atlet
di berbagai kegiatan cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat
Kabupaten Aceh Singkil. Pembinaan dan pengembangan organisasi tersebut
diarahkan wuntuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat gemar
berolahraga serta menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang
representatif guna mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga
yang meliputi pembinaan olahraga tradisional, olahraga pendidikan/
pelajar/santri, olahraga rekreasi, olahraga penyandang cacat dan olahraga

prestasi.
C. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil
meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dapat membangkitkan semangat pemuda
pemudi dalam mengembangkan bakat dan prestasi baik dalam kalangan
masyarakat maupun di tingkat pendidikan. Berikut ini adalah tabel jumlah
kegiatan kepemudaan yang dibiayai oleh APBK dan Dana Otsus. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada Tabel 2.85 berikut ini.

Tabel 2. 85

Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pendataan Potensi 0 0 0 0 0 APBK
Pemuda
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2 PASKIBRAKA 1 1 1 1 1 APBK

3 Pelatihan Wasit 1 1 1 0 0 APBK

Sumber : Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Singkil 2020

Dari tabel diatas sudah sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan
dimaksud dilaksanakan tiap tahunnya yang dibiayai oleh APBK dan Dana
Otonomi Khusus.

D. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan
berbagai cabang olahraga yang telah dilakukan pembinaan dan
diperlombakan dalam setiap tahunnya dalam tingkat pendidikan. Berikut ini
adalah tabel jumlah kegiatan dan cabang olahraga yang diperlombakan pada
tahun 2018 yang di danai oleh APBK Aceh Singkil. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.86 berikut ini.

Tabel 2.86

Jumlah Kegiatan Olahraga
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018

1 2 3 4 5 6

1  POPDA 2019 0 cabang APBK

2 PORSENI 2019 0 cabang APBK Dnas Pendidikan
dan Kebudayaan

3  POPSMA 2019 0 cabang APBK -

4  POPDA 2019 0 cabang APBK Tidak
Berlangsung

5 | LPI SMP / SMA 2019 O cabang APBK Dnas Pendidikan
dan Kebudayaan

6 O2SN SD 2019 0 cabang APBK Dnas Pendidikan
dan Kebudayaan

7  O2SN SMP 2019 0 cabang APBK Dnas Pendidikan
dan Kebudayaan

8 O2SN SMA 2019 0 cabang APBK Dnas Pendidikan
dan Kebudayaan

9 POPDA 2019 0 cabang APBK Tidak
Berlangsung

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Singkil 2020

Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan
dilakukan pada tahun 2019berjalan seperti terlihat pada table diatas,
kegiatan yang dilaksanakan dengan masing-masing kegiatan meliputi LPI
SMP/SMA, O2SN SD, SMP dan O2SN SMA diikuti dengan beberapa cabang
olahraga serta ada bebrapa kegiatan yang menjadi bagian atau tanggung

jawab dari dinas lainnya.
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E. Gelanggang/Balai Remaja

Gelanggang atau balai remaja merupakan suatu wadah tempat
berkumpulnya para remaja putra maupun putri dalam mengembangkan
kreatifitasnya dan bernilai positif serta bernuansa islami karena adanya
silaturrahmi antar remaja dari berbagai tempat pendidikan ataupun
kalangan remaja dalam masyarakat Kampung di wilayah Kabupaten Aceh

Singkil.

F. Lapangan Olahraga

Untuk mendukung kegiatan dari berbagai jenis cabang olah raga
pastinya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan seperti lapangan
olahraga sebagai tempat pembinaan dan pelatihan bagi kader muda- mudi
dalam membina jiwa dan raga untuk siap fisik dan mental mereka
dalam mengikuti ajang perlombaan maupun sebagai tempat pelaksanaan
perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pusat
setiap tahunnya. Sebagian dari lapangan olahraga itu sendiri mendapatkan
perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk pemeliharaan dikarenakan

lapangan olahraga tersebut merupakan aset pemerintah daerah.

Hampir dalam setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh
Singkil memiliki lapangan olahraga ada yang terbentuk dengan sendirinya
dan adapula terbentuk berkat hasil gotong-royong warga masyarakat pada
umumnya pemuda dalam menggalakkan kegiatan olahraga. Biasanya
lapangan olahraga yang terbentuk dalam kampung tersebut merupakan
suatu kegemaran warga atau pemuda pemudi di lingkungan itu sendiri,
adapun lapangan yang sering kita jumpai dalam setiap kampung adalah

lapangan bola kaki, volly ball, dan lapangan badminton.

2.1.3.2.13. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Singkil pada
tahun 2020 sebanyak 216 yang artinya 1 Polisi Pamong Praja mengawasi
8,62 penduduk di Kabupaten Aceh Singkil. Rasio jumlah polisi pamong praja
mengalami penurunan pada tahun 2021 dari 8,62 menjadi 8,43 artinya 1
Polisi Pamong Praja mengawasi 8,62 penduduk di Kabupaten Aceh Singkil.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut ini.
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Tabel 2.87
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja/Wiyadatul Hlsbah

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Polisi 109* 109* 109* 216* 212*
Pamong Praja
2 Jumlah Penduduk 119.490 121.681 124.468 126.514 129.333
Rasio Jumlah Polisi 9,12 8,95 8,76 8,62 8,43
Pamong Praja
Sumber : Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2022
*: termasuk WH

B. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Aceh Singkil
tahun 2017 sebanyak 454 orang, jumlah ini tidak mengalami penambahan
di tahun 2017-2018 hal ini disebabkan tidak adanya formasi penerimaan
Linmas. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kabupaten Aceh
Singkil di tahun 2019sebesar 56,08, tahun 2020 sebesar 55,17 dan tahun
2021 sebesar 53,97 artinya pada tahun 2021 10.000 penduduk aceh singkil
diawasi oleh 53 orang linmas. Data rasio jumlah Linmas di Kabupaten Aceh
Singkil tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut di bawah ini.

Tabel 2. 88

Jumlah LINMAS Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah LINMAS 454 454 698 698 698
2 Jumlah Penduduk 119.490 121.681 124.468 126.514 129.333
Rasio Jumlah LINMAS 37,99 37,31 56,08 55,17 53,97

Sumber Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2022

C. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kampung

Rasio pos siskamling per jumlah kampung di Kabupaten Aceh Singkil
tahun 2021 sebesar 2,094. Rasio ini sama dengan tahun 2017, indikasi ini
disebabkan tidak adanya penambahan pos siskamling di tahun 2021. Rasio
pos siskamling per jumlah kampung ini menggambarkan bahwa keamanan
di Kabupaten Aceh Singkil semakin kondusif sehingga jumlah pos
siskamling di Kabupaten Aceh Singkil tidak perlu dilakukan penambahan.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut ini.
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Tabel 2.89
Rasio Pos Siskamling Per Kampung

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah Pos Siskamling 243 243 243 243 243

2 Jumlah Kampung 116 116 116 116 116
Rasio Pos Siskamling 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

2.1.3.2.14. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18
Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang
cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara
berkelanjutan. Ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi

yaitu:

a. Berorientasi pada rumah tangga dan individu;

b. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat akses;

c. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu,
baik fisik, ekonomi dan sosial;

d. Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan

e. Ditujukan untuk hidup sehat dan produksi.

A. Regulasi Ketahanan Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan yang semula menggunakan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga regulasi Ketahanan Pangan yang
telah disusun berdasarkan peraturan perundangan yang lama perlu
dilakukan penyesuaian kembali dengan peraturan perundang-undangan
yang baru, Regulasi Ketahanan Pangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor S680);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
28 /Menkes/SKI/ 1996 yang memuat tentang Label Makanan;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun
2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan
Pangan Halal;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634/MPP/KEP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan telah menghimpun database
peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dapat dijadikan sebagai
salah satu indikator Sistim Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang ada di
Kabupaten Aceh Singkil. Data ini diperoleh dari hasil identifikasi lapangan
yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian baik PNS maupun dari Tenaga
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) serta penyuluh
pertanian swadaya pada wilayah binaannya. Berikut database luas sasaran
tanam pada komoditi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada 11 (sebelas)
Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam Tabel 2.90

berikut ini.
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Tabel 2. 90
Luas Sasaran Tanam Komoditi Tanaman Pangan dan Holtikultura Menurut
Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pulau 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
Banyak

2 P. Banyak 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00
Barat

3 Singkil 0,00 20,00 @ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 24,00

Singkil Utara 1,50 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 34,00 58,50

Kuala Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Simpang 429,50 50,00 0,00 13,00 15,00 0,00 102,00 12,00 621,50
Kanan
7 Gunung 248,10 137,00 0,00 3,00 1,00 0,00 204,00 18,00 611,10
Meriah

8 Danau Paris 411,20 28,00 0,00 3,00 4,00 0,00 354,00 11,00 811,20
9 Suro Makmur 369,70 72,00 0,00 1,00 2,00 0,00 324,00 17,00 785,70

10  Singkohor 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5,00 19,00
11  Kota Baharu 14,80 7,00 0,00 0,00 15,00 0,00 8,00 6,00 50,80
Jumlah 1.522,80 329,00 0,00 20,00 41,00 2,00 1.018,00 103,00 3035,80

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

Luas lahan produktif untuk pengembangan Tanaman Pangan,
Palawija dan Holtikultura sebagaimana terlihat pada tabel di atas seluas
3.035,80 Ha, dimana Kecamatan Danau Paris memiliki lahan terluas yakni
811,20 Ha dan Kecamatan Suro Makmur seluas 785,70 Ha yang sudah
dimanfaatkan wuntuk budidaya tanaman. Berikut adalah gambaran
pemanfaatan lahan/luas tanam (Ha) pada beberapa komoditi tanaman pada
Kabupaten Aceh Singkil.

Gambar 2.17
Realisasi Pemanfaatan Lahan/Luas Tanam (Ha) Komoditas
Tanaman Pangan, Palawija dan Holtikultura
di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

ingkong Jumlah ( Ha)
Kacang Tanah 7% Ubi Rambat
4% 4%

Kedelai
6%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
Kab. Aceh Singkil Tahun 2021
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Berorientasi pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan
sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, maka kondisi keamanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil
masih tergolong rendah. Berikut gambaran luas lahan dan produktifitas
tanaman pada beberapa komoditi tanaman pangan, palawija dan
Holtikultura di Kabupaten Aceh Singkil.

Gambar 2.18

Produksi Tanaman (TON) Komoditas Tanaman Pangan, Palawija
dan Holtikultura di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Singkon
41.00

1%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil
Tahun 2021

Rendahnya produktifitas tanaman pertanian Aceh Singkil disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu:

a. Dampak Perubahan Iklim, akibat perubahan iklim menyebabkan
banyaknya luasan areal pertanian di Kabupaten Aceh Singkil yang
gagal panen (Puso). Kerusakan ini merupakan salah satu dampak
perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus
hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan,
kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas
bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan
kekeringan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan
iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan
keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan
hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

b. Terbatasnya Infrastruktur, Sarana dan Prasarana, Lahan dan Air
Pertanian, salah satu prasarana pertanian di Kabupaten Aceh Singkil
yang saat ini keberadaanya sangat diperlukan adalalah jaringan
irigasi. Belum adanya jaringan irigasi mengakibatkan banyaknya

lahan-lahan tidur yang potensial belum dapat dimanfaatkan secara
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optimal. Prasarana wusaha tani lain yang sangat dibutuhkan
masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun
keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi,
dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji
standar dan mutu, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan,
balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik
bagi komoditas.

c. Belum tersedianya sarana produksi yang optimal, permasalahan yang
dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul
bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat-alat dan mesin
pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya

kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi.

Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan hingga saat
ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala usaha dan
keterbatasan modal yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani

untuk melakukan penumpukan modal melalui tabungan dan investasi.

B. Daerah Rawan Pangan

Ketahanan pangan sebagian terjemahan istilah food security,
ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan
pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu
mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi.
Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 faktor utama,
yaitu:

a. Kecukupan (ketersediaan) pangan;
b. Stabilitas ekonomi pangan; dan
c. Akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan

pangan.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama
nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk mewujudkan komitmen
tersebut pemerintah telah mengeluarkaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan. Kerawanan pangan merupakan masalah
multidimensional, yang dapat didefinisikan sebagai "Suatu kondisi
ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk
hidup sehat dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu

pendek/sementara maupun jangka panjang". Ketahanan pangan sangat erat

138



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan
keamanan atau ketahanan nasional. Program pemantapan ketahanan
pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan
merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Permasalahan
rawan pangan di Provinsi Aceh adalah belum ada usaha pengelompokkan
wilayah rawan pangan yang tersedia dalam bentuk peta pada tingkat
kabupaten/kota, belum diketahui karakteristik dan bagaimana strategi

kebijakan penanggulangannya.

Analisis kerawanan pangan dilakukan dengan tujuan:

a. mengelompokkan daerah rawan pangan di Provinsi Aceh menurut
indikator yang telah ditetapkan;

b. memetakan wilayah rawan pangan sampai tingkat kabupaten/kota di
Provinsi Aceh;

c. mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor penyebab rawan
pangan pada setiap wilayah; dan

d. merumuskan alternatif strategi kebijakan penanggulangan wilayah
dan rumah tangga rawan pangan dalam upaya menurunkan jumlah

rumah tangga miskin dan kelaparan.

Sampai saat ini Kabupaten Aceh Singkil tidak mempunyai daerah rawan
pangan, karena tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil 20,36% ini
masih tinggi dari tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Untuk menjaga
kestabilan sistim ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, maka
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten
Aceh Singkil melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kegiatan
Penanganan Daerah Rawan Pangan yang dibiayai dengan dana Otonomi
Khusus (OTSUS) Satuan Kerja Perangkat Aceh Badan Ketahanan Pangan
Dan Penyuluhan Pemerintah Aceh, telah menyerahkan Bantuan Penanganan
Daerah Rawan Pangan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2021. Berikut Rekapitulasi Penerima Bantuan Penanganan Daerah
Rawan Pangan yang dibiayai dengan dana Otonomi Khusus (OTSUS) pada
tabel 2.91:

Tabel 2.91
Nama Kelompok Penerima Bantuan Rawan Pangan

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
'No  Kecamatan ~  Kampung ~ Kelompok  JumlahKK

1 2 3 4 5
1 | Kuta Baharu Samar Dua Tunas Baru 20
2  Kuta Baharu Silakar Udang Karya Makmur 18
3 | Kuta Baharu Mukti Lincir Kata Sepakat 20
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4 | Kuta Baharu Danau Bungara Sepakat Bersama 18
5 | Kuta Baharu Lapahan Buaya Sekata Sepakat 20
6  Singkil Utara Kampung Baru Setampuk Pinang 15
7 | Singkil Utara Ketapang Indah Bina Sahabat 15
8  Singkil Utara Gosong Telaga Timur Berkat Yakin 15
9  Singkil Utara Gosong Telaga Utara Kito Juo 15
10 Singkil Utara Gosong Telaga Barat Daun Ate 15
11  Gunung Meriah Suka makmur Tunas Muda 10
12 | Gunung Meriah Tulaan Maju Jaya 12
13 Gunung Meriah Tanjung Betik Ingin maju 10
14 Gunung Meriah Gunung Lagan Muara Tani 10
15  Gunung Meriah Sianjo-anjo Jaya Abadi 10
16 Singkohor Lae Sipola Wal Asri 10
17  Singkohor Lae Pinang Mulya Tani 15
18 Singkohor Singkohor Margo Sari 15
19 Singkohor Mukti Harapan Sibintang Lima 15
20 | Singkohor Mukti Jaya Tani Jaya 15
21 | Suro Lae cikala Harapan Bersama 30
22 | Kuala Baru suka Jaya Kaum Ibu 30

Sumber : Dinas Pangan Tahun 2022

C. Jumlah Tenaga Penyuluh

Jumlah tenaga Penyuluh Teknis Lapangan (PTL) dan tenaga Penyuluh
(PPL)

Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkilmasing-masing berjumlah 88

Pertanian Lapangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan
orang, yang tersebar pada wilayah binaan (Wabin) pada kampung di setiap
kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Sebaran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari PNS, THL-TBPP dan
Swadaya Di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil

1
1

3

N

o N O a

11

12

2
Pulau Banyak
Simpang Kanan
Singkil
Gunung Meriah

Kota Baharu
Singkil Utara

Danau Paris
Suro Makmur
Singkohor
Kuala Baru

P. Banyak Barat

Kelompok

3
Pulau
Banyak
Simpang
Kanan
Singkil

Gunung
Meriah
Kota Baharu

Singkil Utara
Danau Paris

Suro
Makmur
Singkohor

Kuala Baru

P. Banyak
Barat

1

\]

O o 0 H

9)]
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Jabatan
Fungsional
(KJF)

Jumlah

Sumber : DTPHP Tahun 2022

58

10 0

20 88

Peningkatan Kemampuan Petani dilakukan dengan adanya Gapoktan

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93

Peningkatan Kemampuan Petani Dengan Adanya Gapoktan

Di Kabupaten Aceh Sinikﬂ Tahun 2021

1 2
1 UPTB - BPP
Simpang Kanan

2 UPTB - BPP
Gunung Meriah

3 UPTB - BPP
Singkil Utara
4 UPTB - BPP

Danau Paris

3
Simpang
Kanan

Gunung
Meriah

Singkil
Utara

Danau
Paris

Sumber : Dinas Pangan Tahun 2021

Selain

kemampuan petani juga

program  Gapoktan

4
Hasan Saleh
Ridwan Nasution
Tedi Subarkah
Irwansyah

Siti Khalijah, SP

Efriansyah
Surya Murni
Anti Susanti
Salam Suardi

Suandi Sinamo

Haris

5
Ujung Limus
Siatas
Siderejo
Suka Makmur

Tanah Bara
Kampung
Baru

Gostel Selatan
Gostel Barat

Si Koran

Biskang
Napagaluh

untuk mendukung

6 7
Mekar Tani
Siatas Maju
Tani Maju
Maju Jaya
Rezeki

Bersama
Sejahtera

Siragian
Sepakat
Sepakat
Sekata
Saudan
Berasa
Sada Arih

Meriah
Bersama

peningkatan

ada pengawalan dan pendampingan yang di

lakukan SL-PTT P2BN melalui Dana Dekonsentrasi, secara rinci dapat

dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94

Lokasi Pengawalan dan Pendampingan SL-PTT P2BN

Melalui Dana Dekons Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019

1 2
1 UPTB - BPP
Pulau Banyak

2 UPTB - BPP
Simpang Kanan

3 4
Pulau 1. Teluk
Banyak Nibung
Simpang 1. Siatas
Kanan

2. Kuta
Karangan
3. Ujung

5
1. Jaya
Bersama
2. Harapan
Baru
3. Restu
Bersama
1. Lae Mbara 1
2. Lae Mbara 1
3. Lubang
Tunggung
1. Lae Oncim
2. Lae Paku
1. Cinta Tani

6
Rafli, SP

1. Ridwan
Nasution

2. Linda Efriani

3. Hendri
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3

4

UPTB - BPP
Singkil
UPTB - BPP

Gunung Meriah

UPTB - BPP

Kota Baharu
UPTB - BPP
Singkil Utara

UPTB - BPP
Danau Paris

Singkil

Gunung
Meriah

Kota Baharu

Singkil
Utara

Danau Paris

Limus
4. Silatong
5. Lae Riman

6. Pertabas

7.
Pakiraman
8. Kuta Batu

1. Teluk
Ambun
2. Ujung
Bawang
1. Tanah
Bara

2. Suka
Makmur

3. Sidorejo

4. Sianjo-
anjo Meriah
5. Tanjung
Betik

1. Lapahan
Buaya

1. Gosong
Telaga Utara
2. Ketapang
Indah

3. Gosong
Telaga Barat
1. Sintuban
Makmur

2. Lae Balno

3. Sikoran

4. Napagaluh

5. Biskang

. Serasi
. Ingin Maju I
. Ingin Damai

. Sejati
. Lamajuna
. Lae
Perbecikan
1. Maju
Bersama
1. Baru
Muncul
1. Mudah
Sepakat
1. Lae Bakbar

1. Sumber
Makmur

2. Sumber
Rezeki

1. Tunas Baru

2. Tunas
Mekar

3. Tunas Muda

1. Tani
Makmur

2. Maju

1. Sada Arih

1. Ingin Maju

1. Bhinneka
Jaya

1. Harapan
Bersama

1. Setampuk
Pinang

. Sekata
Sadar Diri
. Bersatu

. Daun Ate

. Marsada

1. Mulia
1. Kaumta

1. Maju Jaya
Sigarap

1. Lebuh
Simende

2. Jadi Maju
Bersama

1. Simardakan

Jaya
2. Seia Sekata

1
1
2
3. Indah Damai
4
1
2

Priyono
5. Ridwan
Nasution

6. Diana

7. Ritawati

8. Ramadin

1. Deni Furqan,
A.Md

1. Azmi

1. Siti Khalijah,
SP

2. Rosita Nuin

3. Maimunah

4. Ruaida

5. Siti Sarah

1. Rini Rahayu
Siregar

1. Anti Susanti

2. Irwansyah

3. Efriansyah
1. Sarjito, SP

2. Nurhasanah,
SP

3. Rispen
Berutu

4. Suandi
Sinamo

S. Sarjito, SP

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2020
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2.1.3.2.15. Pemberdayaan Masyarakat Kampung

A. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan satu lembaga
kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah, harus tetap dijaga
dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan
pembangunan menuju kemandirian masyarakat. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan
peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja
sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di Kampung. Sampai Tahun 2021 Kabupaten
Aceh Singkil tidak memiliki Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Binaan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

B. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan PKK  bertujuan memberdayakan  keluarga  untuk
meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman
dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender
serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tim Penggerak PKK berperan
sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat
dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah

terkait.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dalam
program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan
kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan,
harus dapat banyak dilibatkan oleh pemerintah sebagai mitra kerja,
khususnya dalam peningkatan pembangunan kemasyarakatan dengan pola

kerjasama lintas sektoral.

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan.
Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga
yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar
dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan

masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu
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meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan

usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Kampung
adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah
dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam
membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan
kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.
Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan
keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar
terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata
kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman,
keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan
keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.
Dengan kelompok Binaan PKK Kabupaten Aceh Singkil yang pada tahun
2012 berjumlah 116 kelompok binaan, hingga pada tahun 2021 telah
berjumlah 116 kelompok binaan yang diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan keluarga masyarakat umumnya dan keluarga kelompok

binaan khususnya.

C. PKK Aktif

Kegiatan PKK yang meliputi kesehatan, ekonomi, keterampilan,
sesungguhnya berupaya agar kaum perempuan tetap mampu mandiri dan
kuat dalam melahirkan calon-calon generasi bangsa yang berakhlak dan
bermoral. Kegiatan PKK harus sinergis dengan program-program pemerintah
sehingga TP PKK diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
berbagai aspek kehidupan, untuk terwujudnya masyarakat yang bahagia

dan sejahtera.

PKK Kabupaten Aceh Singkil terus berupaya meningkatkan
eksistensinya dalam bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan
berbagai program pembangunan. Program dan kegiatan PKK merupakan
bagian dari pembangunan, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan
sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat yang salah satunya diwadahi

dalam PKK.

Untuk terus mendorong peran aktif kader-kadernya, Tim Penggerak
PKK Kabupaten Aceh Singkil rutin menggelar pembinaan. Kegiatan ini

bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TP PKK Kampung atas rangkaian
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pembinaan yang telah dilakukan oleh kecamatan selama ini. Selain itu,
pembinaan ini juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya motivasi dan
penguatan kelembagaan, kesadaran dan gotong royong masyarakat dalam

menyukseskan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

D. Posyandu Aktif

Mengatasi gizi buruk yang terjadi pada anak balita merupakan
pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menanggulanginya. Karena itu,
keberadaan posyandu pun dirasa penting bagi tumbuh kembang anak.
Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
Kita mengenal lima program prioritas yang dilaksanakan di Posyandu, yaitu
program gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), Keluarga Berencana (KB),
imunisasi dan penanggulangan diare. Selain 5 (lima) program tersebut,
posyandu mempunyai kegiatan penunjang, yaitu: dana sehat, simpan
pinjam dan arisan. Kegiatan posyandu dapat dijadikan sarana bagi
masyarakat untuk menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya

penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu adalah bagian dari pembangunan untuk mencapai keluarga
kecil bahagia dan sejahtera merupakan kegiatan kesehatan dasar yang
diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas
kesehatan dari puskesmas setempat. Konsep Posyandu berkaitan erat
dengan keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan
dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara,
aspek dana dan lain sebagainya. Posyandu dimulai terutama untuk
melayani balita (imunisasi, timbang berat badan). Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada Tabel 2.95 berikut ini.

Tabel 2. 95
Posyandu Aktif Per Kecamatan
Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4 5

1 Pulau Banyak 3 44 6,82
2 Pulau Banyak Barat 0 48 0,00
3 Singkil 1 125 0,80
4 Singkil Utara 0 221 0,00
5 Kuala Baru 0 32 0,00
6) Simpang Kanan 1 109 0,92
7 Gunung Meriah 20 438 4,57
8 Danau Paris 0 86 0,00
9 Suro 15 139 10,79
10  Singkohor 6) 85 7,06
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11 Kota Baharu 2 78 2,56

12 Kuta Tinggi 2 56 3,57

Kabupaten Aceh Singkil 50 1.461 37,09
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita dan orangtuanya,
ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, serta wanita usia subur. Sedangkan
yang bertindak sebagai pelaksana posyandu adalah kader.

Kader direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas
membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader sering
dikaitkan dengan pelayanan rutin di posyandu. Sehingga seorang kader
posyandu harus mau bekerja secara sukarela dan ikhlas, mau dan sanggup
melaksanakan kegiatan posyandu, serta mau dan sanggup menggerakkan

masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu.

Sampai dengan tahun 2021 Posyandu Aktif Kabupaten Aceh Singkil
terus meningkat. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki
jumlah posyandu aktif paling tinggi karena diikuti dengan jumlah
penduduk, menyusul Kecamatan Gunung Meriahyang paling besar.
Sedangkan jumlah Posyandu aktif paling sedikit adalah Kecamatan Pulau

Banyak Barat, Singkil Utara, dan Kecamatan Kuala Baru.

2.1.3.2.16. Statistik
A. Buku ”Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil”

Buku Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang diterbitkan
setiap tahun merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai
fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah, dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan
Pusat Statistik Bab V Pasal 26 ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi
kebutuhan data statistikregional bagi pemerintah daerah, penyediaan dana
dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setempat.

Publikasi Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil telah setiap
tahunnya disusun untuk memenuhi kebutuhan data dan media informasi
tentang perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

bersama masyarakat. Tersedianya data yang akurat menjadi instrumen
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penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan dan

mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

B. Buku ”Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Aceh Singkil”

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi.

Buku Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Aceh Singkil yang juga merupakan kerjasama antara Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Singkil
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil sudah
tersedia setiap tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur
ekonomi Kabupaten Aceh Singkil baik ekonomi secara keseluruhan

maupun masing-masing sektor.

2.1.3.2.17. Kearsipan
A. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip di Kabupaten Aceh Singkil masih belum seutuhnya
dilaksanakan secara baku dan terpadu karena masih dikelola oleh masing-
masing Badan/Dinas/Kantor, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan
arsip terus dilakukan, langkah awal adalah pembentukan Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil dengan Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil pada
saat ini terus mempersiapkan program dan kegiatan serta variabel
pendukung lainnya terutama ketersediaan personil yang mumpuni dalam
rangka mendukung terlaksananya pengelolaan arsip secara baku dan
terpadu, sehingga target pengelolaan arsip yang telah ditetapkan dapat

terwujud.
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2.1.3.2.18. Komunikasi dan Informatika
A. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar adalah media komunikasi yang berisi informasi aktual
dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, kriminal, seni,
olahraga, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. Surat kabar lebih
menitikberatkan pada penyebaran fakta maupun peristiwa agar diketahui
publik. Surat kabar pada umumnya terbit harian, sekalipun ada juga surat
kabar mingguan. Dari segi ruang lingkupnya, ada surat kabar lokal atau

surat kabar nasional.

Surat kabar sebagai bentuk media massa cetak memiliki kelebihan
tersendiri dibandingkan media lainnya. Kelebihan yang dimilikinya yakni
proses penyampaiannya sangat akurat dan berdasarkan fakta yang ada di
lapangan. Berita-berita yang disiarkan media cetak tersusun dalam alinea,
paragraf, dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak pada
kertas. Dengan demikian setiap peristiwa atau hal-hal yang diberitakan
terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji
ulang, bisa dijadikan dokumentasi dan bisa dipakai sebagai bukti untuk
keperluan tertentu. Di Kabupaten Aceh Singkil selama ini telah memiliki
sejumlah jenis surat kabar baik terbitan Nasional maupun Lokal, untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.96 berikut ini.

Tabel 2.96

Data Jumlah Surat Kabar
Di Kabupaten Aceh S

ingkil Tahun 2021

1 2 3

1 Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan 1. SERAMBI NEWS
Nasional

2. BERITA KINI
3. BHAYANGKARA PERDANA NEWS
4. TOP METRO

2 Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan 1. SINGKIL POS
Lokal
Jumlah S (lima)
Sumber : Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Singkil Tahun 2022

Surat kabar banyak diminati oleh masyarakat, karena harganya yang
terjangkau dan dapat dicari di berbagai tempat. Walaupun di zaman
sekarang sudah ada media elektronik lain yang lebih canggih dalam

penyampaian informasi yang lebih cepat dan teraktual, misalnya internet.

Namun surat kabar tidak kalah menariknya dengan internet dalam
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penyampain informasi, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa

mengakses internet.

B. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Lembaga penyiaran pada dasarnya beroperasi dengan menggunakan
ranah publik dan, karenanya, harus menyajikan materi dengan
menempatkan kepentingan publik pada prioritas teratas. Dengan demikian,
kemerdekaan berekspresi melalui lembaga penyiaran dibatasi oleh apa yang

dipersepsikan sebagai kepentingan publik.

Sesuai dengan kodratnya, lembaga penyiaran dapat menjangkau
secara langsung khalayak yang sangat beragam baik dalam usia, latar
belakang, ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan. Teori-teori komunikasi
juga sudah menunjukkan bagaimana isi siaran dapat mempengaruhi secara
kuat khalayak yang menerimanya. Dengan demikian, lembaga penyiaran
harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak
merugikan, menimbulkan efek negatif, atau bertentangan dan menyinggung
nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam kelompok khalayak tersebut. Data
penyiaran Radio dan Televisi yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2021,untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.97 berikut ini.

Tabel 2. 97
Data Jumlah Penyiar Radio/TV Lokal dan Nasional

Kabupaten Aceh SingkilTahun 2021

1 2 3
1 Jumlah Penyiar Radio Lokal
2 Jumlah Penyiar Radio Nasional
3 Jumlah Penyiar Televisi Lokal
4 Jumlah Penyiar Televisi Nasional
Jumlah 13
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Singkil 2022
Mendirikan stasiun penyiaran harus terlebih dahulu memikirkan
untuk membuat perencanaan stasiun penyiaran seperti apa yang akan
didirikan. Pertanyaan pertama tentu saja mengenai apakah stasiun
penyiaran yang akan didirikan itu merupakan stasiun penyiaran televisi
atau stasiun penyiaran radio. Di Kabupaten Aceh Singkil terdapat 2 (dua)

jenis penyiaran radio.
C. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar

publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai
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Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat
menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan sifat akuntabel dan
transparansi terhadap publik. Namun hingga saat ini Kabupaten Aceh
Singkil hanya memiliki 7 (tujuh) Website yaitu milik Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Aceh
Singkil, dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil. Diharapkan untuk tahun kedepan setiap instansi Pemerintah di
Kabupaten Aceh Singkil dapat memiliki website agar mempermudah bagi
seluruh masyarakat dan aparatur negara dalam mengakses data dan
informasi yang diinginkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.98
berikut ini.
Tabel 2.98
Jumlah Website Milik Pemerintah

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019
‘N  Uralan  AlamatWebsite

1 2 3

1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil acehsingkilkab.go.id

2  Dinas Komunikasi dan informasi Kinerja.acehsingkilkab.go.id
Kabupaten Aceh Singkil

3 | Dinas Komunikasi dan informasi Diskominfo.acehsingkilkab.go.id
Kabupaten Aceh Singkil

4  LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Lpse.acehsingkil.go.id
Singkil ULP

S | Bagian Hukum dan HAM Sekretariat jdih.acehsingkilkab.go.id
Daerah Kabupaten Aceh Singkil

6 Dinas kesehatan kabupaten aceh singkil Dinkes.acehsingkilkab.go.id

7 | PPID Kabupaten Aceh Singkil Ppid.acehsingkilkab.go.id

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Singkil, 2022

D. Pameran/Expo

Pameran/expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan
event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-
perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai
produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada
tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam
sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya

sebuah pameran.

Di Kabupaten Aceh Singkil sendiri pameran pembangunan dilakukan
1 (satu) tahun sekali yaitu bertepatan dengan Pelaksanaan memperingati
Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 27 April setiap tahunnya.
Kabupaten Aceh Singkil juga mengikuti Pameran/expo tingkat provinsi dan

nasional dalam rangka promosi potensi unggulan daerah.
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2.1.3.2.19. Perpustakaan
A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan = merupakan upaya untuk memelihara dan
meningkatkan  efisiensi dan  efektifitas proses  belajar-mengajar.
Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sisitematis, secara langsung
atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar
mengajar di sekolah maupun tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini,
terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan
metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah

penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan
budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu
bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Demikian
halnya dengan pembangunan perpustakaan kampung sebagai sarana
mencerdaskan masyarakat kampung. Berikut adalah data jumlah gedung
perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil sampai Tahun 2021, untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut ini.

Tabel 2.99
Data Jumlah Gedung Perpustakaan

Kabupaten Aceh SingkilTahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 Perpustakaan Umum 1 1 1 1 1

2 Perpustakaan Kampung 58 58 58 58 58

3 Perpustakaan Kecamatan 1 1 1 1 1
Jumlah 60 60 60 60 60

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2020

Kabupaten Aceh Singkil sampai tahun 2012 sudah memiliki
Perpustakaan Umum. Pada tahun 2008 berdasarkan Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan baru terbentuknya
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil sekaligus
Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Dalam kurun waktu
tahun 2017 sampai dengan 2021 gedung perpustakaan yang terdapat di
Kabupaten Aceh Singkil berupa Perpustakaan Perguruan Tinggi,
Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan

Pesantren, Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Kecamatan.
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2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan penopang
perekonomian Aceh Singkil. Pada tahun 2021, andil sektor pertanian dalam
pembentukan PDRB Aceh Singkil sebesar 30,59 persen. Salah satu
subsector pertanian adalah tanaman pangan. Subsektor ini mencakup
tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kacang kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen padi tahun 2018
adalah 1.562 hektar. Pada tahun 2018, produksi padi di Aceh Singkil
sebesar 6.534 ton, dan jagung sebesar 367 ton. Lebih rinci dapat dilihat
pada gambar 2.20 berikut;

Gambar 2.19
Grafik Luas Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Luas Lahan Sawah (Ha)
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Sumber: DTPHP Aceh Singkil Tahun 2022

Sektor Pertanian Tanaman Pangan merupakan sektor yang cukup
berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil,
sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan. Luas areal persawahan
yang tersedia sebanyak 1.087 Ha. Dari total luas areal sawah, yang terluas
terdapat di kecamatan Danau Paris seluas 223 Ha dan yang terkecil adalah
di kecamatan Kuala Baru yaitu seluas 0,00 Ha. Dalam upaya menunjang
produksi pertanian khususnya persawahan membutuhkan sarana irigasi

sebagai sumber pangairan.

2.1.3.3.2. Perkebunan

Selain Sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan

juga merupakan sektor sangat berpotensi untuk dikembangkan, komoditas
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andalan dalam sektor pertanian berasal dari komoditas di subsektor
perkebunan, kelapa sawit hasil perkebunan rakyat dan swasta memberikan
kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Aceh
Singkil. Pada tahun 2020 produktivitas hasil kelapa sawit sebesar 78.697

Ton dengan luas lahan tanaman 32.452 Ha.

2.1.3.3.3. Perikanan

A. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan
tongkol, kakap, kerapu, kembung, tenggiri, cumi-cumi, udang, lobster,
kepiting, ekor kuning, ikan lainnya. Sedangkan produksi perikanan

budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan kakap.

Jumlah pembudidaya perikanan tahun 2021terdiri dari kolam
sebanyak 336orang/RTP, keramba tancap sebanyak Sorang/RTP dan KJA
sebanyak 87orang/RTP, dan Pembudidaya tambak 1 orang. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada Tabel 2.100 berikut ini.

Tabel 2.100
Jumlah Pembudidaya

Kabupaten Aceh SingkilTahun 2021

1 2 3

1 Kolam 336 - orang/RTP
2 Keramba Tancap 5 - orang/RTP
3 Keramba Jaring Apung 87 - orang/RTP
4 Tambak 1 orang

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

Luas usaha budidaya perikanan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun
2020 seluas 30,13 Ha dan tahun 2021 seluas 30,23 Ha. sedikitnya
peningkatan disebabkan terbatasnyaareal budidaya, rawan terjadi bencana
banjir dikarenakan bencana tsunami yang menyebabkan penurunan
permukaan tanah, dan juga alih fungsi lahan budidaya ke lahan perkebunan
dan pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.101 berikut ini.
Tabel 2.101

Luas Budidaya Perikanan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Budidaya Tambak 0,30 0,30 0,30 5,30 5,30
2 Budidaya Kolam 23,27 23,27 24,27 24,32 24,42
3 Budidaya Sawah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Budidaya Keramba 0,26 0,31 0,33 0,51 0,51
Jumlah 23,83 23,88 24,90 30,13 30,23

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
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Jumlah armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan
Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2020adalah perahu tanpa motor
sebanyak 207 unit turun menjadi 184 unit pada tahun 2021, Perahu Motor
Tempel sebanyak 2.711 unit tahun 2020 kemudian menjadi 2.728 unit pada
tahun 2021 dan kapal motor sebanyak 168 unit tahun 2020 menjadi 170
unit pada tahun 2021. Hal ini masih kurangnya armada penangkapan ikan
yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dibandingkan dengan luas wilayah laut
Kabupaten Aceh Singkil.

Kabupaten Aceh Singkil juga sudah mempunyai fasilitas prasarana
perikanan seperti Pelabuhan Perikanan yang terletak di Anak Laut, TPI, Cold
Storage, Pabrik Es Kampung Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara,
Pabrik Es Pulau Banyak dan Pabrik Es Kuala Baru, untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.102 berikut ini :

Tabel 2.102

Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Perahu Tanpa Motor 244 533 319 207 184
2 Perahu Motor Tempel 1.059 3.423 1.859 2.711 2.728
3 Kapal Motor (5-30 160 163 163 168 170
GT)
4 Pelabuhan 1 1 1 1 1
Pendaratan Ikan
(PPI)
) Tempat Pendaratan 10 10 10 10 10
Ikan (TPI)
6 Balai Benih Ikan 2 2 2 2 2
(BBI) UPTD
Kabupaten
7 Tambat 47 47 47 47 47
Perahu/Kapal
Nelayan
8 Pabrik Es 3 3 4 ) S
9 Cold Storage 2 2 2 2 2

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

Untuk memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia ada beberapa
permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah minimnya penerapan dan
implementasi ilmu pengetahuan, belum optimalnya penerapan teknologi dan
informasi kelautan dan perikanan, belum berjalan secara terpadu
pembangunan kelautan dan perikanan dengan berbagai sektor, belum
adanya pola pemberdayaan dan manajemen usaha nelayan, pembudidayaan
dan pengolah ikan, belum adanya implementasi dan penerapan manajemen
mutu hasil perikanan dan kurangnya pengawasan dan pola penanganan

bencana secara berkelanjutan di perairan dan kawasan pesisir.
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Berdasarkan permasalahan diatas, ada beberapa solusi yang harus
dilaksanakan yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
informasi dalam pengelolaan perikanan tangkap, membangun berbagai
fasilitas pembangunan pendukung termasuk merehabilitasi kolam
masyarakat, memperkuat sumber daya manusia dan kelembagaan nelayan
dan pembudidaya, membuka akses permodalan bagi nelayan/pembudidaya
dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, membangun balai
benih dalam rangka penyediaan benih unggul dengan biaya murah. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.103 berikut ini.

Tabel 2.103
Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan Diperinci
Per Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020-2021

Tongkol Kakap Kerapu Gembung Tenggiri  Tongkol Kakap Kerapu Gembung Tenggiri

1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12

1  Pulau 453,062 53,7163 140,398 419,31604 224,5243 503,137 60,44 135,52 522,0974 203,499
Banyak

2 | Pulau 261,382 30,9902 80,9991 241,9131 129,5332 290,271 34,87 78,185 301,2101 117,403
Banyak
Barat

3  Singkil 148,787 17,6406 46,1072 137,70438 73,7343 165,231 19,85 44,505 171,458 66,8295
Singkil 247,978 @ 29,4009 76,8453 229,5073 122,8905 275,385 33,08 74,176 264,1381 111,383
Utara

S5 Kuala 229,212 27,176 71,03 212,13918 113,5907 254,545 30,58 68,562 285,7634 102,954
Baru

6  Simpang
Kanan

7  Gunung
Meriah

8 Danau
Paris

9 Suro
Makmur

10 Singkohor

11 Kuta
Baharu
Jumlah 1340,42 158,924 415,38 1240,58 664,273 1488,57 178,8 400,95 1544,667 602,068

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

Untuk produksi perikanan laut paling banyak berada di daerah
kepulauan, sebesar 53,51% pada tahun 2020 dan 2021dari jumlah produksi
perikanan laut. Untuk Produksi Perikanan dengan Kategori Perairan Umum
tersebar merata hampir setiap kecamatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.104 berikut ini.

Tabel 2.104

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Aceh Singkil (Ton) Tahun 2020-2021

2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1  Pulau Banyak 3.896,18 3.831,49 0 0 3.896,18 3.831,49
Pulau Banyak Barat 2.220,55 2.183,68 0 0 2.220,55 2.183,68
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3  Singkil 1.271,12 1.250,02 33,077 106,94 1.304,20 1.356,96
4 | Singkil Utara 2.104,29 2.069,35 3,6898 11,93 2.107,98 2.081,28
5 Kuala Baru 1.939,06 1.906,87 5,797 18,743 1.944,86 1.925,61
6 Simpang Kanan 30,117 97,374 30,12 97,37
7  Gunung Meriah 31,871 103,05 31,87 103,05
8 Danau Paris 12,98 41,967 12,98 41,97
9 Suro 10,323 33,377 10,32 33,38
10 Singkohor 0 0 0,00 0,00
11 Kuta Baharu 32,519 105,14 32,52 105,14

Kab. Aceh Singkil 11.431,21 11.241,41 160,37 518,53 11.591,58 11.759,94

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

B. Konsumsi Ikan

Salah satu penentu etos kerja sebuah masyarakat adalah dengan
makanan. Bangsa di Asia yang mengkonsumsi ikan lebih banyak dari pada
bangsa-bangsa lain mempunyai etos kerja yang mengagumkan. Jepang dan
Korea Selatan adalah dua contoh bangsa yang mempunyai konsumsi ikan
yang tinggi. Sebuah studi mencatat konsumsi ikan masyarakat Jepang
mencapai 140 kilogram per orang per tahun dan masyarakat negeri
Gingseng mencapai 60 kilogram per orang per tahun. Sementara, orang
Indonesia hanya mengkonsumsi 47,12 kilogram per orang per tahun pada
tahun 2017, 50,69 kilogram per orang per tahun pada tahun 2018.
Sebenarnya, kita tak perlu berkecil hati karena angka ini sudah termasuk
lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa di Afrika dan Amerika Latin yang
mengkonsumsi rata-rata di bawah 20 kilogram per kapita per tahun. Bangsa
Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa, Australia, dan Asia
dikenal sebagai bangsa pemakan ikan paling banyak daripada orang Afrika
atau Amerika Selatan. Terbukti, Asia saat ini, dikenal sebagai bangsa yang
mempunyai etos kerja yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang

tercepat.

Secara umum, Jepang, Amerika Serikat, Norwegia, Kanada, Denmark,
Inggris, Jerman, Spanyol, dan Korea Selatan, adalah bangsa-bangsa yang
mengkonsumsi banyak ikan. Di Norwegia, bahkan salmon yang biasa
ditangkap di laut kini dapat dikembangkan secara budidaya karena

tingginya permintaan akan ikan salmon.

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat
konsumsi nasi yang paling tinggi di dunia. Bahkan, dalam menu sehari-hari,
nasi adalah menu yang paling dominan bagi masyarakat. Salah satu
penyebab masih dominannya karbohidrat dalam tradisi makan di Indonesia
adalah persoalan level sosial ekonomi. Seiring dengan semakin majunya

perekonomian, seharusnya budaya makan masyarakat dapat bergeser pada
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makanan dengan jumlah karbohidrat yang lebih sedikit dan protein yang

lebih banyak.

Dan ikan adalah sumber protein yang bagus. Dengan potensi
kekayaan perikanan di Indonesia, boleh jadi kampanye membatasi konsumsi
nasi, yang juga harus diikuti dengan kampanye mengkonsumsi lebih banyak
protein dan lebih sedikit karbohidrat, sebaiknya merujuk pada protein yang
berasal dari produk perikanan di Indonesia. Dari sisi ini, kebijakan
ketahanan pangan bukan melulu sekadar soal produksi dan konsumsi
pangan secara kuantitatif, namun juga soal kualitas konsumsi pangan
masyarakat. Dalam kerangka ketahanan pangan, konsumsi pangan yang
bagus bukan hanya memenuhi kebutuhan dari rasa lapar, namun juga
mempunyai dampak pada naiknya kesehatan, kecerdasan, dan kualitas

hidup masyarakat.

Ikan sangat layak dikonsumsi karena mempunyai kandungan gizi
yang memadai, khususnya kandungan protein, DHA, dan kalsium, vitamin
A, dan zat besi. Kadar protein ikan segar atau olahan cukup tinggi, seperti
cakalang 24,2 persen, tuna 23,7 persen, bandeng 21,7 persen, ikan mas 16
persen, pindang 27 persen, ikan asap 30 persen, ikan asin 42-50 persen,
dan udang segar 21 persen. Meskipun ikan asin lebih murah, namun ikan
asin mempunyai kandungan protein yang paling tinggi di antara beberapa
jenis ikan lainnya. Kandungan lemak ikan rendah, umumnya di bawah 5
persen, dan ini masih lebih rendah dibandingkan kadar lemak daging ayam
yang mencapai 25 persen. Komponen gizi yang paling bagus dari ikan dan
diduga berperan dalam meningkatkan kecerdasan adalah Docosa-Hexaenoic-
Acid (DHA), yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda berupa rantai
panjang Omega-3. DHA banyak ditemukan di dalam ikan salmon, tuna,
makarel, dan juga ikan asli Indonesia, ikan patin (Pangasius). Namun,
berhati-hatilah juga dengan kandungan logam berat yang mungkin terdapat

dalam ikan dari perairan yang telah tercemar.

Untuk menjadikan ikan sebagai bagian ketahanan pangan Indonesia,
baik secara kualitas gizi individual maupun secara agregat di tingkat
nasional, perlu moderenisasi sektor perikanan yang memungkinkan
pengemasan dan pengalengan berbagai produk ikan dan juga rantai
distribusi yang menghubungkan daerah produksi ikan dengan daerah
pengkonsumsi ikan di kota-kota besar. Dengan adanya suplai yang

memadai, pasar dapat menyerapnya menjadi berbagai makanan olahan yang
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dekat dengan selera pasar, seperti bakso ikan, abon ikan patin, sosis ikan,
atau mungkin cireng tuna. Perlu langkah yang sistemik dan populer untuk
menggeser budaya makan yang berpengaruh pada ketahanan pangan. Kelas
menengah yang terus tumbuh di negeri ini juga sebaiknya mulai menggeser
konsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak menjadi makanan dengan
sedikit karbohidrat (terutama karbohidrat sederhana) dan lebih banyak
protein. Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil per hari/KK

sebanyak 1 Kg.

C. Kontribusi Subsektor PerikananTerhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB
ADHK 2010 Kabupaten Aceh Singkil mengalami fluktuasi. Untuk itu perlu
dibutuhkan suatu upaya lebih untuk meningkatkan pengelolaan potensi
perikanan yang baik sehingga mampu dan dapat menunjang perekonomian
Kabupaten Aceh Singkil. Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Singkil
yang merupakan wilayah yang di kelilingi oleh pantai sangat berpotensi
untuk pengembangan perekonomian perikanan. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.105 dan 2.106 berikut ini.

Tabel 2.105
Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Pembentukan PDRBADHB

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
i_ 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Subsektor Perikanan 8,47 8,58 8,49 N/A
Sumber: PDRB Kabupaten Aceh Singkil menurut lapangan usaha

Tabel 2.106
Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Pembentukan PDRB ADHK

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
.— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1  Subsektor Perikanan 8,46 8,34 8,25 N/A
Sumber: PDRB Kabupaten Aceh Singkil menurut lapangan usaha

D. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan kelompok nelayan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2019
sebanyak 63 kelompok yang terdiri dari 31 kelompok KUB perikanan
tangkap dan 32 Pokdan, sedangkan pada tahun 2020 cakupan kelompok
nelayan sebanyak 75 kelompok yang terdiri dari 33 kelompok KUB
perikanan tangkap dan 42 pokdan, dan pada tahun 2021 kelompok nelayan
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sebanyak 87 kelompok yang terdiri dari 37 kelompok KUB perikanan
tangkap dan 50 pokdan. Hal Ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan
kelompok nelayan Kabupaten Aceh Singkil, untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 2.107 berikut ini.

Tabel 2.107
Cakupan Kelompok Nelayan

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Kelompok Usaha Bersama (KUB) 19 22 31 33 37
Perikanan Tangkap
2 Kelompok Pembudidaya Ikan 9 20 32 42 50
(pokdakan)
JUMLAH 28 42 63 75 87

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil 2022

2.1.3.3.4. Perdagangan
A. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor memberi konstribusi terhadap PDRB ADHB pada tahun 2021 sebesar
11,79 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 12,03 %. Hal ini menunjukkan
terjadinya penurunan sebesar 0,24 %. Untuk PDRB ADHK 2010 dari tahun
2017-2021 terus mengalami fluktuatif dengan penurunan terjadi pada tahun
2020 bila dibandingkan dengan pada tahun 2019 namun mengalami
kenaikan pada tahun 2021 dimana konstribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB sebesar 13,03 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.108 dan
Tabel 2.109 berikut:

Tabel 2.108

Peranan Sektor Perdagangan Terhadap Pembentukan PDRB ADHB
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Perdagangan Besar dan 12,55 12,61 12,34 12,03 11,79
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Tabel 2.109
Peranan Sektor Perdagangan Terhadap Pembentukan PDRB ADHK

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-— 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Perdagangan Besar dan 12,90 13,01 12,95 12,62 13,03
Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor
Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022
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2.1.3.3.5. Industri
A. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan
product domestik regional bruto (PDRB) ADHB daerah Kabupaten Aceh
Singkil dinilai masih rendah yaitu sebesar 4,75% pada tahun 2019 dan
mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,73 %, namu
mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi
sebesar 6,06 %. Kemudian konstribusi sektor industri untuk PDRB ADHK
2010 menunjukkan grafik menurun dari tahun 2019 sebesar 4,56 %
menurun menjadi 4,49 % pada tahun 2020 dan kembali mengalami
penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,47 % . Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel 2.110 dan 2.111 berikut ini.

Tabel 2.110

Peranan Sektor Industri Terhadap Pembentukan PDRB ADHB
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Industri Pengolahan 4,98 4,84 4,75 4,73 6,06

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Tabel 2.111
Peranan Sektor Industri Terhadap Pembentukan PDRB ADHK
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Industri Pengolahan 4,55 4,54 4,56 4,49 4,47

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan dan
Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan dan non pangan per
kapita dihitung berdasarkan pengeluaran untuk makanan dalam rumah
tangga selama sebulan tanpa memperhatikan jenis kelamin dan usia.
Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh
Singkil, pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil
sebesar Rp. 846.528 di tahun 2019, ini menunjukkan masyarakat di
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Kabupaten Aceh Singkil mempunyai keterbatasan penghasilan sehingga
pengeluaran masyarakatnya lebih cenderung untuk mengkonsumsi pangan
dari pada non pangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.112
berikut ini.

Tabel 2.112

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6

1 2017 | Kab. Aceh Singkil 478.581 345.636 824.217
2 2018  Kab. Aceh Singkil 560.095 438.970 999.970
3 2019 | Kab. Aceh Singkil 505.363 341.165 846.528
4 2020  Kab. Aceh Singkil 524.424 392.315 916.757

5 2021  Kab. Aceh Singkil

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh
Singkil salah satunya dapat menggunakan indikator pendapatan per kapita.
Indikator ini didapat dari besaran nilai PDRB per kapita. Perkembangan
PDRB per kapita Kabupaten Aceh Singkil Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) tahun 2017-2021 dengan atau
tanpa migas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.113 berikut ini.

Tabel 2.113

Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah

o . Nilai (Juta
Nilai (juta Rupiah) Rup(iah)
24
2017 17,80 4,64 13,40 1,48
2018 18,53 3,98 13,68 2,07
2019 19,25 3,70 13,91 1,63
2020 19,15 -0,50 13,55 -2,68
2021 21,05 9,05 13,87 2,33

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

Pada tahun 2020 nilai pendapatan perkapita berdasarkan harga
berlaku mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,50 persen dan
pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan sebesar -2,68 persen.
Akibatnya pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku mengalami
penurunan sebesar 0,10 juta rupiah sehngga menjadi 19,15 juta rupiah.
Demikian juga dengan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan,

mengalami penurunan sebesar 0,36 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan
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pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 mengalami
kontraksi pertumbuhan yang signifikan sebesar 2,33 Persen dibandingkan
dengan tahun lalu. Pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan
Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 tercatat sebesar 13,87 juta rupiah,
nilai ini meningkat sebesar 0,32 juta rupiah dari tahun 2020 yang mana
pendapatan perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Aceh Singkil
sebesar 13,55 juta rupiah. Peningkatan pendapatan perkapita atas dasar
harga konstan memberikan indikasi yang baik bagi perekonomian

Kabupaten Aceh Singkil.

Hal ini memberikan arti bahwa meningkatnya pendapatan yang
dimiliki, maka masyarakat Kabupaten Aceh Singkil secara umum masih
dapat menyesuaikan diri dengan kenaikan harga-harga. Akan tetapi
pendapatan perkapita bukan satu-satunya indikator kesejahteraan
masyarakat, masih banyak indikator lain yang dianggap penting terhadap
kesejahteraan masyarakat antara lain ketersediaan infrastruktur pendidikan

dan kesehatan yang memadai.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
2.1.4.2.1. Perhubungan

A. Panjang Jalan Menurut Kondisi

Panjang jalan menurut kondisi di Kabupaten Aceh Singkil dapat

dilihat pada Tabel 2.114 berikut ini.

Tabel 2.114
Panjang Jalan Menurut Kondisi di
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Baik (Km) 303,34 351,62 351,62 283,73 N/A
2 Sedang (Km) 145,34 41,55 37 153,32  N/A
3 Rusak (Km) 121,73 96,22 101,45 87,38 N/A
4 Rusak Berat (Km) 50,86 56,96 71,93 37,57 N/A
Total Panjang Jalan (Km) 621,27 546,35 562,00 562,00 N/A

Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

2.1.4.2.2. Penataan Ruang
A. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan masyarakat terhadap RTRW Kabupaten Aceh Singkil masih
sangat signifikan dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil mengingat telah
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ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032,
yang pada saat ini sedang mempersiapkan Rencana Detail Tata Ruang

Kabupaten Aceh Singkil.

B. Luas Penggunaan Lahan

Luas penggunaan lahan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017
seluas 304.009,3 Ha, dan pada tahun 2021 seluas 304.009,3 Ha dengan
rincian untuk lahan sawah, pertanian bukan sawah, dan bukan pertanian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.115 berikut ini.

Tabel 2.115
Luas Penggunaan Lahan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2018

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1  Luas Wilayah 304.009,3 304.009,3 304.009,3 304.009,3 304.009,3
Produktif (Ha)
Sumber : RTRW Kab. Aceh Singkil 2012-2032

C. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri yang ada di Kabupaten Aceh Singkil
sebesar 379,86 Ha. Industri yang ada kebanyakan Pabrik Pengolahan
Crude Palm Oil (CPO), untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.116
berikut ini.

Tabel 2.116
Luas Wilayah Industri
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1  Luas Wilayah 379,86 379,86 379,86 379,86 379,86

Industri (Ha)

Sumber : RTRW Kab. Aceh Singkil 2012-2032

D. Luas Wilayah Kebanjiran

Kabupaten Aceh Singkil merupakan wilayah yang sering terkena
banjir tahunan. Luas wilayah yang terkena dampak banjir adalah
seluas 22.478,48 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.117

berikut ini.
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Tabel 2. 117
Luas Wilayah Perkotaan

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
-_ 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1  Luas Wilayah 22.478,48 22.478,48 22.478,48 22.478,48 22.478,48
Kebanjiran
(Ha)

Sumber : RTRW Kab. Aceh Singkil 2012-2032

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang garis sungai yang
mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekologis
sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai diperlukan untuk
melindung sungai dari kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas air
pantai dan kondisi fisik sungai. Pemanfaatan pada kawasan sempadan
sungai ini dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi ekologis

sungai.

E. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan berada pada kecamatan yang berada di
Ibu kota Kabupaten Kecamataan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.118 berikut ini.

Tabel 2.118
Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 S 6 7
1  Luas Wilayah 278,17 278,17 278,17 278,17 278,17

Perkotaan (Km?)
Sumber : RTRW Kab. Aceh Singkil 2012-2032

F. Jenis dan Jumlah Bank

Berdasarkan data mengenai jenis dan jumlah bank baik pusat
maupun kantor cabang yang dimiliki oleh bank pada tahun 2020 dan 2021
belum adanya perubahan, dimana hanya terdapat 2 cabang bank yang
beroperasi pada Kabupaten aceh Singkil yaitu Bank Pembangunan Aceh dan
Bank Syariah Indonesia (BSI) Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dan
jumlah Bank maupun Kantor Cabang dapat dilihat pada Tabel 2.119

dibawah ini;

164



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Tabel 2.119
Jenis dan Jumlah Bank

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020-2021
Pusat Cabang Pusat Cabang

2 3 5
Bank Rakyat Indonesia (BRI) - -
Bank Mandiri Syariah -
Bank Syariah Indonesia (BSI) -
Bank Pembangunan Aceh -

Jumlah
Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2021

P WODN -~
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2.1.4.2.3. Lingkungan Hidup
A. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Penggunaan air bersih bagi Rumah Tangga di Kabupaten Aceh
Singkil ternyata belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat disebabkan
masih adanya masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang belum peduli
terhadap penggunaan dan manfaat air bersihnsehingga persentase
penggunaan air bersih belum mencapai 100 persen. Namun menurut data
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 rumah tangga yang telah
menggunakan air bersih sebesar 13,90 persen, pada tahun 2019 menurun
menjadi sebesar 13,34 persen, dan pada tahun 2020 kembali menglami
penurunan menjadi sebesar 11,82 persen rumah tangga yang telah
menggunakan air bersih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.120
dibawah ini.

Tabel 2.120

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7
1 Rumah Tangga Menggunakan Air 3.761 3.771 3.750 3.997

Bersih
2 Jumlah Rumah Tangga 27.059 27.555 28.102 33.817

Persentase Rumah Tangga Yang 16,04% 13,90% 13,69% 11,82%
Menggunakan Air Bersih
Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2022

2.1.4.2.4. Komunikasi dan Informatika

A. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Daya listrik merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi kehidupan
yang serba modern dan penuh dengan teknologi seperti sekarang ini.

Kabupaten Aceh Singkil juga tidak liput dari ketergantungan terhadap listrik
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sehingga hal tersebut diperjelas pada tabel dibawah ini. Rasio ketersediaan
listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah
kebutuhan.

Data dibawah ini menggambarkan ketersediaan listrik Kabupaten
Aceh Singkil yang menunjukkan peningkatan terhitung tahun 2017 s/d
2021. Pada tahun 2021 listrik yang terpasang sebesar 38.737.260 dan
jumlah produksi listrik sebesar 63.839.351 KWh meningkat dari tahun
sebelumnya pada tahun 2020 listrik yang terpasang sebesar 36.524.210
KW dengan jumlah produksi listrik sebesar 60.849.572 KWh. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada Tabel 2.121 berikut ini.

Tabel 2.121
Rasio Ketersediaan Listrik
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

1 2 3 4 & 6 7

1 Daya Listrik 17.686.000 17.809.000 33.450.260 36.524.210 38.737.260
Terpasang (KW)

2 Jumlah 72.033.039 74.451.518 54.712.171 60.849.572 63.839.351
Produksi
Listrik(KWh)

Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka 2022

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil
pada tahun 2021 dilaporkan sebanyak 86 kasus kriminalitas yang terjadi,
dan pada umumnya tindak kejahatan tertinggi pada kasus narkotika
sebesar 34 kasus , pencurian sebanyak 21 kasus, dan perjdian sebesar
sebesar 17 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.122 berikut
ini.

Tabel 2.122

Jumlah Kriminalitas Kabuiaten Aceh Sinikﬂ Tahun 2017-2021

1 Mengganggu ketertiban 0 0 0] S 2
2 | Pembakaran 1 2 2 0 2
3 Pemalsuan 0 1 S 0] 0
4 | Kesusilaan 2 7 9 4 0
5  Penculikan 0 0 0 0 0
6 | Penjudian 0 1 0 0 17
7  Pembunuhan 0 0 1 - 2
8 | Penganiayaan 38 30 16 15 )
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9 Kecelakaan lalu lintas 0 0 0 0 1
10 | Pencurian 79 52 36 35 21
11 Penggelapan 2 5 4 2 =
12 | Penipuan 3 S 7 2 2
13 Merusak Barang 5 2 2 0 0
14 | Menyalahi Jabatan 0 0 0 0 0
15 Penadahan 0 0 0 0 0
16 | Narkotika 24 4 0 0 34
17 Pemerasan 0 0 0 0 0
Jumlah 154 109 82 63 86

Sumber : Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2022

2.1.4.3.2. Lama Proses Perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang
terkait dengan persoalan investasi. Iklim usaha akan menjadi kondusif bila
didukung oleh pelayanan perizinan yang baik yang dapat dilihat dari
kecepatan dalam memberikan pelayanan masalah perizinan. Di Kabupaten
Aceh Singkil aktivitas proses lamanya perijinan dapat dilihat pada Tabel
2.123 dibawah ini.

Tabel 2. 123

Lama Proses Perizinan
Kabupaten Aceh Singkil

(rata-rata maksimal)

1 2 3 4 5
1 SIUP Maks. 3 Hari PT = 6 Kecil : Rp. O,-
KOP = 9 Menengah : Rp. O,-
Cv = S Besar : Rp. O,-
PO 4
2 TDP Maks. 3 Hari PT = S PT : Rp. O,-
2 IUI Maks. 5 Hari Maksimal 6 : Rp. O,-
3 TDI Maks. 5 Hari Maksimal 6 : Rp. O,-
4 IMB Maks. 14 Hari Maksimal 10 Bangunan : LB x IT x 1.00
x HSR
Sarana : Volume x IT x
1.00 x HSR

Sumber : DPMPTSP Kab. Aceh Singkil Tahun 2022

2.1.4.3.3. Jumlah Qanun Yang Mendukung Iklim Usaha

Qanun merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya
formal, melalui Qanun inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun
disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.
Qanun yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Qanun terkait dengan
perizinan, Qanun terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Qanun

terkait dengan ketenagakerjaan. Kabupaten Aceh Singkil sendiri hanya
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memiliki Qanun terkait dengan perizinan sedangkan untuk Qanun yang lain
sampai saat ini belum terwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil. Data dibawah ini menunjukkan jumlah Qanun terkait perizinan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.124 berikut ini.

Tabel 2. 124

Jumlah Qanun Yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 5 6 7 8 9

1 Jumlah Qanun Terkait 0 0 0 0 0
Perizinan

2 Jumlah Qanun Terkait Lalu 0 0 0 0 0
Lintas Barang Dan Jasa

3 Jumlah Qanun Terkait 0 0 0 0 0
Ketenagakerjaan

Sumber : DPMPTSP Kab. Aceh Singkil 2022

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
2.1.4.4.1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia
(SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang
tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar
negeri. Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Singkil sangat ditentukan
oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan penduduk Kabupaten Aceh Singkil maka semakin baik kualitas
tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada Kabupaten Aceh Singkil dapat
dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan
pendidikannya. Pendidikan tertinggi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil
berumur 15 tahun keatas yang termasuk kedalam angkatan kerja Tahun
2021 dapat dilihat pada Tabel 2.125 berikut ini.

Tabel 2.125
Penduduk Aceh Singkil 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja

Menurut Pendidikan Tertinggi Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

1 2 3 4 S 6
1 | Tidak Tamat 17,579 1,492 19,071 92,17%

Sekolah Dasar
(SD)/Sekolah Dasar
(SD)
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2  SMP/Tsanawiyah 7,138

3  SMA/SMK 15,407

4  Perguruan Tinggi 7,350
Jumlah Total 47,474

Sumber : Aceh Singkil Dalam Angka 2022
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2021
dan Realisasi RPJMK
2.2.1. Capaian Kinerja Makro
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Secara makro
ditunjukkan dilihat dari tingkat capaian indikator pembangunan terhadap
target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target indikator
pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun 2021 digunakan sebagai acuan dalam
melakukan penilaian keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.
Dalam Dokumen RKPK Aceh Singkil tahun 2021 ada 6 (enam) jenis indikator
keberhasilan pembangunan yang ditetapkan. Data capaian indikator makro

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 dapat dilihat pada table 2.124 berikut :

Tabel. 2.124
Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

No Indikator Kinerja  Target RKPK Capaian Keterangan
Makro Tahun 2021 Kinerja Tahun
2021

1 Indeks 69,21 69,22 Tercapai
Pembangunan
Manusia

2 Angka Kemiskinan 19,42 20,36 Tidak

Tercapai

3 Angka 7,50 8,36 Tidak
Pengangguran Tercapai

4 Pertumbuhan 2,50 3,90 Tercapai
Ekonomi

5 Pendapatan 13.524.996 13.867.927,47  Tercapai
Perkapita Per
Tahun

6 Ketimpangan 0,275 0,336 Tidak
Pendapatan (Gini Tercapai
Ratio)

Sumber : Bappeda Aceh Singkil 2022

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai target
yang direncanakan dalam RKPK tahun 2021 yaitu sebesar 69,21. Realisasi
kinerja IPM Kabupaten Aceh Singkil pada tahun tahun 2021 sebesar 69,22.
Hal ini menunjukan IPM Kabupaten Aceh Singkil mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2020 sebesar 68,94 atau mengalami peningkatan
sebesar 0,40 % pada tahun 2021. Sementara itu realisasi capaian target IPM

Kabupaten Aceh Singkil yang direncanakan Dalam RKPK tahun 2021 sebesar
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100,01 %. Akan capain tersebut masih harus terus ditingkatkan, hal ini
dikarenakan IPM Kabupaten Aceh Singkil masih cukup jauh tertinggal
dibawah IPM Provinsi Aceh. Jika dilihat dari status pembangunan manusia
tahun 2021, Provinsi Aceh termasuk dalam kelompok IPM sedang yaitu
dengan IPM sebesar 71,99. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Aceh
Singkil berada di peringkat 17 peringkat IPM Kabupaten/Kota dalam Provinsi

aceh dan masih dalam kelompok kategori IPM sedang.

2. Angka Kemiskinan

Realisasi capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Aceh
Singkil 2021 tidak mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam
RKPK Aceh Singkil Tahun 2021 sebesar 19,42 %. Hal ini terlihat dari
persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 sebesar
20,36 % dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 20,20
%. Salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan ini dikarenakan
kondisi ekonomi global yang mengalami turbulensi yang parah sebagai akibat
pandemi covid-19, sehingga kestabilan ekonomi masyarakat mengalami
penurunan dan berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan daerah.
Untuk itu pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus terus berupaya keras
untuk menurunkan persentase penduduk miskin melalui program-program
yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini mengingat
persentase angka kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil masih cukup jauh

diatas rata-rata provinsi (15,53%) dan Nasional (9,71%).

3. Angka Pengangguran

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil yang
berusia 15 tahun keatas sebanyak 82.424 jiwa dan masuk dalam kategori
angkatan kerja (Labor Force) sebesar 51.807 jiwa. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 62,85% dengan tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 sebesar
8,36%. Hal ini mengindikasikan target kinerja terhadap penurunan angka
pengangguran pada RKPK tahun 2021 sebesar 7,50% tidak tercapai. Kondisi
ini sebagain dipengaruhi oleh dampak pandemic covid-19 yang masih terjadi
pada tahun 2021, sehingga banyak perusahaan-perusahaan penyerap tenaga
kerja membatasi jumlah tenaga kerja sebagai bentuk antisipasi dampak covid
terhadap kondisi finansial maupun sosial perusahaan. Selain itu tingginya

angka pengangguran tersebut juga disebabkan kurangnya kemampuan life
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skill para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing dengan tenaga kerja
yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Singkil. Untuk itu pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Singkil kedepannya berupaya untuk meningkatkan
kemampuan life skill para pencari kerja melalui pelatihan-pelatihan
keterampilan agar dapat bersaing dengan pencari kerja yang berasal dari luar

daerah.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020 sempat
mengalmi kontraksi pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar -
1,16%. Kontraksi pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari pandemi
covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan ekonomi global. Akan tetapi pada
tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil Kembali
mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi kinerja
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 sebesar 3,90%.
Hal ini menunjukan realisasi capaian kinerja pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 sangat baik dan sangat signifikan
terhadap target yang direncanakan dalam RKPK tahun 2021, yaitu sebesar
2,5%.

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Singkil terus menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya dan mencapai target
kinerja yang direncanakan. Realisasi kinerja pendapatan perkapita
Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 berdasarkan harga konstan sebesar
Rp. 13.867.927,- pertahun dan mencapai targer kinerja yang direncanakan
dalam RKPK tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 13.524.996,-. Hal ini
mengindikasikan perbaikan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil
terus terjadi setiap tahunnya. Akan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak
boleh berpuas diri dengan capaian realisasi tersebut, mengingat kondisi
kesejahteraan masyarakat masih jauh dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan
Nasional. Terlebih lagi kondisi kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil masih
sangat tinggi. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
program-program yang dapat berdampak nyata terhadap peningkatan

ekonomi masyarakat. Sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil

172



RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

dapat diturunkan secara signifikan sesuai dengan target Provinsi Aceh

maupun Nasional.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pada tahun 2021 kinerja gini ratio Kabupaten Aceh Singkil
direncanakan dalam RKPK sebesar 0,275 dengan capaian realisasi kinerja
pada tahun 2021 sebesar 0,336. Hal ini mengindikasikan Realisasi kinerja
gini ratio Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021 tidak mencapai target.
Kondisi capaian kinerja tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020
yaitu sebesar 0,287. Terjadinya peningkatan angka gini ratio ini
mengindikasikan kentimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten
Aceh Singkil semakin tinggi atau semakin lebar kesenjangan pendapatan
antara orang kaya dan orang miskin. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa
kondisi tersebut merupakan tahun-tahun yang abormal dikarenakan adanya
wabah Covid-19 dan menjadi salah satu pemicu naiknya indeks gini di

Kabupaten Aceh Singkil.

2.2.2. Capaian Kineja Daerah Terhadap Indikator Kinerja Sasaran
Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan pencapaian visi
dan misi Kabupaten Aceh Singkil, yaitu “Cerdas, Sehat dan Sejahtera”.
Guna mengetahui pencapaian target indikator kinerja kegiatan (output),
program (outcome), dan sasaran (impact) maka Bappeda Kabupaten Aceh
Singkil melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPK Aceh Singkil Tahun 2021.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan
kegiatan pembangunan daerah dalam RKPK 2021 yang dapat dicapai.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja
menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Kriteria penilian hasil
pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil dapat
dilihat pada tabel 2.125 berikut ini.
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Tabel 2.125
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Rentang Capaian

Katagori

1.  Lebih Dari 100% Sangat Baik (SB)
2. 76% s/d 100% Baik (B)

3. 55%s/d75% Cukup (C)

4 Kurang Dari 55% Kurang (K)

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran
strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 disajikan dalam
Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Aceh Singkil

Tahun 2021
: : L Target RKPK Realisasi S/d
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2021 Triwalan II Keterangan
1 2 3 4 5 6
. Nilai Sistem
r;n;;‘i%la‘:mya Akuntabilitas
1.1 b Kinerja Instansi B B Baik
kelembagaan -
erangkat daerah Pemerintah
p (SAKIP)
Meningkatnya
pengelolaan keuangan | Opini BPK Sanecat
1.2 | dan aset daerah yang terhadap laporan WTP WTP B a?k
transparan dan keuangan
akuntabel
. Indeks Kepuasan
Meningkatnya
1.3 | kualitas pelayanan Masyarakat 85,50% 85,14% Sangat
ublik Terhadap Baik
p Pelayanan Publik
Ezlrfli?stz;es‘?)ngka 100% 92,65% Baik
Persentase Angka o o .
kelulusan SMP 100% 93,63% Baik
Angka Partisipasi o o .
Sekolah (APS) SD 87,00% 83,00% Baik
Angka Partisipasi o o .
Sekolah (APS) SMP 80,00% 80,81% Baik
Angka Partisipasi o o .
Meningkatnya Kasar (APK) SD 90,00% 90,00% Baik
2.1 | kualitas dan Angka Partisipasi o o .
Aksebilitas pendidikan | Kasar (APK) SMP 93,00% 92,00% Baik
Angka Putus o o Sangat
Sekolah (APS) SD 0,10/100% 0,10% Baik
Angka Putus o 0 i
Sekolah (APS) SMP 0,01/100% 2,86% Baik
Angka Rata-rata 8,5 Tahun 8,4 Tahun Baik
Angka Melek Huruf 68,94% 65,90% Cukup
ﬁ:riiaSHeif)?:}?n 14,53 Tahun 14 Tahun Baik
I\/Ieegler;g%:aaatgya Persentase sekolah
2.2 pen didikan seni yang memiliki 35,00/100% 45,00% Cukup
be rombel seni budaya
bidaya daerah
Meningkatnya
2.3 | kualitas pendidikan | [ndeks Melek Al 75,00% 75,00% Baik
dayah Qur’an
Meningkatnya Angka Harapan .
31 | kualitas dan Hidup 67,18 Tahun 67,43 Tahun Baik
pemerataan pelayanan | Penurunan Angka 90,00% 99/100000 Baik
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kesehatan dasar
kepada masyarakat

Kematian Ibu
Melahirkan

Kel Hidup

Persentase
Penurunan Balita
Gizi Buruk

0,00

0,00/100%

Sangat
Baik

Rasio dokter per
satuan penduduk

0,20

0,57/64,54%

Cukup

Rasio tenaga medis
per satuan
penduduk

2,30

6,42/84%

Baik

3.2

3.3

Meningkatny mutu
pelayanan rujukan
yang responsive

Akreditasi Rumah
Sakit

Madya

Dasar

Kurang

Persentase Kinerja
Layanan Rumah
Sakit:

Persentase pasien
keluar dalam tahap
pemulihan

50,00%

39,00%

Kurang

Waktu rata-rata
pasien rawat inap

3 Hari

7 Hari

Baik

ALOS (Average
Length Of Stay)

3 Hari

3 Hari

Baik

NDR (Nett Death
Rate)

4,00%

5/1.000

Baik

GDR (Gros Death
Rate)

6,60%

10/1.000

Baik

Meningkatnya pola
hidup bersih dan
sehat (PHBS) di
masyarakat

Cakupan desa
Universal Child
Immunization

97,41%

45,00%

Kurang

Proporsi rumah
tangga dengan
akses
berkelanjutan
terhadap air
minum layak,
perkotaan dan
perdesaan

35,00%

28,10%

Kurang

Rasio rumah layak
huni

94,48%

79,54%

Baik

4.1

Meningkatnya sarana
dan prasarana
perekonomian yang
berkualitas dan
merata

Rasio minimal ruas
jalan dalam kondisi
baik

60,50%

65,06%

Baik

Indeks Kepuasan
layanan angkutan
umum

0,50

0,47

Kurang

Persentase pasar
dalam kondisi baik

60,00%

50,00%

Cukup

4.2

4.3

Meningkatnya
produksi pertanian
perkebunan dan
perikanan

Kontribusi sub
sektor pertanian,
perkebunan dan
perikanan terhadap
PDRB

29,00%

29,00%

Baik

Nilai Tukar Nelayan
(NTN)

95,00%

110,00

Sangat
Baik

Nilai Tukar Petani
(NTP)

100,00%

98,01

Baik

Produksi Pertanian
(Padi)

4.970 Ton

6.719,80 Ton

Sangat
Baik

Produksi
Perkebunan
(Kelapa Sawit)

98.438,10
Ton

78.696,90 Ton

Baik

Produksi Perikanan

11.700 Ton

11.759.94 Ton

Baik

Meningkatnya
ketahanan pangan

Persentase
penurunan
penduduk rawan
pangan

43,45%

42,55%

Baik

4.4

Meningkatnya peran
serta koperasi dan
UMKM dan ketahanan
ekonomi

Persentase
Koperasi Sehat

15,00%

33,00%

Kurang

Persentase usaha
mikro yang
meningkat menjadi
usaha kecil

15,00%

11,50%

Baik

175




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABLIPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Persentase
Meningkatnya wilayah | Pemenuhan kriteria 21,43% 21,00% Baik
: . transmigrasi
4.5 | transmigrasi yang . .
. . menuju mandiri
menuju mandiri Pendapatan Sangat
Perkarl)’ita Rp. 1.200.000 | Rp. 1.155.660 Ba*igk
Kontribusi Saneat
Pariwisata 1,50% 1,65% S
terhadap PDRB al
Meningkatnya Jl,}mlah Kunjungan 60.000 120.161 Baik
Wisata Orang Orang
5.1 pertumbuhan sektor Persent PAD
"% | Industri dan ersentase - 3,50% 4,20% Baik
.. sektor pariwisata
pariwisata
Persentase
Frdustrt rumah 50,00% 80,00% “Bark
tangga
Persentase
. pariwisata 40,00% 30,00% Baik
Meningkatnya sumber uneeulan daerah
5.2 | daya sektor Industri ggu
dan pariwisata Persentase
pertumbuhan 30,00% 25,00% Cukup
Industri kreatif
Persentase produk
Meningkatnya daya unggulan UMKM Sangat
5.3 : . 2,00% 6 ‘
saing daerah yang memenuhi Baik
standar nasional
Terwujudn iklim Jumlah investor
. . . 35
6.1 investasi yang berskala nasional Perusahaan 38
kondusif (PMDN/PMA)
. Persentase konflik
6.2 Menurunnya koflik pertanahan 80,00% Perusahaan Sangat
pertahanan daerah . . Baik
diselesaikan
Meningkatnya
kua}ytas pelayanan ggmlah penerbitan 1.157 70,00% Baik
6.3 | perijinan dan non izin tepat waktu
perizinan
Terwujudnya
perdamaian dan Persentase resolusi
keamanan bagi konflik antar
7.1 seluruh ummat ummat beragama 80,00% 550 Izin Baik
beragama yang ada di | yang telah
Kabupaten Aceh ditindaklanjuti
Singkil
Menurunnya
masyarakat
penyandang Persentase o o .
72 masalah penurunan PMKS 25,00% 75,00% Baik
Kesejahteraan sosial
(PMKS)
Menurunnya resiko Persentase Saneat
7.3 bencana alam dan penurunan titik 12,50% 3,00% g
. Kurang
kebakaran banjir
Persentase angka
Meningkatnya peluang | partisipasi 91,96% 11,11% Baik
74 kerja dan angkatan kerja
’ perlindungan tenaga Persentase Saneat
kerja Penurunan Angka 5,00% 62,85% Balgk
pengangguran
Meningkatnya
perlindungan o o .
75 terhadap anak dan Rasio KDRT 0,001% 0,96% Baik
perempuan

Sumber : LPPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Berdasarkan hasil kinerja tahun 2021 dari 60 indikator daerah sebanyak 13
indikator mendapatkan capaian indikator “sangat baik” dan 35 indikator

mendapatkan capaian indikator “Baik”. Selanjutnya ada 5 Indikator dengan capaian

176




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABLIPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

katagori “cukup” dan 6 indikator katagori “kurang” serta 1 indikator katagori “sangat
kurang”. Akan tetapi, dari semua katagori capaian tersebut masih banyak yang
belum mencapai target, oleh karena itu pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
harus menyesuaikan Kembali target kinerja agar dapat dicapa pada akhit tahun

rencana.

2.2.3. Capaian Kinerja Anggaran
2.2.3.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pada tahun 2021, Kabupaten Aceh Singkil merupakan tahun keempat
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) tahun 2017-
2022. Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat sejauhmana rencana anggaran
yang direncanakan dalam RPJMK terelasisi melalui Program dan kegiatan RKPK.
Hasil evaluasi terhadap kondisi penggunaan anggaran untuk membiayai

program/kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.127 berikut.
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Tabel 2.127

Tingkat Capaian Realisasi Semester II Tahun 2021

Sesuai Urusan

Tingkat

Target Anggaran Realisasi Anggaran C apaian Predﬂ'{at ngkat 'Capalan

Target Anggaran : : Kinerja dan Capaian Kinerja dan

Urusan/Bidang RPJMK 2017-2022 R SemEseri Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja Realisasi
: : Tahun 2021 RKPK 2021 RPJMK 2017-2022

(Ribuan Rupian) (Ribuan Rupiah) (Ribuan Rupiah) RKPK RKPD Anggaran RPJMK

Semester [ 2021 2017-2022

Tahun 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (K) (Rp)  (ST/T/S  (K) (Rp)
/R/SR)

1 2 3 4 S 9 7 8 9 10 11 12
Urusan Wajib 886.742.177.583 494.259.488.764 383.432.998.529 1.839.834.304.139 77,58 T 250,72
Pelayanan Dasar

1 Pendidikan 162.482.509.274 212.383.602.131 157.402.012.365 810.918.646.797 74,11 S 595,95

2 Kesehatan 316.775.332.825 140.053.528.724 107.266.781.876 515.862.138.276 76,59 T 196,71

3 Pekerjaan Umum 378.794.889.685 116.177.159.061 101.970.596.292 410.176.720.871 87,77 T 135,20
dan Perumahan
Rakyat

4 Ketentraman dan 17.285.124.369 21.957.909.148 14.131.872.472 77.295.131.729 64,36 R 528,93
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat

S Sosial 11.404.321.429 3.687.289.700 2.661.735.524 25.581.666.466 72,19 S 247,66
Urusan Wajib 171.443.005.721 52.818.504.739 38.085.556.048 271.757.169.236 72,11 S 180,73
Bukan Pelayanan
Dasar

1 Pemberdayaan 13.037.446.748 8.081.944.718 6.553.663.091 31.292.371.563 81,09 T 290,29
Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana
2 Pangan 6.838.213.386 6.280.241.809 5.102.058.834 21.290.624.384 81,24 T 385,96
3 Lingkungan Hidup 53.029.819.366 9.025.014.700 4.943.593.151 47.221.237.687 54,78 R 98,37
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N —

20

21
22

23

24

25
26

27

28

Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Perpustakaan dan
Arsip

Urusan Plihan
Perikanan
Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Pertanian dan
Perternakan
Perkebunan
Perdagangan,
Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perindustrian
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
Urusan penunjang
Administrasi
Pemerintahan
Pengawasan
Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABLIPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

13.983.284.403

11.397.861.893

51.459.486.584

11.961.437.463

5.710.840.461

4.024.615.417
208.389.093.524
36.607.062.795
45.345.618.419
20.789.752.939

45.855.353.255
50.571.859.301

9.219.446.815

521.435.948.484
181.867.901.797

18.941.470.637
29.078.885.426

39.273.493.366

15.897.481.564

5.767.177.263

3.944.168.715

9.553.639.091

4.410.791.150

2.774.609.750

2.980.917.543
64.000.645.489
8.998.880.699
10.939.498.700
17.465.865.493

15.513.768.601
8.469.123.650

2.613.508.346

331.722.464.853
51.634.230.600

11.273.662.300
9.082.714.098

184.564.463.330

5.374.404.000

4.374.649.527

2.652.309.985

7.596.699.671

3.039.856.320

1.947.967.727

1.874.757.742
54.071.371.850
7.730.357.417
9.722.987.100
13.495.484.332

14.486.527.226
7.020.244.298

1.615.771.477

233.006.287.350
36.811.247.786

8.432.096.443
7.022.015.054

124.585.771.615

4.435.331.844

24.108.754.869

27.703.948.912

61.575.860.313

28.590.334.474

17.392.956.200

12.581.080.834
292.853.061.613
57.351.336.478
41.823.796.007
84.803.151.302

44.113.407.476
51.218.626.062

13.542.744.288

1.069.314.826.831
305.690.462.534

29.292.058.564
45.729.298.984

419.847.760.587

27.721.613.976

179

75,85

67,25

79,52

68,92

70,21

62,89
84,49
85,90
88,88

77,27

93,38
82,89

61,82

70,24
71,29

74,79
77,31

67,50
82,53

== J

—

ST

203,70

266,33

134,42

264,43

338,67

359,19
166,48
177,78
113,68

472,82

127,79
115,16

164,42

249,76
188,32

199,16
181,41

1.386,26

202,28
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29 Keistimewaan dan 187.938.271.759
Kekhususan
30 Kecamatan 48.438.443.936
Jumlah 1.788.010.225.313
Rata-Rata

Predikat Kinerja

43.235.248.529

26.557.741.996
942.801.103.845

Sumber: RPJMK 2017-2022, RKPK 2021, BPKK, SKPK Kabupaten Aceh Singkil

34.150.128.072

17.569.696.536
708.596.213.777

120.414.827.689

120.618.804.497
3.473.759.361.819

180

78,99

66,16
75,16

72,34

82,24

285,29
233,91

3,02
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EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Target Renstra Perangkat - Realisasi Kineria Pada Triwulan Realisasi Capaian Realisasi Capaian Kinerja Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kineria Program Daerah pada Tahun 2017- | Realisasi Capaian Kinerja AnTargre;nKéZir.’:.?::un ! Kinerja dan Anggaran | dan Anggaran RPJMD Capaian PeDr:;gI;at
No|Sasaran|  Kode 9 . °rla Frog 2022 (Akhir periode SKPD  (2020) 99 ! | I " W RKPD Kab/Kota Tahun | KablKota s/d Tahun 2020 | Kinerja dan
Daerah dan Program / Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (output) 2021 o .. | Penanggun
Renstra SKPD) 2021 (%) Realisasi Jawab
K | Rp. K] Rp. K] Rp. K] K] K K] Rp. K] Rp. K] Rp. K] Rp. K] Rp| ¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12=8+9+10+11 13=6+12 4=13/5x 100 15
PENDIDIKAN
213.258.624.493
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Meninakatnya Kualitas
01 001 2 PEMERINTAHAN DAERAH ghatny X 122.426.916.520 136.474.287.437,00 122.426.916.520,00 11.350.682.020 42.742.936.145 106.016.732.914 121.228.398.299 281.338.749.378 417.813.036.815,00 341%
Pelayanan Pemerintah Daerah
1 KABUPATEN/KOTA
‘ Perencanaan, Penganggaran, dan Tersedianya Perencanaan,
o001 2 | 01 R ganggaran, Penganggaran, dan Evaluasi 19.993.860 19.993.860,00 9.994.380 9.994.380 19.993.860 39.982.620 39.982.620,00 50%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah CE
1 Kinerja Perangkat Daerah
FEMyUsuridrm DUKUTITETT TETSEUTArTyd FETTyusuriar
01|Perencanaan Dokumen 4.999.500 4.999.500 4.999.500 4.999.500 4.999.500 14.998.500 14.998.500,00 33%
Perangkat Daerah Perencanaan
04 Tersedianya Koordinasi dan 4.999.740 4.999.740 4.999.740 4.999.740 4.999.740,00 100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD |Penyusunan DPA- SKPD
Tersedianya Koordinasi dan
05|Koordinasi dan Penyusunan Perubahan [Penyusunan Perubahan DPA- 4.999.740 4.999.740 4.999.740 4.999.740 4.999.740,00 100%
DPA-SKPD SKPD
TeTSeUTATTy A RUOTUT TS T
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian
06| capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.994.880 4.994.880 4.994.880 4.994.880 4.994.880 14.984.640 14.984.640,00 33%
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
111 2 Admini i K P gk Tersedianya Ad 116.629.012.950 111.111.779.386,00 116.629.012.950 40.947.650.610 103.881.338.705 112.709.947.338 257.538.936.653 368.650.716.039,00 32%
Daerah K P gkat Daerah
01|Penyediaan Gaji dan Tersedianya Penyediaan Gaji dan 116.609.016.000 111.111.779.386 116.609.016.000 | 10 11.350.682.020 40.928.896.710 103.862.584.805 112.691.193.438 268.833.356.973 379.945.136.359,00 3%
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
08 y Tersedianya Penyusunan 19.996.950 19.996950 18.753.900 18.753.900 18.753.900 56.261.700 56.261.700,00 36%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pelaporan dan Analisis Prognosis
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah Maningkatnya Administrasi
pada Barang Milik Daerah pada 24.992.934 24.992.934 4.992.979 4.992.979 24.992.934 34.978.892 34.978.892,00 1%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya Penyusunan
01|Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Barang 4.992.979 4.992.979 4.992.979 4.992.979 4.992.979 14.978.937 14.978.937,00 33%
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
06| Penatausahaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Penatausahaan 19.999.955 19.999.955 19.999.955 19.999.955 19.999.955,00 100%
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
Tersedianya Administrasi
2( 1| 1| 2,1|Administrasi Kep ian Perangk Kep ian Perangkat 1.567.487.957 1.281.068.565,00 1.567.487.957 307.509.630 506.011.780 1.054.049.927 1.054.049.927 2.335.118.492,00 67%
Daerah Daerah
10(Sosialisasi Peraturan Adanya Sosialisasi Peraturan 75.000.000 132.600.000,00 75.000.000 149.925.000 149.925.000 719.563.927 1.019.413.927 1.152.013.927,00 7%
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
Adanya Bimbingan Teknis
11|Bimbingan Teknis Implementasi Implementasi Peraturan 334.914.350 334.914.350 334.829.000 334.829.000 334.829.000,00 100%
Peraturan Perundang- Undangan Perundang- Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0272 Administrasi Umum 1.308.659.040 1.308.659.040 1.308.659.040,00 0%
Perangkat Daerah
0p |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Adanya Penyediaan Peralatan 168.607.516 600.033.043,00 168607516 123.700.000 123.700.000 723.733.043,00 2%
Kantor dan Perlengkapan Kantor
03 |Penyediaan Peralatan Adanya Penyediaan Peralatan 29.997.000 29.997.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000,00 103%
Rumah Tangga Rumah Tangga
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Penyediaan Bahan

Adanya Penyediaan Bahan

Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Kepala Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah

04 - S 374.999.311 97.061.800,00 374.999.311 65.432.000 102.867.900 407.216.950 575.516.850 672.578.650,00 56%
Logistik Kantor Logistik Kantor
o5 |Penvediaan Barang Cetakan dan Adanya Penyediaan Barang 123.996.180 71.500.000,00 123.996.180 19.998.000 32.506.000 137.346.830 189.850.830 261.350.830,00 47%
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
g9 |Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Adanya Penyelenggaraan Rapat 349.973.600 379.873.722,00 349.973.600 72.154.630 220.712.880 531.795.260 824.662.770 1.204.536.492,00 29%
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Adanya Dukungan Pelaksanaan
11 |Pemerintahan Berbasis Elektronik pada |Sistem Pemerintahan Berbasis 110.000.000 110.000.000 79.600.000 79.600.000 79.600.000,00 138%
SKPD Elektronik pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Adanya Penyediaan Jasa
1(01] 01 |2.08 Y 3 yang Penunjang Urusan 4.185.428.819 5.538.940.876,00 4.185.428.819 1.472.788.546 1.614.395.070 5.900.982.690 8.988.166.306 14.527.107.182,00 29%
Pemerintahan Daerah Peamerintahan Daarah
g1 |Penvediaan Jasa Surat Tersedianya Penyediaan Jasa 115.959.550 115.959.550 86.000.550 115.959.550 202.059.100 202.059.100,00 57%
Menyurat Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Penyediaan Jasa
02 Dayz Air dan Listrik ! Komunikasi, Sumber Daya Air 118.069.269 120.390.876,00 118.069.269 15.038.546 70.545.520 213.573.140 299.157.206 419.548.082,00 28%
dan listrile
04 |Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Tersedianya Penyediaan Jasa 3.951.400.000 5.418.550.000,00 3.951.400,000 1.457.750.000 1.457.750.000 5.571.450.000 8.486.950.000 13.905.500.000,00 28%
Kantor Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah ™M ya Pemeliharaan
1/01| 01 {2.09 |Penunjang Barang Milik Daerah 29.966.200 30.000.000,00 29.966.200 209.772.510 209.772.510 239.772.510,00 12%
Urusan P i l; Daerah i
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Adanya Penyediaan Jasa
01 [Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Biaya 29.966.200 30.000.000,00 29.966.200 209.772.510 209.772.510 239.772.510,00 12%
Peraranaan Dinas atau Kendaraan Dinas | Pemeliharaan dan Paiak
o » |Pengelolaan Pendidikan Sekolah |Meningkatnya Pengelolaan 87.184.368.834 18.412.608.610,00 87.184.368.833,99 47.936.492.304 47.936.492.304 £6.349.100.914,00 76%
Dasar Pendidikan Sekolah Dasar
111] 2
) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Meningkatnya Pengelolaan 41.799.134.401 11.509.491.000,00 41.799.134.401 7.057.171.350 47.936.492.304 54.993.663.654 66.503.154.654,00 159%
1(1| 2 | 02 |Dasar Pendidikan Sekolah Dasar
02 | "Penambahan Ruang Kelas Baru Terlaksananya Penambahan 25.308.515.418 5.496.185.000,00 25.308.515.418 5.546.174.796 5.546.174.796 11.042.359.796,00 4%
Ruang Kelas Baru
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Terlaksananya Pembangunan
03 Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.496.003.280 1.496.003.280 1.496.003.280,00
04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Terlaksanénya Pembangunan 1.029.853.000 1.029.853.000 1.029.853.000,00
Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pemb. N P d Terlaksananya Pembangunan
06 Uii'l*‘“a:”i”k::h arana, Prasarana @an | carana, Prasarana dan Utilitas 2.089.991.840 494.571.000,00 2.089.991.840 3.019.409.880 3.019.409.880 3.513.980.880,00 168%
Sekolah
. Terlaksananya Pembangunan
07 ZEL“Ta:/‘-’G”"a'/‘PR”Wh o 'ffpa'a Rumah Dinas Kepala 946.287.000 946.287.000 946.287.000,00
exolan/buru/renjaga sekola Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
08 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | |c/2Ksananya Renabilitasi 212.260.500 4.355.000.000,00 212260500 3.680.124.050 3.680.124.050 8.044.124.050,00 3790%
Sedang/Berat Ruang Kelas
I Terlaksananya Rehabilitasi
1 Ee:alb'::‘as' Sedang/Berat Perpustakaan |, Berat Perpustakaan 648.378.800 648.378.800 648.378.800,00
exola Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat S Terlaksananya Rehabilitasi
1p | enabiitasi sedang/Berat Sarana, Sedang/Berat Sarana, Prasarana 39.015.000 39.015.000 39.015.000,00
Prasarana dan Utilitas Sekolah -
dan Utilitas Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi
13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |Sedang/Berat Rumah Dinas 126.825.000 126.825.000 126.825.000,00
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Pengadaan Mebel

Terlaksananya Pengadaan Mebel

14 1.163.735.000,00 224.392.012 224.392.012 1.388.127.012,00
Sekolah Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Terlaksananya Penyediaan Biaya
21 SeknyIah Dasar 4 Personil Peserta Didik Sekolah 12.515.760.715 12.515.760.715 7.057.171.350 19.045.218.850 26.102.390.200 26.102.390.200,00 209%
Dasar
. . Tersdianya Pengadaan Alat
22 |Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ) A 10.454.112.000 10.454.112.000 10.454.112.000,00
Praktik dan Peraga Siswa
P ' P Belaiar dan Uii TerlaksananyaPenyelengaraan
03 | eTvelengaraan froses Belgjar dan Hian | ces Belajar dan Ujian bagi 40.007.400 40.007.400 40.007.400 40.007.400 40.007.400,00 100%
bagi Peserta Didik .
Peserta Didik
25 |Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas - Terlaksananya Pembinaan Minat, 649.119.820 649119.820 647.519.620 647.519.620 647.519.820,00 100%
Siswa Bakat dan Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik dan Ter!aksanamfa Pengembangan
. Karir Pendidik dan Tenaga o
27 |Tenaga Kependidikan pada Satuan - 983.478.708 983.478.708 984.171.416 984.171.416 984.171.416,00 100%
- Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar -
Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Meningkatnya Pengelolaan
2.02|Menengah Pendidikan Sekolah Menengah 37.659.199.166 2.612.091.600,00 37.659.199.166 5.314.734.000 36.541.688.645 41.856.422.645 44.468.514.245,00 118%
Pertama Pertama
P bahan Ri Terlaksananya Penambahan
oz | cnambananRuang Ruang 27.814.858.098 27.814.858.098 - - 0%
Kelas Baru
Kelas Baru
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Terlaksananya Pembangunan
03 Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.032.489.000 2.032.489.000 2.032.489.000,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Terlaksananya Pembangunan
04 Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 124.403.600 124.403.600 124.403.600,00
07 |Pembangunan Laboratorium Terlaksananya pembangunan 2.082.624.000 2.082.624.000 2.082.624.000,00
Laboratorium
. Terlaksananya Pembangunan
09 ZEL“T?/‘-’G”"B’;PR“W“ o 'ff”a'a Rumah Dinas Kepala 837.632.680 837,632,680 837.632.680,00
exolan/buru/renjaga sekola Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Pemb S P d Terlaksananya Pembangunan
Tz | o o TESSENS AN Sarana, Prasarana dan Utiitas 2.999.829.460 2,612.091.600,00 2999.829.460 633.285.000 3.286.246.168 3.919.531.168 6.531.622.768,00 218%
ilitas Sekolal sekolah
I Terlaksananya Rehabilitasi
1 Ee:alb'::‘as' Sedang/Berat Ruang Kelas |, /Berat Ruang Kelas 9.225.869.400 9.225.869.400 9.225.869.400,00
o Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Terlaksananya Rehabilitasi
15 sekolah 9 9 Sedang/Berat Ruang Guru 427.973.210 427.973.210 427.973.210,00
Sekolah
I Terlaksananya Rehabilitasi
17 |Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan |\ porat perpustakaan 1.272.677.193 1.272.677.193 1.272.677.193,00
Sekolah
Sekolah
L . Terlaksananya Rehabilitasi
18 |Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium . 1.645.791.800 1.645.791.800 1.645.791.800,00
Sedang/Berat Laboratorium
Terlaksananya Rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |Sedang/Berat Rumah Dinas
2 Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah  [Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 1.560.504.420 1.580.504.420 1.560.504.420,00
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Terlaksananya Rehabilitasi
24 9 ! Sedang/Berat Sarana, Prasarana 873.601.000 873.601.000 873.601.000,00

Prasarana dan Utilitas Sekolah

dan Utilitas Sekolah
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Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Terlaksananya Penyediaan Biaya

## 32 Personil Peserta Didik Sekolah 5.685.900.000 5.685.900.000 4.681.449.000 5.685.900.000 10.367.349.000 10.367.349.000,00 182%
Sekolah Menengah Pertama
Menengah Pertama
. . Terlaksananya Pengadaan Alat
35 |Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa . X 5.903.588.000 5.903.588.000 5.903.588.000,00
Praktik dan Peraga Siswa
P ' P Belaiar dan Uii Terlaksananya Penyelengaraan
36 | cryerengaraan froses Belgjardan Hian | ces Belajar dan Ujian bagi 30.005.880 30.005.880 29.167.880 29.167.880 29.167.880,00 97%
bagi Peserta Didik .
Peserta Didik
3g |Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas | TerlaksananyaPembinaan Minat, 630.002.000 630002000 630.035.000 630,035.000 630.035.000,00 100%
Siswa Bakat dan Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik dan Terlaksananya Pengembangan
40 |Tenaga Kependidikan pada Satuan Karir Pendidik dan Tenaga 498.603.728 498.603.728 498.603.728 498.603.728 498.603.728,00 100%
Pendidikan Sekolah Menenaah Pertama |Kependidikan pada Satuan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Terlaksananya Rehabilitasi
as oo 9 9 REPT | Sedang/Berat Ruang Kepala 428.049.000 428.049.000 428.049.000,00
Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Meningkatnya Pengelolaan
11| 2 |2.03|Dini Pendidikan Anak Usia Dini 5.104.835.267 4.251.026.010,00 5.104.835.267 447.755.000 2.117.061.200 4.724.026.106 7.288.842.306 11.539.868.316,00 226%
(PAUD) (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruan Terlaksananya Pembangunan
02 9 9 9 Gedung/Ruang Kelas/Ruang 180.054.072 513.669.000,00 180.054.072 51.706.200 179.779.000 231.485.200 745.154.200,00 414%
Kelas/Ruang Guru PAUD
Guru PAUD
Pemb. S P q Terlaksananya Pembangunan
10| g HESERE N sarana, prasarana dan Utiitas 273.738.707 1.060.048.000,00 273.738.707 323.738.707 323.738.707 1.383.786.707,00 506%
fas PAUD
11 |Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 1oKsananya Pengadaan 448.,640.500 2.242.009.010,00 448.640.500 447.755.000 447.755.000 895.510.000 3.137.519.010,00 699%
Perlengkapan Siswa PAUD
14 |Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | TerlaksananyaPenyediaan Biaya 3.415.800.000 435.300.000,00 3415800000 447.755.000 1,617.600.000 2.903.400.000 4.968.755.000 5.404.055.000,00 158%
PAUD Personil Peserta Didik PAUD
Penyi dan Tindak Laniut Evaluasi Terlaksananya Penyiapan dan
17 |LeTViapan dan Tindak Lanut EVaaSl  ringak Lanjut Evaluasi Satuan 11.888.000 11.888.000 11.888.000 11.888.000 11.888.000,00 100%
Satuan PAUD
PAUD
Pembi Kelemb: d Terlaksananya Pembinaan
embinaan fi¢ embagaan dan Kelembagaan dan Manajemen 774.713.988 774713988 816.985.399 816.985.399 816.985.399,00 105%
Manajemen PAUD
PAUD
1] 1| 2 |2.04 |Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan 2.621.200.000,00 40.000.000,00 2.621.200.000,00 1.209.150.000 1.926.350.000 3.135.500.000 3.175.500.000,00 121%
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
P di Bi P il Peserta Didik Penyediaan Biaya Personil
2p |“ervediaan flaya Fersonireserta PIAK | peserta bidik 2.621.200.000 40.000.000,00 2,621.200.000,00 1.200.150.000 1.926.350.000 3.135.500.000 3.175.500.000,00 121%
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERLAKSANANYA URUSAN
01 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 897.875.055,00 99.890.000,00 897.875.055,00 901.669.139 901.669.139 1.001.559.139,00 112%
PELAYANAN DASAR TIDAK BERKAITAN DENGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN o
2|22 KEBUDAYAAN BIDANG KEBUDAYAAN 897.875.055,00 99.890.000,00 897.875.055,00 901.669.139 901.669.139 1.001.559.139,00 112%
PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN o
2(22| 2 KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN 689.883.230,00 99.890.000,00 689.883.230,00 758.675.762 758.675.762 858.565.762,00 124%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang |Pelestarian Kesenian
2|22 | 02 | 2.02|Masyarakat Pelakunya dalam Daerah |Tradisional yang Masyarakat 689.883.230,00 99.890.000,00 689.883.230,00 758.675.762 758.675.762 858.565.762,00 124%
Kabubpaten/Kota Pelakunva dalam Daerah
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Terlaksananya Pembinaan
02 4 ! Sumber Daya Manusia, Lembaga, 689.883.230,00 99.890.000,00 689.883.230,00 758.675.762 758.675.762 858.565.762,00 124%

Lembaga, dan Pranata Tradisional

dan Pranata Tradisional




PROGRAM PENGEMBANGAN MENINGKATNYA PROGRAM
01 2|22 03 PENGEMBANGAN KESENIAN 92.994.300,00 92.994.300,00 92.994.300 92.994.300 92.994.300,00 100%
KESENIAN TRADISIONAL
TRADISIONAL
- . . . Adanya Pembinaan Kesenian
F yang y
yang Masyarakat
2(22| 03 | 2.01|Pelakunya dalam Daerah 92.994.300,00 92.994.300,00 92.994.300 92.994.300 92.994.300,00 100%
Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan K. itas Tata Kelol Adanya Peningkatan Kapasitas 92.994.300,00
03 | eringkatan fapasttas 'ata felola Tata Kelola Lembaga Kesenian 92.994.300 92.994.300 92.994.300 92.994.300,00 100%
Lembaga Kesenian Tradisional L
Tradisional
N MENINGKATNYA PROGRAM o
01 2|22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PEMBINAAN SEJARAH 49.999.077,00 49.999.077,00 49.999.077 49.999.077 49.999.077,00 100%
Pembi Seiarah Lokal dal 1 Adanya Pembinaan Sejarah
2(22| 04 |201| SMinaan Sejarah tokal calam Lokal dalam 1 (satu) Daerah 49.999.077,00 49.999.077,00 49.999.077 49.999.077 49.999.077,00 100%
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan SAdanbya I;emb;dayaénd
03 |Sumber Daya Manusia dan Lembaga umper baya Manusia dan 49.999.077,00 49.999.077,00 49.999.077 49.999.077 49.999.077,00 100%
. Lembaga Sejarah Lokal
Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rata-rata capaian kinerja ("o-)
PROGRAM PELESTARIAN DAN M - -
01 2(22| 05 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PELESTARIAN DAN 64.998.448,00 64.998.448,00 - -
PENGEI Ol AAN CAGAR
2022/ 05 | 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat TersedianyaA Penetapan Cagar 64.998.448,00 64.998.448,00 :
Kabupaten/Kota Budava Perinakat
02 Penetapan Cagar Tersedianya Penetapan Cagar 64.998.448,00 64.998.448,00 ;
Budava Budava
Rata-rata capaian kinerja (%) -
Rata-rata capaian kinerja (%)|- -
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 256.102.386.667 213.258.624.493 288.627.591.684
| |
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)| -
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)| SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya®) :
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SKPK : DINAS KESEHATAN

REALISASI KINERJA DAN TINGKAT
INDIKATOR P::.:; :;AR:]I;;:::;H REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENISTRA CAPAIAN
KINERJA PROGRAM | PADA TAHUN 2017-2022 KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN KINER]JA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH S/D REALISASI | UNIT SKPD
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (BKHIR PERIODE PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA RENJA PERANGKAT DAERAH | TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN | ANGGARAN | PENANGGU
KEGIATAN (OUTPUT)| RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN 2021 YANG DIEVALUASI (TAHUN PELAKSANAAN RENJA RENSTRA | NG JAWAB
DEERZH) 2020 2021) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
mx v TAHUN 2021) 2021
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 =8+9+10+11 13=6+12 f=13/5 x 100 18
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 |MENINGKATK [PROGRAM Mewujudkan tata
AN KUALITAS |(PENUNJANG kelola pemerintah
PELAYANAN URUSAN yang baik dalam
PUBLIK PEMERINTAH rangka
DAERAH mendukung
KABUPATEN/KOTA |pembangunan
daerah dan
pemberdayaan
masyarakat
P Meningkatkan
Penganggaran, dan |kualitas pelayanan
Evaluasi Kinerja pemerintah daerah
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen |Tersedianya 100 % 6.811.100 |0 % 0] 100 % 3.405.550| - % 0 % % 0| 99,83 |% 3.389.550( 99,5 % 3.389.550 100 3.389.550| 100 50 | DINKES
Perencanaan dokumen RENJA
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Tersedianya 100 % 13.964.500 |0 % 0] 100 % 6.982.250 | - % 0 % % 0| 98,93 |% 6.907.500| 99 % 6.907.500 99 6.907.500| 99 49 | DINKES
Penyusunan Laporan |dokumen RKA, DPA
Capaian Kinerjadan |dan DPPA
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Tersedianya 100 % 23.760.000 [0 % 0] 100 % 11.880.000 | - % 0 % % 0| 100,00 |% 11.880.000,000 | 100 % 11.880.000 100 11.880.000( 100 50| DINKES
Perangkat Daerah dokumen Profil
kesehatan, LAKIP,
LPPD, SPM dan LKP]
Administrasi Umum [Meningkatkan
Perangkat Daerah kualitas pelayanan
pemerintah daerah
Penyediaan Terpenuhinya BBM 90 % 39.603.850 (100 % 6.750.000| 90 % 19.801.925 | - % 0 % 50 (% 9.820.825| 50,40 (% 9.981.100| 100 % 19.801.925 200 26.551.925| 222 67 | DINKES
Komponen Instalasi dan alat listrik
Listrik/ Penerangan |perkantoran
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan |Tersedianya 90 % 91.960.000 [0 % 0| 90 % 47.560.000 | - % 0 % 3 (% 1.880.000| 96,68 (% 45.980.000( 100 % 47.560.000 100 47.560.000| 111 52 | DINKES
Dan Perlengkapan perangkat alat kerja
Kantor
Penyediaan Peralatan |Tersedianya 90 % 76.953.408 [0 % 0| 90 % 19.238.352 34 (% 6.469.848 % 17 (% 3.200.000| 49,74 (% 9.568.504| 100 % 19.238.352 100 19.238.352( 111 25 | DINKES
Rumah Tangga peralatan
kebersihan dan alat
pembersih
Penyediaan Bahan Tersedianya alat 90 % 212.091.978 [0 % 0| 90 % 96.295.900 9 (% 8.850.000 % 35 (% 34.153.900| 585,34 (% 53.292.000( 100 % 96.295.900 100 96.295.900| 111 45| DINKES
Logistik Kantor tulis perkantoran
Penyediaan Barang Tersedianya biaya 90 % 138.637.400 |100 % 20.175.000( 90 % 63.017.000 27 |% 16.830.000 % % ol 173,29 |% 46.187.000 100 % 63.017.000 200 83.192.000| 222 60 | DINKES
Cetakan dan foto copy dan
Penggandaan lainnya
Penyelenggaraan Terpenuhi biaya 90 % 565.840.000 | 100 % 326.031.000 | 90 % 131.177.189 13 (% 16.650.000 % 68 | % 88.545.000 19,81 |% 25.982.189( 100 % 131.177.189 200 457.208.159( 222 81
Rapat Koordinasi dan |perjalanan dinas
Konsultasi SKPD baik dalam dan luar
daerah
Pengadaan Barang |Meningkatkan
Milik Daerah kualitas sarana dan
Penunjang Urusan prasarana
Pemerintah Daerah |pelayanan
kesehatan
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Pengadaan Sarana dan |Jumlah kendaraan 90 % % 90 % 137.430.000 | - % % % 67.430.000 70.000.000( 100 % 137.430.000 100 137.430.000( 111 98
Prasarana Pendukung |operasional
Gedung Kantor atau  (kesehatan
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Meningkatkan
Penunjang Urusan pelayanan
Pemerintahan administrasi
Daerah perkantoran
Penyediaan Jasa Surat |Tersedianya benda 90 % % % 5.610.000 % - % % 0 2.805.000( 100 % 5.610.000 200 7.608.000( 222 34
Menyurat pos, pengiriman
surat dan barang
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 90 % % % 642.752.197 % % % 337.666.099 284.068.790 97 % 621.734.889 197| 1.141.734.889| 218 89
Komunikasi, Sumber [komunikasi, sumber
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Tersedianya alat 90 % % % 5.452.700 % % % 0 5.452.700| 100 % 5.452.700 100 5.452.700| 111 25
Peralatan dan perkantoran
Perelengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Terpenuhinya honor [ 90 % % % | 3.936.664.355 % % % 975.554.355 1.371.213.790| 100 % 3.929.804.000 100| 3.929.804.000| 111 49
Pelayanan Umum pengelola kegiatan
Kantor APBD, OTSUS, honor
Tim, pegawai
honorer
dinkes,puskesmas
dan operasional
puskesmas
Pemeliharaan Meningkatkan
Barang Milik Daerah|pelayanan
Penunjang Urusan administrasi
Pemerintahan perkantoran
Daerah
Penyediaan Jasa Terpenuhinya 90 % % 90 % 76.683.108 % % % 53.000.000 23.683.105| 100 % 76.683.108 100 76.683.105| 111 23
Pemeliharaan, Biaya |pembayaran pajak
Pemeliharaan, Pajak, |kendaraan dinas dan
dan Perizinan opersional
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
PROGRAM Meningkatnya
PEMENUHAN UPAYA | kesehatan
KESEHATAN masyarakat
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas |Meningkatnya
Pelayanan sarana dan
Kesehatan umtuk prasarana
UKM dan UKP kesehatan
Kewenangan Daerah |masyarakat
Kabupaten/Kota
Pembangunan Tersedianya sarana | 90 % 1 % % | 8.400.000.000 % % % 2.107.494.000 5.785.567.920| 94 % 7.893.061.920 194| 27.718.804.920| 216 165
Puskesmas pelayanan
kesehatan
Rehabilitasi dan adanya rehabilitasi 90 % % % 64.960.808 % % % 0 64.960.000 100 % 64.960.000 100 64.960.000| 111 50
Pemeliharaan Fasilitas | puskesmas
Kesehatan Lainnya
Pengadaan Prasarana |Tersedianya 90 % % % | 4.149.900.000 % % % 515.345.970 3.614.811.330| 100 % 4.130.157.300 198| 9.017.002.533| 219 213
dan Pendukung prasarana pelayanan
Fasilitas Pelayanan kesehatan
Kesehatan
Pengadaan Alat Tersedianya alkes 90 % % % 647.646.000 % % % 0 634.292.896 98 % 634.292.896 98 634.292.896( 109 46
Kesehatan/Alat dan alat penunjang
Penunjang Medik medis lainnya
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pengadaan Obat Dan |Tersedianya obat 90 % % % | 2.122.796.524 % % % 0 2.000.728.605| 94 % 2.000.728.605 191| 5.396.102.196| 212 128

Vaksin




Pengadaan Bahan Tersedianya 90 % 2.717.294.932 |0 % 0| 90 % | 2.129.217.647 | - % % 33 (% 704.510.000| 66,54 (% 1.416.799.509| 100 % 2.121.309.509 100| 2.121.309.509| 111 78
Habis Pakai BMHP,RO dan BHP
skrining HIV dan
malaria
Pemeliharaan Sarana |Tersedianya jasa 90 % 97.685.000 {100 % 40.000.000( 90 % | 7.697.335.233 | - % % 9 |% 683.245.600| 88,18 (% 6.787.294.575| 97 % 7.470.540.175 197| 7.510.540.175| 219 | 7.689
Fasilitas Pelayanan servis kendaraan
Kesehatan roda empat, roda
dua, puskesmas
keliling perairan,
poliklinik terapung
Pemeliharaan Rutin Tersedianya jasa 90 % 100.000.000 |100 % 0| 90 % 99.100.000 | - % % - % 0| 100,00 |% 99.099.800( 100 % 99.099.800 200 99.099.800| 222 99
dan Berkala Alat servis
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Penyediaan Layanan |Meningkatnya
Kesehatan untuk derajat kesehatan
UKM dan UKP masyarakat
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Menurunkan angka | 90 % 2.013.728.848 |0 % 0| 90 % | 1.047.833.509 | - % % 37 (% 388.488.600( 61,55 (% 644.763.400 99 % 1.033.252.000 99| 1.033.252.000| 110 51
Pelayanan Kesehatan |kematian ibu
Ibu Hamil
Pengelolaan Menurunkan angka | 90 % 2.432.045.230 [0 % 0| 90 % | 1.288.083.074 | - % % 67 | % 860.216.959 2,44 |% 31.480.986 69 % 891.697.945 69 891.697.945( 77 37
Pelayanan Kesehatan |kematian ibu
Ibu Bersalin
Pengelolaan Menurunkan angka | 90 % 796.595.370 [0 % 0| 90 % 373.064.722 | - % % 60 |% 224.059.722 39,89 (% 148.805.000( 100 % 372.864.722 100 372.864.722( 111 47
Pelayanan Kesehatan |kematian bayi
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Menurunkan angka | 90 % 1.497.039.530 [0 % 0| 90 %| 1.144.458.689 | - % % 10 (% 117.763.609 87,37 (% 999.968.291 98 % 1.117.731.900 98| 1.117.731.900| 109 75
Pelayanan Kesehatan |kematian balita
Balita
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 811.070.306 [0 % 0| 90 % 216.486.200 | - % % 26 (% 56.164.720| 73,06 (% 158.171.580( 99 % 214.336.300 99 214.336.300( 110 26
Pelayanan Kesehatan |skrining kesehatan
Pada Usia Pendidikan |pada usia
Dasar pendidikan dasar
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 317.653.664 [0 % 0| 90 % 334.093.495 | - % % 51 (% 171.396.905 48,70 (% 162.687.595 100 % 334.084.500 100 334.084.500( 111 108
Pelayanan Kesehatan |skrining kesehatan
Pada Usia Produktif pada usia produktif
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 940.048.720 [0 % 0| 90 % 295.633.650 | - % % 31 (% 90.269.760| 65,52 (% 193.704.635| 96 % 283.974.395 96 283.974.395( 107 30
Pelayanan Kesehatan |skrining kesehatan
Pada Usia Lanjut pada usila
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 243.232.718 [0 % 0| 90 % 109.560.801 | - % % 11 (% 11.694.999 37,74 |% 41.350.001 48 % 53.045.000 48 53.045.000| 54 22
Pelayanan Kesehatan |skrining kesehatan
Penderita Hipertensi |pada penderita
hipertensi
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 133.800.000 |0 % 0| 90 % 16.800.000 | - % % - % ol 70,18 |% 11.790.000| 70 % 11.790.000 70 11.790.000 78 9
Pelayanan Kesehatan |skrining kesehatan
Penderitaan Diabetes |pada penderita dm
Mellitus
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 297.754.000 [0 % 0| 90 % 47.196.000 | - % % (189) (% -88.967.000 - % -189 % -88.967.000 -189 -88.967.000| ### | (30)
Pelayanan Kesehatan |pemeriksaan keswa,
Orang dengan sttus mental,
Gangguan Jiwa Berat |wawancara, dan
rujukan pasien
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 2.111.183.400 [0 % 0| 90 % 430.193.298 | - % % 54 (% 232.740.000 45,51 (% 195.787.169| 100 % 428.527.169 100 428.527.169( 111 20
Pelayanan Kesehatan |skrining TB dan
Orang Terduga edukasi
Tuberkulosis
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 955.039.090 [0 % 0| 90 % 247.558.638 | - % % 12 (% 30.445.800| 75,52 (% 186.948.160( 88 % 217.393.960 88 217.393.960( 98 23
Pelayanan Kesehatan |skrining HIV pada
Orang dengan Resiko [poci dan edukasi
Terinfeksi HIV
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Pengelolaan Tersedianya 90 % 274.520.000 [0 % 0| 90 % | 2.071.330.018 | - % - % 27 (% 558.464.630 12,01 |% 248.736.870 39 % 807.201.500 39 807.201.500 43| 294
Pelayanan Kesehatan |pelayanan
bagi Penduduk pada |kesehatan bagi
Kondisi Kejadian Luar |korban bencana
Biasa
Pengelolaan Meningkatnya gizi 90 % 1.673.597.400 [0 % 0| 90 % 966.503.430 | - % - % 36 (% 352.493.430( 60,41 (% 583.864.681 97 % 936.358.111 97 936.358.111( 108 56
Pelayanan Kesehatan |masyarakat
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Meningkatnya 90 % 448.007.000 [0 % 0| 90 % 133.783.762 | - % - % 32 (% 42.595.738 7,94 |% 10.616.262| 40 % 53.212.000 40 53.212.000| 44 12
Pelayanan Kesehatan |derajat kesehatan
Kerja dan Olahraga masyarakat
Pengelolaan Meningkatnya 90 % 523.657.200 [0 % 0| 90 % 371.727.000 | - % - % 32 (% 120.653.000 59,79 |% 222.244.600 92 % 342.897.600 92 342.897.600( 102 65
Pelayanan Kesehatan |kesehatan
Lingkungan lingkungan
masyarakat
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 1.833.944.660 (67 % 30.325.000 90 % | 1.044.797.837 | - % - % 5 (% 54.102.278| 85,66 (% 894.924.082 91 % 949.026.360 158 979.351.360( 175 53
Pelayanan Promosi promkes dan
Kesehatan edukasi masyarakat
Pengelolaan Tersedianya 90 % 62.400.000 [0 % 0| 90 % - #i## % HHH#| % HHH# % 0| #DIV/0! |% #i# % 0| #DIV/0! 0 of -
Pelayanan Kesehatan [pengelolaan
Tradisional; kesehatan
Akupuntur, Asuhan tradisional
Mandiri, dan
Tradisional Lainnya
Pengelolaan adanya 90 % 730.973.208 (84 % | 2.617.488.762| 90 % 514.008.762 | - % - % 0 % 0| 38,18 |% 196.095.000( 38 % 196.095.000 122| 2.813.583.762| 136 | 385
Surveilans Kesehatan |pengamatan/pemant
auan penyakit
secara epidemiologi
dan
penanggulangan
wabah penyakit
Pengelolaan Terlaksananya 90 % 89.000.000 [0 % 0| 90 % 80.750.000 | - % - % 19 % 15.400.000| 55,94 % 45.174.120( 75 % 60.574.120 75 60.574.120 83 68
Pelayanan Kesehatan |perawatan dan
Orang dengan rujukan pasien
Masalah Kesehatan ODMK
Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayana |Terlaksananya 90 % 90.000.000 [0 % 0| 90 % 39.800.000 | - % - % 19 % 7.400.000 81,41 |% 32.400.000( 100 % 39.800.000 100 39.800.000| 111 44
Kesehatan Jiwa dan perawatan dan
NAPZA rujukan pasien jiwa
dan pasien NAPZA
Pengelolaan Upaya Terlaksananya 90 % 232.628.278 [0 % 0| 90 % | 6.696.352.929 | - % - % 30 % 2.028.566.920| 64,63 (% 4.327.697.467| 95 % 6.356.264.387 95| 6.356.264.387| 105 | 2.732
Kesehatan Khusus upaya kesehatan
khusus
Pelayanan Kesehatan [Menurunnyaangka | 90 % 850.394.838 [0 % 0| 90 % | 1.476.543.939 | - % - % 1 % 16.738.699 63,34 (% 935.174.330 64 % 951.913.029 64 951.913.029( 72 112
Penyakit Menular dan |kesakitan
Tidak Menular masyarakat
Pengelolaan Jaminan |Terpenuhinya biaya [ 90 % | 14.893.743.592 (82 %| 8.659.962.428 90 % | 7.446.871.796 | - % - % 40 % 3.005.988.660| 32,86 |% 2.446.961.060| 73 % 5.452.949.720 155 14.112.912.148| 172 95
Kesehatan Masyarakat |pengobatan
masyarakat
Penyelenggaraan Meningkatkan 90 % 1.102.097.200 [0 % 0| 90 % 103.369.287 | - % - % 13 % 12.960.000| 67,94 (% 70.230.087| 80 % 83.190.057 80 83.190.057| 89 8
Kabupaten/Kota Sehat |kesadaran
masyarakat tentang
kesehatan
Operasional Terpenuhinya biaya | 90 % 3.929.333.898 |91 % | 2.372.884.957| 90 % 318.418.985 | - % - % 52 % 166.965.885| 43,22 |% 137.636.486 96 % 304.602.371 187| 2.677.487.328| 207 68
Pelayanan Puskesmas |operasional
puskesmas
Operasional Terpenuhinya biaya | 90 % 1.080.555.600 [0 % 0| 90 %| 1.571.090.024 | - % - % 47 % 737.698.088| 49,37 (% 775.623.342 96 % 1.513.321.430 96| 1.513.321.430| 107 140
Pelayanan Fasilitas operasional pustu
Kesehatan Lainnya dan poskesdes
Pelaksanaan Terlaksananya 90 % 1.445.614.134 (15 % 463.007.192| 90 % 810.216.000 | - % - % 9 % 69.970.000 73,09 |% 592.189.750 82 % 662.159.750 157| 1.125.166.942| 174 78
Akreditasi Fasilitas akreditasi
Kesehatan di puskesmas
Kabupaten/Kota
PROGRAM Meningkatkan
PENINGKATAN SDMK
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA

KESEHATAN




Perencanaan Terpenuhinya
Kebutuhan dan SDMK difaskes
Pendayagunaan kabupaten/kota
Sumber Daya

Manusia Kesehatan

untuk UKP dan UKM

di Wilayah

Kabupaten/Kota

Pemenuhan Terpenuhinya SDMK [ 90 % 170.400.000 % 90 % 430.000.000 | - % 0| - % 015 % 64.500.000 75,23 |% 323.500.000 90 % 388.000.000 90 388.000.000( 100 [ 228
Kebutuhan Sumber sesuai standar
Daya M dip

Kesehatan sesuai

Standar

PROGRAM SEDIAAN | Meningkatkan
FARMASI, ALAT keamanan pangan
KESEHATAN DAN dan makanan
MAKANAN

MINUMAN

Penerbitan Sertifikat | Tersedianya izin
Produksi Pangan produksi makanan
Industri Rumah bagi industri
Tangga dan Nomor P- rumahan

IRT sebagai Izin

Produksi, untuk

Produk Makanan

Tertentu yang dapat

Diproduksi oleh

Industri Rumah

Tangga

Pengendalian dan Terlaksananya 90 % 124.989.400 % 90 % - H#HHH# % O| ##H#HH % O| ##H#H % 0 H#H## % 0| #DIV/0! 0 of -
Pengawasan serta pengendalian dan
Tindak Lanjut pengawasan
Pengawasan Sertifikat |makanan industri
Produksi Pangan rumahan

Industri Rumah

Tangga dan Nomor P-

IRT sebagai Izin

Produksi, untuk

Produk Makanan

Minuman Tertentu

yang dapat

Diproduksi oleh

Industri Rumah

Tangga

Pemeriksaan dan Meningkatkan
Tindak Lanjut Hasil |keamanan dan
Pemeriksaan Post kesehatan produk
Market pada makanan dan
Produksi dan Produk |jajanan

Makanan Minuman |dimasyarakat
Industri Rumah

Tangga

Pemeriksaan Post Terlaksananya 90 % 38.049.400 % 90 % 461.622.000 | - % 0| - % of - % 0| 96,60 |% 445.941.380 97 % 445.941.380 97 445.941.380( 107 | 1.172
Market pada Produk |pemeriksaan jajanan
Makanan-Minuman pasar

Industri Rumah

Tangga yang Beredar

dan Pengawasan serta

Tindak Lanjut

Pengawasan

PROGRAM Meningkatkan
PEMBERDAYAAN derajat kesehatan
MASYARAKAT masyarakat
BIDANG

KESEHATAN
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Advokasi, Terlaksananya
Pemberdayaan, advokasi, dan
Kemitraan, kemitraan
Peningkatan Peran |pelayanan
serta Masyarakat kesehatan

dan Lintas Sektor

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Adanya peran serta 90 % 127.424.720 % 90 % 136.100.000 % 0 % 0 % 0 0%
Promosi Kesehatan, masyarakat terhadap
Advokasi, Kemitraan, [peningkatan
dan Pemberdayaan kesehatan
Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
88,9 29 27,6 38,5
PREDIKAT KINERJA tinggi sangat rendah sangat rendah sangat rendah

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

: Ketersediaan dana tepat waktu serta terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPD maupun instansi lainnya

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

: Beberapa item pekerjaan pengadaan barang/jasa sedang dalam proses lelang/tender

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNY

: Mempercepat proses pekerjaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan program kegiatan

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA SKPD TAHUN BERIKU

: Mempercepat proses pekerjaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan program kegiatan

191



SKPK : RSUD KABUPATEN ACEH SNGKIL

Lampiran 1

Realisasi Kinerja pada triwulan . .
. Realisasi Kinerja dan Tlng.kat'Capalan B
Indikator Kinerja dan Unit
Kinerja Program Target Renstra Peranglat Realisasi Capaian Kinerja Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat isasi
. N Daerah pada Tahun 2017 - 2022 N Target Kinerja dan Anggaran Renja N Daerah s/d tahun 2020
No Sasaran Program/ (o N N Perangkat Daerah sampai dengan Anggaran Renja Perangkat Daerah R Anggaran Renstra| Daerah
B (Akhir Periode Renstra R Tahun 2021 N N (Akhir tahun pelaksanaan
/Kegiatan Renja 2020 yang di Evaluasi (Tahun 2021) N Perangkat Daerah | Penanggu
Perangkat Daerah) ] " m [\ Renja Perangkat Daerah
(Output) s/d tahun 2021 | ngJawab
tahun 2021)
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=6+12 14 = 13/5x100% 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 [Meningkatnya
kualitas dan
pemerataan PROGRAM
pelayanan kesehatan|peNUNJANG
kepada masyarakat |yrusaN
PEMERINTAHAN 85% 15.859.873.755 85 27.405.861.849 85 93.816.413.604 1,55 91.358.200 17,86 12.393.730.585 | 39,63 44.024.249.526 | 40,95 37.307.075.293 100,00 93.816.413.604 121.222.275.453
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2|Meningkatnya Administrasi
fasilitas dan Umum Perangkat
pelayanan kesehatan|Daerah 85% 11.116.648.755 85% 19.209.569.049 85% 62.598.848.618 2,0 74.707.200 18,5 8.231.894.615 39,7 29.340.574.927 | 39,9 24.951.671.876 100% 62.598.848.618 81.808.417.667 RSUD
Meningkatnya Penyediaan Meningkatnya
standar mutu komponen Instalasi |kualitas
pelayanan rujukan, |listrik/ penerangan |pelayanan
rawatjalan dan bangunan kantor | pemerintah 85% 385.000.000[  85% 665.280.000 85% 273.469.627 - - 25,69 70.246.983 | 46,3 126.661.983 | 28,0 76.560.661 100,00 273.469.627 938.749.627
rawat inap daerah
Penyediaan Meningkatnya RSUD
peralatan dan kualitas
perlengkapan kantor pdayaf‘at“h 85% 121.450.000]  85% 209.865.600 | 85% 725.097.600 6,2 45212200 | 18,71 135.636.600 | 48,5 351.836.600 | 26,5 192.412.200 100,00 725.097.600 934.963.200
pemerintal
daerah
Penyediaan Meningkatnya RSUD
peralatan rumah kualitas
tangga pelayanan 85% 60.639.700[  85% 104785402 | 85% 219.140.896 - - 13,68 29.978.300 | 47,0 102.974.900 | 39,3 86.187.696 | 100,00 219.140.896 323.926.298
pemerintah
daerah
Penyediaan Bahan  [Meningkatnya RSUD
Logistik Kantor kualitas
pelayanan 85% 866.409.055 85% 1.497.154.847 85% 813.011.000 - - 11,74 95.436.000 24,0 195.436.000 | 64,2 522.139.000 100,00 813.011.000 2.310.165.847
pemerintah
daerah
Penyediaan Barang [Meningkatnya RSUD
cetakan dan kualitas
Penggandaan pelayanan 85% 28.500.000]  85% 49.248.000 85% 264.985.000 7,7 20.495.000,000 | 23,20 61.485.000 | 39,1 103.485.000 | 30,0 79.520.000 100,00 264.985.000 314.233.000
pemerintah
daerah
Penyediaan Bahan  [Meningkatnya RSUD
Bacaan dan kualitas
Peraturan Perundang{ pelayanan 85% 23.200.000|  85% 40.089.600 85% 41.527.600 - - 16,03 6.657.000 | 42,7 17.752.300 | 41,2 17.118.300 100,00 41.527.600 81.617.200
undangan pemerintah
daerah
Penyel aan Mening} RSUD
rapat koordinasi dan |kualitas
Konsultasi SKPD pclayafla“h 85% 215.000.000(  85%, 371.520.000 85% 328.913.763 - - 20,12 66.184.244 | 30,2 99.276.366 | 49,7 163.453.153 100,00 328.913.763 700.433.763
pemerintal
daerah
Penyediaan Jasa RSUD
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah 85% 4.708.225.000; 85% 8.135.812.800|  85% 29.966.351.566 1,70 4.500.000( 12,85 3.883.135.244( 38,28 14.171.575.889( 47,18 11.907.140.433 100,00 29.966.351.566 38.102.164.366
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Penyediaan Jasa Meningkatnya RSUD
surat menyurat kualitas
pemya_“a“h 85% 13.000.000 85% 22.464.000 | 85% 66.300.000 6,79 4.500.000 | 20,36 13.500.000 | 43,9 29.100.000 | 29,0 19.200.000 | 100,00 66.300.000 88.764.000
pemerlma
daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya RSUD
Komunikasi, kualitas
Sumber Daya Air | pelayanan 85% 385.000.000]  85% 665.280.000 | 85% 2.060.061.529 - - 18,33 377.525.244 | 46,8 964.289.315 | 34,9 718.246.970 | 100,00 2.060.061.529 2.725.341.529
dan Listrik pemerintah
daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya RSUD
Peralatan dan kualitas
Perlengkapan pelayanan 85% 42.700.000]  85% 73.785.600 |  85% 326.682.200 - - - - 14,7 48.000.000 | 85,3 278.682.200 | 100,00 326.682.200 400.467.800
Kantor pemerintah
daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya RSUD
Pelayanan Umum  |kualitas
kAntor pemya_“a“h 85% 4.267.525.000|  85% 7.374.283.200 | 85% 27.513.307.837 - - 12,69 3.492.110.000 | 47,7 13.130.186.574 | 39,6 10.891.011.263 | 100,00 27.513.307.837 34.887.591.037
pemerlma
daerah
Pemeliharaan RSUD
Barang Milik
Baerahp enunjang 85% 35.000.000]  85% 60.480.000 | 85% 1.251.213.420 0,97 12.151.000 | 22,27 278.700.726 | 40,9282 512.098.710 | 35,826 448262984 100,00 1.251.213.420 1.311.693.420
rusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan jasa Meningkatnya RSUD
Pemeliharaan, Biaya |kualitas
Pemeliharaan, Pajak | pelayanan 85% 35.000.000]  85% 60.480.000 | 85% 1.251.213.420 0,97 12.151.000 | 22,27 278.700.726 | 40,9282 512.098.710 | 35,826 448.262.984 | 100,00 1.251.213.420 1.311.693.420
dan Perizinan pemerintah
Kendaraan Dinas daerah
Onerasional atan
PROGRAM RSUD
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
[ 85% 4.023.627.000: 85% 6.952.827.456 47.258.533.609 0,07 110.851.000 521 9.047.340.321| 12,53 21.358.368.435| 32,19 16.741.973.853 100,00 47.258.533.609 54.211.361.065
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas RSUD
Pelayanan
Kesehatan untuk 85% 3353.627.000|  85% 5.795.067.456|  85% 5.495.868.357 - 0 - 642.838.500 - 1.160.616.500 - 3.692.413.357| 100,00 5.495.868.357 11.290.935.813
UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kah/ Kota
Pengadaan Alat Meningkatnya RSUD
kesehatan/ alat kualitas
penunjang medik | pelayanan 85% 3.266.377.000|  85% 5.644.299.456 | 85% 2.047.752.000 - - - - 0 - 100 2.047.752.000 | 100,00 2.047.752.000 7.692.051.456
fasilitas pelayanan ~ [pemerintah
kesehatan daerah
Pengadaan bahan Meningkatnya RSUD
habis pakai kualitas
pemya_“a“h 85% 27.250.000]  85% 47.088.000 | 85% 3.330.621.357 - - 19,30 642.838.500 | 34,6967 1.155.616.500 | 46,002 1532.166.357 | 100,00 3.330.621.357 3.377.709.357
pemerlma
daerah
Pemeliharaan rutin ~ [Persentase RSUD
dan berkala alat pemenuhan
keschatan/ alat | indikator SPM | g0, 60.000.000|  85% 103.680.000 | 85% 117.495.000 - - - - | 42555 5.000.000 | 95,744 112.495.000 | 100,00 117.495.000 221.175.000
penunjang medik
fasilitas pelayanan
kesehatan
Penyediaan Layanan RSUD
Kesehatan untuk
U'_“l‘:' dan UkKP 85% 670.000.000|  85% 1.157.760.000|  85% 41.762.665.252| 0,14 110.851.000| 1043 8.404.501.821| 25,06 20.197.751.935| 64,38 13.049.560.496| 10000 |  41.762.665.252 42.920.425.252
rujukan tingkat
daerah Kabupaten/
kota
Pengelolaan Persentase
pelayanan kesehatan |pemenuhan
lingkungan indikator SPM | g0, 20.000.000|  85%) 34.560.000 | 85% 1.459.070.000 - - - - 0 - 100 1.459.070.000 [ 100,00 1.459.070.000 1.493.630.000
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RSUD

Pengelolaan jaminan |Persentase
Kesel "
40.303.595.252 41.426.795.252

Masyarakat indikator SPM | g0, 650.000.000(  85%, 1.123.200.000 | 85% 40.303.595.252 0,28 110.851.000 | 20,85 8.404.501.821 | 50,11 20.197.751.935 | 28,76 11.590.490.496 | 100,00
RSUD
RSUD

Rata - rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya *) :
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SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tingkat Capaian

o - Unit
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Perangk
Indikator Kineria Program Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kineria Realisasi Capaian Kinerja dan | Anggaran Renstra Perangkat Realisasi at
. b . 8 Daerah pada Tahun 2017-2022 P ) Target Kinerja dan Anggaran Anggaran Renja Perangkat |Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Anggaran
No Sasaran Program/Kegiatan (outcome) / Kegiatan R R Renstra Perangkat Daerah R . . X Daerah
(output) (Akhir Periode Renstra sampai dengan Renia 2020 Renja Tahun 2021 Daerah yang di Evaluasi Tahun Pelaksanaan Renja Renstra Penan
P Perangkat Daerah) P s ’ (Tahun 2021) Perangkat Daerah Tahun Perangkat un s
2021) Daerah s/d Jiwagb
! I n v Tahun 2021 (%)
1 5 3 R 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=6+12 14=13/5x100%| 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
1 | Meningkatnya |PROGRAM PENUNJANG URUSAN 100% |  6.277.031.621,00 | 100% |  4.099.407.694,00 | 100% | 5.729.884.299,00 822.310.495,00 1.825.389.872,00 1.471.566.974,00 1.321.874.343,00 5.441.141.684,00 9.501.147.378,00 1,51
kualitas PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
pelayanan publik
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
- 25.622.730,00 - 25.622.730,00 - 9.986.000,00 5.237.500,00 10.399.100,00 25.622.600,00 25.622.600,00 1,00
Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | jumiah Dokumen Renja 1.650.000,00 B 1.650.000,00 1.237.500,00 412.500,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1,00
] Daerah Perangkat Daerah
kualitas
pelayanan publik | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA dan DPAP 11.285.230,00 - 11.285.230,00 5.642.400,00 5.642.800,00 11.285.200,00 11.285.200,00 1,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian .
- - e Jumlah Dokumen Evaluasi 12.687.500,00 - 12.687.500,00 4.343.600,00 4.000.000,00 4.343.800,00 12.687.400,00 12.687.400,00 1,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.551.268.682,00 3.704.150.286,00 4.220.162.000,00 811.920.734,00 1.522.272.157,00 926.784.860,00 764.036.534,00 4.025.014.285,00 7.729.164.571,00 1,70
Meningkatnya
kualitas . . .
pelayanan publik |PenYediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terbayar 4.551.268.682,00 3.704.150.286,00 4.220.162.000,00 | 19%|  811.920.734,00 | 36%|  1.522.272.157,00 | 22% 926.784.860,00 764.036.534,00 4.025.014.285,00 7.729.164.571,00 1,70
gaji dan tunjangan
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.200.000,00 - 39.600.000,00 - 39.402.000,00 39.402.000,00 39.402.000,00 0,50
kualitas i i i isasi i
 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Realisasi pengadaan pakaian 79.200.000,00 - 39.600.000,00 39.402.000,00 39.402.000,00 39.402.000,00 0,50
pelayanan publik | Kelengkapannya dinas
Administrasi Umum Perangkat Daerah 401.347.401,00 241.287.250,00 402.683.761,00 - 85.775.465,00 152.052.643,00 104.078.275,00 341.906.383,00 583.193.633,00 1,45
Penyediaan Komponen Instalasi .
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen
& 8 Instalasi Listrik/Penerangan 11.724.375,00 2.195.200,00 11.724.375,00 4.190.080,00 3.474.960,00 4.054.360,00 11.719.400,00 13.914.600,00 1,19
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Realisasi Peralatan Rumah 23.650.000,00 16.450.000,00 23.650.000,00 23.595.000,00 23.595.000,00 40.045.000,00 1,69
Kantor Tangga yang disediakan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga perlengkapan kantor yang 4.939.000,00 5.260.450,00 4.939.000,00 1.643.900,00 1.895.350,00 1.399.750,00 4.939.000,00 10.199.450,00 2,07
Meningkatnya diadakan
kualitas n
pelayanan publik |Penyediaan Bahan Logistik Kantor s:’:l::a'"ya pelayanan 50.994.376,00 57.450.000,00 50.994.376,00 19.675.319,00 18.058.238,00 13.259.846,00 50.993.403,00 108.443.403,00 2,13
. Realisasi barang yang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ;o @ " o0 2o 27.589.650,00 15.895.000,00 27.606.010,00 5.659.600,00 15.511.850,00 6.418.200,00 27.589.650,00 43.484.650,00 1,58
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Realisasi bahan bacaan yang 19.200.000,00 10.200.000,00 20.520.000,00 9.630.000,00 5.460.000,00 15.090.000,00 25.290.000,00 1,32
Perundang-undangan disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Realisasi perjalanan dinas 263.250.000,00 133.836.600,00 263.250.000,00 54.606.566,00 79.887.245,00 73.486.119,00 207.979.930,00 341.816.530,00 1,30
Konsultasi SKPD yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
. 977.666.808,00 49.829.958,00 860.016.808,00 10.389.761,00 168.178.000,00 279.310.791,00 377.802.234,00 835.680.786,00 885.510.744,00 0,91
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat f::;tj:;iasa surat 5.100.000,00 2.700.000,00 5.100.000,00 228.000,00 3.286.000,00 1.586.000,00 5.100.000,00 7.800.000,00 1,53
Meningkatnya i ikasi i isasi
Kualitas z::y;i'::n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ﬁizlr';a;';:mszran 58.466.808,00 47.129.958,00 58.466.808,00 | 18% 10.389.761,00 37% 21.524.791,00 11.916.234,00 | 75% 43.830.786,00 90.960.744,00 1,56
pelayanan publik
Realisasi pembayaran jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pengelola administrasi 914.100.000,00 - 796.450.000,00 167.950.000,00 254.500.000,00 364.300.000,00 786.750.000,00 786.750.000,00 0,86
keuangan dan kebersihan
kantor
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah F

Urusan Pemerintahan Daerah 241.926.000,00 104.140.200,00 181.799.000,00 39.178.250,00 68.779.180,00 65.558.200,00 173.515.630,00 277.655.830,00 1,15
Realisasi pemb jak
. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kee:(;zarzlazedn;nayaran paja
Meningkatnya |pe oliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan mclibaraan rutin 180.149.000,00 73.279.200,00 180.149.000,00 39.178.250,00 67.138.180,00 65.558.200,00 171.874.630,00 245.153.830,00 1,36
kualitas . |Dinas Operasional atau Lapangan p
pelayanan publik kendaraan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya Realisasi pemeliharaan 61.777.000,00 30.861.000,00 1.650.000,00 1.641.000,00 1.641.000,00 32.502.000,00 0,53
gedung kantor
:’S'L(;(';RAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 38% 745.500.000,00 | 100% |  6.935.866.000,00 | 100% 99.550.000,00 - 99.550.000,00 - 99.550.000,00 7.035.416.000,00 9,44
2 | Terkelolanya P SDA dan . 745.500.000,00 6.935.866.000,00 99.550.000,00 99.550.000,00 99.550.000,00 7.035.416.000,00 9,44
Sumberdaya Air |Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 hahias +722.800- 505 Iehits ° Itaatadd ° Iehias et 4
Normalisasi/Restorasi Sungai Realisasi normalisasi sungai 745.500.000,00 6.935.866.000,00 99.550.000,00 99.550.000,00 99.550.000,00 7.035.416.000,00 9,44
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 36% 1.278.000.000,00 | 100% |  1.871.523.750,00 | 100% | 4.213.454.000,00 - 1.042.020.300,00 3.021.202.500,00 4.063.222.800,00 5.934.746.550,00 4,64
MINUM
3 | Tersedianya Air |Pengelolaan dan F : sistem 1.278.000.000,00 1.871.523.750,00 4.213.454.000,00 1.042.020.300,00 3.021.202.500,00 4.063.222.800,00 5.934.746.550,00 4,64
Minum Layak |Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah TS e e ° e eI ETeem e I 4
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Realisasi peningkatan SPAM 1.278.000.000,00 1.871.523.750,00 4.213.454.000,00 1.042.020.300,00 3.021.202.500,00 4.063.222.800,00 5.934.746.550,00 4,64
Kawasan Perdesaan dikawasan perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN . .
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 100% 2.810.000.000,00 | 100% 2.796.565.000,00 | 100% |  1.653.144.000,00 - 393.100.000,00 1.259.814.000,00 1.652.914.000,00 4.449.479.000,00 1,58
F lol. dan F k Sistem Air
Meningkatnya |Limbah Domestik dalam Daerah 2.810.000.000,00 2.796.565.000,00 1.653.144.000,00 - 393.100.000,00 1.259.814.000,00 1.652.914.000,00 4.449.479.000,00 1,58
4 | Perilaku Hidup |Kabupaten/Kota
Bersih dan Sehat
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Realisasi penyediaan sarana
N v sistem pengelolaan air 2.810.000.000,00 2.796.565.000,00 1.653.144.000,00 393.100.000,00 1.259.814.000,00 1.652.914.000,00 4.449.479.000,00 1,58
Pengolahan Setempat . .
limbah yang dibangun
PROGRAM PENGELOLAAN DAN . .
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 47% 1.917.000.000,00 | 100% 1.940.502.000,00 | 100% |  8.650.596.797,00 - 4.685.456.000,00 3.956.344.000,00 8.641.800.000,00 5.341.685.000,00 2,79
P danP Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan 1.917.000.000,00 1.940.502.000,00 8.650.596.797,00 - 4.685.456.000,00 3.956.344.000,00 8.641.800.000,00 5.341.685.000,00 12,38
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya
5 | Sistem Drainase L
Kabupaten |Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Realisasi pembangunan 1.278.000.000,00 1.940.502.000,00 3.403.866.529,00 2.054.297.000,00 1.346.886.000,00 3.401.183.000,00 5.341.685.000,00 4,18
sistem drainase perkotaan
dan lingkungan
Realisasi rehabilitasi saluran
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan drainase perkotaan dan 639.000.000,00 - 5.246.730.268,00 2.631.159.000,00 2.609.458.000,00 5.240.617.000,00 5.240.617.000,00 8,20
lingkungan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
100% 2.769.000.000,00 - | 100% 147.146.000,00 - 5.683.000,00 141.463.000,00 147.146.000,00 147.146.000,00 0,05
Penyelenggaraan Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Persentase |kapupaten/Kota 2.769.000.000,00 - 147.146.000,00 - 5.683.000,00 141.463.000,00 147.146.000,00 147.146.000,00 0,05
6 Pengembangan
Kawasan
Permukiman .
Realisasi pembangunan dan
Pembangunan dan Pengembangan engembangan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan p 8 8 2.769.000.000,00 - 147.146.000,00 5.683.000,00 141.463.000,00 147.146.000,00 147.146.000,00 0,05
. infrastruktur kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota .
permukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
100% | 41.797.500.000,00 | 100% | 51.377.315.594,00 | 100% | 68.686.210.035,00 9.549.578.200,00 13.230.175.350,00 44.037.838.887,00 66.817.592.437,00 118.194.908.031,00 2,83
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 41.797.500.000,00 51.377.315.594,00 68.686.210.035,00 9.549.578.200,00 13.230.175.350,00 44.037.838.887,00 66.817.592.437,00 118.194.908.031,00 2,83
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Realisasi survey kondisi 181.700.000,00 257.192.505,00 33.312.000,00 223.338.000,00 256.650.000,00 256.650.000,00 1,41
jalan/jembatan
Tersedianya . .
7| Saranalalan  [pembangunan Jalan Meningkatnya aksebilitas 31.500.000.000,00 35.609.564.000,00 56.150.893.271,00 8.932.744.300,00 11.028.278.350,00 34.968.394.150,00 54.929.416.800,00 90.538.980.800,00 2,87

Kabupaten

jalan kabupaten
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Pemeliharaan Berkala Jalan

Terpeliharanya jalan

10.100.000.000,00

606.503.000,00

174.105.000,00

14.515.000,00

417.883.000,00

606.503.000,00

606.503.000,00

0,06

kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan i j
EL’:ZT;:T nyajalan 1.000.000,00 4.000.000,00 169.519.500,00 12.501.000,00 155.442.000,00 167.943.000,00 171.943.000,00 171,94
Pemb; Jembat; inya
embangunan ‘embatan lel')k""iks'”ya jalan 14.800.000,00 15.763.751.594,00 11.502.101.759,00 442.728.900,00 2.141.569.000,00 8.272.781.737,00 10.857.079.637,00 26.620.831.231,00 1.798,70
abupaten
:Sﬁﬁ?m PENYELENGGARAAN PENATAAN 14% 458.178.000,00 | 100% 63.778.000,00 | 100% 107.714.942,00 16.300.000,00 46.500.000,00 44.261.650,00 107.061.650,00 170.839.650,00 0,37
Terselenggaranya i dan Si isasi Per: Tata
8 | penataan Ruan 458.178.000,00 63.778.000,00 107.714.942,00 16.300.000,00 46.500.000,00 44.261.650,00 107.061.650,00 170.839.650,00 0,37
8 [Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Realisasi koordinasi dan
Kabupaten/Kota v sinkronisasi penyusunan 458.178.000,00 63.778.000,00 107.714.942,00 16.300.000,00 46.500.000,00 44.261.650,00 107.061.650,00 170.839.650,00 0,37
P RTRW Kabupaten
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 272.200.000,00
11% 100% 186.746.000,00 | 100% 190.084.000,00 - 4.895.000,00 185.189.000,00 190.084.000,00 376.830.000,00 1,38
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi 34.700.000,00 - 20.850.000,00 - - 20.850.000,00 20.850.000,00 20.850.000,00 0,60
Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan
Persentase |Bencana atau Terkena Relokasi Program Terbangunnya rumah bagi 34.700.000,00 - 20.850.000,00 20.850.000,00 20.850.000,00 20.850.000,00 0,60
9 | Perumahan yang |Kabupaten/Kota korban bencana
dikembangkan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program 237.500.000,00 186.746.000,00 169.234.000,00 4.895.000,00 164.339.000,00 169.234.000,00 355.980.000,00 1,50
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi [Jumlah korban bencana atau
Korban Bencana atau Relokasi Program relokasi program kabupaten 237.500.000,00 186.746.000,00 169.234.000,00 4.895.000,00 164.339.000,00 169.234.000,00 355.980.000,00 1,50
Kabupaten/Kota yang terbangun
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
100% 4.717.500.000,00 - 14.085.248.000,00 - 3.480.800.000,00 10.412.017.900,00 13.892.817.900,00 13.892.817.900,00 2,94
Persentase Peningl itas Kawasan Per
Pengurangan |Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
wof e Ha 4.717.500.000,00 - 14.085.248.000,00 - 3.480.800.000,00 10.412.017.900,00 13.892.817.900,00 13.892.817.900,00 2,94
ermukiman
Kumuh
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Ezztslzaier:zi'ika" rumah 4.717.500.000,00 - 14.085.248.000,00 3.480.800.000,00 10.412.017.900,00 13.892.817.900,00 13.892.817.900,00 2,94
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM 100% 9.417.440.000,00 - 13.093.566.500,00 1.440.907.100,00 7.594.567.700,00 4.053.129.700,00 13.088.604.500,00 13.088.604.500,00 1,39
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Tersedianya 9.417.440.000,00 - 13.093.566.500,00 1.440.907.100,00 7.594.567.700,00 4.053.129.700,00 13.088.604.500,00 13.088.604.500,00 1,39
11 Prasarana,
Sarana dan
Utilitas Umum Realisasi di
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas f:slasraasrl‘r;yzgz:\;ed;ian
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi |” ’ 9.417.440.000,00 - 13.093.566.500,00 1.440.907.100,00 7.594.567.700,00 4.053.129.700,00 13.088.604.500,00 13.088.604.500,00 1,39

Hunian

utilitas umum untuk
menunjang fungsi hunian

Rata-rata capaian kinerja ( % )

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan program

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya ketidak seimbangan pengalokasian dana kegiatan-kegiatan pada program

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memacu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan terhadap kegiatan-kegiatan yang realisasinya terlambat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPK berikutnya : Adanya kontrol terhadap keseimbangan pengalokasian ketersediaan dana pada kegiatan-kegiatan berdasarkan target pencapaian kinerja masing-masing program
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SKPK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- N TINgRat
Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Capaian
. . L Target RPJIMD Kinerja RPJMD & J Realisasi Kinerja pada Triwulan L P Realisasi Kinerja dan . p' Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
. Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota > Anggaran RPJMD L Daerah
No. Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ . . Kabup 'Kota RKPD Realisasi
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Tahun 2022 (Akhir Sampai dengan RKPD Tahun Berjalan Kabupaten/Kota yan Kabupaten/Kota s/d Anggaran Penanggung
s 8 g & Periode RPJMD) Kabupaten/Kota n erl 1 n 1l v pa o yang Tahun 2021) 88 Jawab
yang Dievaluasi (2021) Dievaluasi Renstra
Tahun Lalu (2020) QKDDL </d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+13 15 =14/6 x 16
K Rp| K Rp| K Rp| K Rp| K Rp| K Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatka Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Kualitas
[ | Kualitas 01| 01[2.05 |Perangkat Dacrah Pelayanan Pemerintah |, ;) 96.400.000( 0,48 46.400.000| 1,00 25.080.000| 0,00 0| 0,00 0| 1,00 25.080.000 0 0| 1,00 25.080.000| 1,48 71.480.000| 1,48 | 0,74 | Bakesbangpol
Pelayanan Daerah
Publik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Tersedianya Pakaian
1 01 | 01{2.05 02 |atribut Perlengkapannya Dinas Harian 1,00 96.400.000| 0,48 46.400.000| 1,00 25.080.000( 0,00 0| 0,00 0f 1,00 25.080.000 0 0f 1,00 25.080.000| 1,48 71.480.000| 1,48 | 0,74
Meningkatnya Kualitas
1 01| 01|2.06 Administrasi Umum Pelayanan Pemerintah 0,89 3.674.354.165( 0,56 | 1.210.725.367| 0,83 177.288.227| 0,06 11.209.166( 0,12 21.743.156| 0,51 90.181.012 0,21 36.727.593| 0,90 159.860.927| 1,46 1.370.586.294| 1,64 | 0,37
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi | Tersedianya komponen
1 o1 | o1 [2.04 o1 |Listrik/Penerangan bangunan | insalasi listrikyang 0,95 29.009.000 0,59 17.009.000| 1,00 5.981.325| 025 |  1.487.375] 0,25 1.497.238 0,25 1.512.638| 025 1.484.074| 1,00 5.981.325| 1,59 22.990.325| 1,67 | 0,79
kantor disediakan
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
2 0101 [2.06 01 yang operasional 0,95 173.200.000| 0,53 91.200.000( 0,00 0 0| 0,00 0| 0,00 o - 0| 0,00 0| 0,53 91.200.000| 0,55 | 0,53
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Bahan Logistik
Kantor Kantor yang Tersedia
ATK,
Alat-alat Kebersihan dan
3 01 01]2.06 04 Makan-Minum Kantor 0,95 1.758.463.165 0,51 178.482.367| 1,00 37.611.252{ 0,12 4.461.941| 0,39 14.665.168| 0,23 8.591.094( 0,26 9.893.049| 1,00 37.611.252] 1,51 216.093.619| 1,59 | 0,12
Penyediaan Barang Cetakan dan |Tersedianya barang yang
Penggandaan dicetak,
4 01 01]2.06 05 digandakan dan dijilid 0,95 103.160.000 0,60 61.960.000 1,00 17.548.850( 0,25 4.359.850| 0,25 4.380.750| 0,25 4.427.500| 0,25 4.380.750| 1,00 17.548.850( 1,60 79.508.850( 1,68 [ 0,77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan
5 01/ 01 [2.04 06 |Peraturan Perundang - undangan Zf’cac‘i‘_“ky"“g 0,80 41.100.000| 0,56 23.100.000| 1,00 3.900.000( 0,23 900.000| 0,31 1.200.000| 0,31 1.200.000| 0,15 600.000| 1,00 3.900.000| 1,56 27.000.000| 1,95 | 0,66
isediakan
Penyelenggaraan Rapat - Rapat | Terlaksananya rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD [koordinasi dan
kosultasi ke luar daerah
6 01 01 2.0¢ 09 ﬁ‘“g?}‘lﬁksmaka“ 0,75| 1.569.422.000| 0,56|  838.974.000| 1,00 112.246.800 0,00 0| 0,00 0] 0,66 74.449.780| 0,18 |  20.369.720| 0,84 94.819.500{ 1,41 933.793.500( 1,88 | 0,59
acral
yang Dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Meningkatnya Kualitas
Daerah Penunjang Urusan Pelayanan Pemerintah
01| 01(2.07 |Pemerintah Daerah Daerah 0,88 255.910.000| 0,91 211.710.000| 1,00 0f 0,00 0| 0,00 0f 0,00 of - 0f 0,00 0| 0,91 211.710.000| 1,03 | 0,83
Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan
Operasional atau Lapangan dinas/operasional yang
01| 012.07 02 diadakan diadakan 0,90 44.000.000| 1,00 44.000.000| 0,00 0| 0,00 0| 0,00 0| 0,00 o - 0| 0,00 0| 1,00 44.000.000( 1,11 | 1,00
Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang
01 01]2.07 05 tersedia 0,90 48.200.000( 1,00 48.200.000( 0,00 0[ 0,00 0| 0,00 0f 0,00 0 - 0f 0,00 0f 1,00 48.200.000| 1,11 1,00
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Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya jenis rehab

Pendukung Gedung Kantor atau |yang
0101 [2.07 11| Bangunan Lainnya dilaksanakan 0,85  163.710.000( 0,73 |  119.510.000| 0,00 0| 0,00 0| 0,00 0| 0,00 o - 0| 0,00 0| 0,73 119.510.000| 0,86 | 0,73
Meningkatnya Kualitas
P diaan Jasa P ) Pelayanan Pemerintah
01| 01 [2.08 enyediaan Jasa Fenunjang | ny, oy 0,95 | 1.157.541.405| 0,56 70.444.068| 1,00 284.157.160| 0,17 | 47.122.778| 0,32 |  89.972.990| 0,24 68.734.470| 0,27 | 76.207.334| 0,99 282.037.572| 1,56 352.481.640| 1,64 | 0,30
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Tersedianya Benda Pos,
01| 01 [2.04 01 Cek Giro, 0,95 58.100.000| 0,57|  33.300.000| 1,00 10.100.000( 0,24 | 2.400.000{ 0,24 |  2.400.000| 0,24 2.400.000( 0,29 | 2.900.000| 1,00 10.100.000| 1,57 43.400.000( 1,66 [ 0,75
Paket Pengiriman
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air Internet,
01] 01 |2.0§ 02 dan Listrik Rekening Air dan Listrik 0,95 66.829.405| 0,56 37.144.068| 1,00 11.557.160| 0,18 2.122.778] 0,21 2.372.990| 0,21 2.434.470| 0,22 2.507.334| 0,82 9.437.572( 1,37 46.581.640| 1,44 | 0,70
Tersedianya Pengelola
Administrasi Keuangan
dan
01| 01 [2.0§ 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan umum JaS;‘Kel]’(efSihaﬂyaﬂg 05| 1.032.612.000( 0,56  581.412.000| 1,00 |  262.500.000| 0,16 | 42.600.000( 0,32 |  85.200.000 0,24 |  63.900.000| 0,27 |  70.800.000| 1,00 262.500.000 1,56 843.912.000 1,65 | 0,82
Dibayarkan
Penyediaan Jasa P Meningkatnya Kualitas
Urusan Pemerintah Daerah Pelayanan Pemerintah
01 01 |2.09 Daerah 0,92 859.312.000| 0,60 616.201.900| 1,00 95.664.675| 0,04 3.531.000| 0,49 47.128.225| 0,18 17.663.950( 0,28 27.212.500| 1,00 95.535.675| 1,60 711.737.575| 1,75 | 0,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Terawatnya Kendaraan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas yang Dilakukan
01| 01 2.0 01 | atau KendaraanDinas Jabatan | Pemeliharaan 0,95|  404.147.000| 0,92|  370.400.000| 1,00 51.656.075| 0,00 0 0,53 | 27.528.825| 0,18 9.154.850| 0,29 |  14.873.700| 1,00 51.557.375| 1,91 421.957.375( 2,02 | 1,04
Teawatnya kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |dinas
i i i dilakuk:
o1 01 [2.04 02 | BiavaPemeliharaan dan Pajak |yang dilakukan 0,85|  419.165.000] 056 233.801.900| 1,00 31.897.600 0,00 ol 052 16.739.400] 0,18 5.649.100| 0,30 9.478.800| 1,00 31.867.300| 1,56 265.669.200| 1,83 | 0,63
Kendaraan Perorangan Dinas pemeliharaan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terawatnya Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan dan
01] 01 |2.09 06 Mesin Lainnya Perlengkapan Kantor 0,95 36.000.000 0,33 12.000.000| 0,90 12.111.000| 0,29 3.531.000( 0,24 2.860.000| 0,24 2.860.000| 0,24 2.860.000| 1,00 12.111.000( 1,33 24.111.000| 1,40 | 0,67
yang operasional
Terwujudny PROGRAM PENGUATAN Meningkatnya
a IDEOLOGI PANCASILA & |Persentase penguatan
perdamaian KARAKTER KEBANGSAAN |Ideologi Pancasila &
dan 012 Kkarakter 0,83 176.000.000( 0,80 87.000.000| 0,80 14.850.000( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 4.950.000 0,67 9.900.000| 1,00 14.850.000| 1,80 101.850.000| 2,17 | 0,58
Keamanan kebangsaan
bagi seluruh
umat Perumusan Kebijakan Teknis |Meningkatnya
beragama & pemantapan Pelaks. Bidang |Persentase penguatan
yfmg ada ideologi Pancasila & Karakter |Ideologi Pancasila &
dikabupaten 0112 201 |Kcbangsaan karakter 0,83  176.000.000( 0,80 87.000.000| 0,80 14.850.000| 0,00 0| 0,00 0 0,33 4.950.000( 0,67 9.900.000| 1,00 14.850.000| 1,80 101.850.000| 2,17 | 0,58
Aceh Singkil kebangsaan
Penyusunan Program Kerja di | Tersedianya dokumen
Bidang Ideologi Wawasan penyusunan program
kegiatan
012 |20 or |Kebangsaan, Bela Negara, € 0,80 ol 0,00 0| 0,00 0| 0,00 o - 0| 0,00 0| 0,00 0| 0,00 0,00

Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Tka
& Sejarah Kebangsaan
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Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,

Terlaksananya
Perumusan kegiatan dan
tersedianya dokumen

01 2.01 02 Karakter Bangsa, Pembauran perumusan kebijakan 0,00 0] 0,00 0,00 0,00 0] 0,00 0] 0,00 0] 0,00 | 0,00
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika [teknis
& Sejarah Kebangsaan
Terlaksananya Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
o012 |polf 3 |Kebangsaan, Bela Negara, 0,83 176.000.000| 0,80 87.000.000| 0,80 14.850.000| 0,00 0,00 0,33 9.900.000| 1,00 14.850.000| 1,80 101.850.000| 2,17 | 0,58
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
& Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Terlaksananya Koord.
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
01 2.01| Karakter Bangsa, Pembauran 0,00 0| 0,00 0,00 0,00 0| 0,00 0] 0,00 0/ 0,00 | 0,00
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
& Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring , Terlaksananya
evaluasi dan Pelaporandi Bidang |Monitoring Evaluasi &
Ideologi Wawasan Kebangsaan, |PeLap.
01 2.01| Bela Negara, Karakter Bangsa, 0,00 0[ 0,00 0,00 0,00 0[ 0,00 0| 0,00 0/ 0,00 | 0,00
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika & Sejarah
Kebangsaan
Pelaks. Fungsi Lain yang Terlaksananya Fungsi
012 [2.01 6 |Diberikan oleh Pimpinan lain yang diberikan 0,00 0] 0,00 0,00 0,00 0] 0,00 0[ 0,00 0] 0,00 | 0,00
pimpinan
PROGRAM PENINGKATAN [Meningkatnya
PERAN PARTAI POLITIK & |Persentase Peningkatan
LEMBAGA PENDIDIKAN Pendidikan Politik,
MELALUI PENDIDIKAN Etika Budaya Politik,
POLITIK & Peningkatan
PENGEMBANGAN ETIKA Demokrasi, Fasilitasi
SERTA BUDAYA POLITIK |Kelembagaan
Pemerintahan,
01 Perwakilan & Partai 0,83 477.189.000( 0,80 237.634.000( 0,90 281.552.760( 0,00 0,00 0,00 281.552.760( 1,00 281.552.760( 1,80 519.186.760( 2,17 [ 1,09
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik
Perumusan Kebijakan Teknis |Meningkatnya
& Pemantapan Pelaks. Bidang |Persentase Peningkatan
Pendidikan Politik, Etika Pendidikan Politik,
Budaya Politik, Peningkatan |Etika Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan
Kelembagaan Pemerintahan, |Demokrasi, Fasilitasi
Perwakilan & Partai Politik, Kelembagaan
Pemilihan Umum/Pemilihan Pemerintahan,
01 2.01 Umum Kepala Daerah, serta  |Perwakilan & Partai 0,83 477.189.000( 0,80 237.634.000( 0,90 281.552.760( 0,00 0,00 0,00 281.552.760( 1,00 281.552.760( 1,80 519.186.760( 2,17 | 1,09

Pemantauan Situasi Politik

Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik




2.01

Penyusunan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan &
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Tersedianya dokumen
penyusunan program
kegiatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01

Penyusunan bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan & Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Terlaksananya
Perumusan kegiatan dan
tersedianya dokumen
perumusan kebijakan
teknis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan &
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Terlaksananya Kegiatan

0,00

281.552.760

0,00

0,00

0,00

1,00

281.552.760

,00

281.552.760

,00

281.552.760

HH#

0,00

2.01

Pelaks. Koordinasi Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan & Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Terlaksananya Koord.

0,8

@

477.189.000

0,80

237.634.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

237.634.000

0,50

2.01

Pelaks. Monitoring , evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan & Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01

Pelaks. Fungsi Lain yang
Diberikan oleh Pimpinan

Terlaksananya Fungsi
lain yang diberikan
pimpinan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM
PEMBERDAYAAN &
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Meningkatnya
Persentase
Pemberdayaan &
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

0,83

64.000.000

0,80

32.000.000

14.190.000

0,00

0,00

1,00

14.190.000

14.190.000

46.190.000

0,00
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Meningkatnya
Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase
8 |o01] 4 [2.01 |& Pemantapan Pelaks. Bidang | Pemberdayaan & | 45 64.000.000 0,80 32.000.000| 1,00 14.190.000| 0,00 0,00 1,00 14.190.000 - 0| 1,00 14.190.000| 1,80 46.190.000| 2,17 | 0,72
Pemberdayaan & Pengawasan |Pengawasan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan  |Kemasyarakatan
Penyusunan Program Kerja Tersedianya dokumen
Dibidang Pendaftaran Ormas, penyusunan program
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi  |kegiatan
8 |o1| 4 [2.01 1 |&Mediasi Sengketa Ormas, 0,00 0,00 0,00 of - o o 0| 0,00 o[ 0,00 0,00
Pengawasan Ormas & Ormas
Asing di Daerah
Penyusunan Kebijakan Dibidang | Terlaksananya
Pendaftaran Ormas, Perumusan kegiatan dan
8 | 01| 4 [pof o [Pemberdayaan Ormas, Evaluasi |tersedianya dokumen 0,00 0,00 0,00 o - ol o 0| 0,00 0| 0,00| 0,00
& Mediasi Sengketa Ormas, perumusan kebijakan
Pengawasan Ormas & Ormas teknis
Asing di Daerah
Pelaks. Kebijakan Dibidang Terlaksananya Kegiatan
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
8 01| 4 |2.0] & Mediasi Sengketa Ormas 1,00 14.190.000| 0,00 0,00 1,00 14.190.000 - 0| 1,00 14.190.000{ 1,00 14.190.000( 0,00 [ 0,00
g! 3
Pengawasan Ormas & Ormas
Asing di Daerah
Pelaks. Kebijakan Dibidang Terlaksananya Koord.
Pendaftaran Ormas,
8| 01| 4 [2.01 4 |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 0,00 0,00 0,00 of - 0] 0,00 ol 0,00 0| 0,00| 0,00
& Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas & Ormas
Asing di Daerah
Pelaks. Monitoring , evaluasi dan| Terlaksananya
PelaporanKebijakan Dibidang Monitoring Evaluasi &
Pendaftaran Ormas, PeLap.
8 (01 4 |2.0] Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 0,00 0,00 0,00 0 - 0| 0,00 0] 0,00 0/ 0,00 | 0,00
& Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas & Ormas
Asing di Daerah
Pelaks. Fungsi Lain yang Terlaksananya Fungsi
8 (01| 4 |2.0] Diberikan oleh Pimpinan lain yang diberikan 0,00 0,00 0,00 0 - 0| 0,00 0] 0,00 0/ 0,00 | 0,00
pimpinan
PROGRAM PEMBINAAN &
8|01 5 PENGEMBANGAN 0,83 234.000.000( 0,80 112.000.000| 0,80 40.300.000( 0,00 0,00 0,00 0| 0,99 40.000.000| 0,99 40.000.000| 1,79 152.000.000| 2,16 | 0,65
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, & BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis [Meningkatnya
& Pemantapan Pelaks. Bidang |Persentase Pemantapan
8| 01| 5 [2.01 |Ketahanan Ekonomi, Sosial & |Pelaks. Bidang 0,83 |  234.000.000) 0,80 |  112.000.000| 0,80 40.300.000| 0,00 0,00 0,00 ol 099 | 40.000.000| 0,99 40.000.000| 1,79 152.000.000 2,16 | 0,65
Budaya Ketahanan Ekonomi,
Sosial & Budaya
Penyusunan Program Kerja di Tersedianya dokumen
Bidang Ketahanan Ekonomi, penyusunan program
Sosial, Budaya & Fasilitasi kegiatan
Pencegahan Penyalagunaan
8 (01| 5 |2.0] Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 0| 0,00 0,00 0,00 0 - 0| 0,00 0] 0,00 0/ 0,00 | 0,00
Umat Beragama & Penghayat
Kepercayaan di Daerah
. L Terlaksananya
Perumusan Kebljak:?n di ]_31dang Perumusan kegiatan dan
Ketahanan Ekonoml Sosial, tersedianya dokumen
Budaya & Fasilitasi Pencegahan perumusan kebijakan
8 01| 5 |2.01 Penyalagunaan Narkotika, teknis 0| 0,00 0,00 0,00 0 - 0| 0,00 0] 0,00 0/ 0,00 | 0,00
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama & Penghayat
Kepercayaan di Daerah
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Pelaks. Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya & Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama & Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Kegiatan

0,00

0,00

79

0,65

Pelaks.Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya & Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama & Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Koord.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pelaks. Monitoring , evaluasi dan
Pelaporan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya & Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama & Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya
Monitoring Evaluasi &
PeLap.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pelaks. Fungsi Lain yang
Diberikan oleh Pimpinan

Terlaksananya Fungsi
lain yang diberikan
pimpinan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
& PENINGKATAN
KUALITAS & FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

@

0,00

0,00

0,86

Perumusan Kebijakan Teknis
& Pelaks. Pemantapan

Meningkatnya
Persentase Pemantapan

1 d 1

K daan Nasional &

Penanganan Konflik Sosial

& penanganan konflik
sosial

@

0,00

0,00

0,86

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
& Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Tersedianya dokumen
penyusunan program
kegiatan

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing &
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Terlaksananya
Perumusan kegiatan dan
tersedianya dokumen
perumusan kebijakan
teknis

0,00

0,00
